
 

PANDUAN PENYUSUNAN 

RENCANA STRATEGIS 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA 

(Renstra SKPD) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Decentralized Basic Education 1 

Management and Governance 

Versi: Juni 2011 

 

Analisis 
Gambaran 
pelayanan 

SKPD

Perumusan 
Isu-isu 

strategis 
berdasarkan 

tusi

Perumusan 
Strategi dan 

kebijakan 

Perumusan 
rencana kegiatan, 
indikator kinerja, 

kelompok sasaran 
dan pendanaan 

indikatif 
berdasarkan 

rencana program 
prioritas RPJMD

Pengolahan 
data dan 
informasi 

Perumusan 
visi dan misi 

SKPD

Perumusan 
Tujuan 

Perumusan 
sasaran 

Rancangan  
Renstra-SKPD

Pendahuluan
Gambaran pelayanan SKPD
isu-isu strategis  berdasarkan 
tugas pokok dan fungsi
visi, misi, tujuan dan sasaran, 
strategi dan kebijakan 
rencana program, kegiatan, 
indikator kinerja, kelompok 
sasaran dan pendanaan indikatif
indikator kinerja SKPD yang 
mengacu pada tujuan dan 
sasaran   RPJMD.

Perumusan 
indikator kinerja 

SKPD yang 
mengacu pada 

tujuan dan sasaran   
RPJMD

SPM

Renstra-KL
dan Renstra 
Kabupaten/

Kota

Penelaahan 
RTRW

Rancangan Renstra-SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala 
SKPD perihal penyampaian 
Rancangan Renstra-SKPD  

kepada Bappeda 

Penelaahan 
KLHS

Renstra-KL
dan Renstra 
Kabupaten/

Kota

Renstra-KL
dan Renstra 

SKPD Provinsi

 

KEMENTERIAN 
PENDIDIKAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN AGAMA

REPUBLIK INDONESIA



2 
 

 
 
 
  

  



3 
 

Kata Pengantar 
 
Panduan Renstra DBE1 Edisi Juni 2011 ini merupakan edisi ke empat dan terakhir. Ada 
beberapa perubahan mendasar dalam Edisi ini terutama dalam Tahap 1 yang berhubungan 
dengan Pengembangan Profil Kabupaten/Kota. Edisi ini menyertakan data mengenai 
pendidik dan tenaga kependidikan dan dikembangkan berdasarkan peraturan pemerintah 
yang terbaru termasuk peraturan-peraturan  Pendidikan Nasional dan  Dalam Negeri. 
Panduan ini menyertai panduan DBE1 dalam manajemen data (Panduan Penggunaan 
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten/Kota atau SIMP-K).  
 
Panduan ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam 
mempersiapkan Renstranya secara lengkap, memutakhirkan Renstra yang sudah ada atau 
merevisi sebagian dari rencana. 
 
Untuk mendukung analisis layanan pendidikan, DBE1 telah menyiapkan software yaitu 
Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten/Kota (SIMP-K) yang disertai dengan 
suatu buku panduan khusus tentang cara penggunaan aplikasi ini. 
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PENDAHULUAN 

A.  Perubahan Yang Besar Di Sektor Pendidikan 
 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat sejumlah perkembangan yang 
berdampak sangat besar pada perencanaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota.  
 
Perkembangan pertama, adalah diterbitkannya Undang-Undang No 25 tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Nasional yang mensyaratkan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk menyusun Rencana Strategis 
(Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
Undang-undang ini diikuti oleh Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah. Dalam PP tersebut telah diatur ruang lingkup, 
tahapan dan komponen minimal yang harus ada dalam Renstra SKPD. 

Perkembangan kedua, adalah diterbitkannya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen yang mengubah persyaratan minimal kualifikasi akademik guru SD dari 
D2 ke D4/S1. Berdasarkan undang-undang ini, kualifikasi guru SD yang semula 
sudah mencapai 70%, kini hanya mencapai kurang dari 8%. Secara nasional jumlah 
guru yang belum memenuhi kualifikasi mencapai 1,7 juta orang. Besarnya jumlah 
guru yang belum memenuhi kualifikasi mengajar berdampak pada penetapan 
prioritas kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. 
 
Perkembangan ketiga, dengan terbitnya PP No 19 tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan, layanan dan output pendidikan hendaknya lebih terarah, 
sistematik, dan komprehensif. Standar tersebut meliputi: standar isi, standar 
proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 
standar penilaian pendidikan. 

 
Perkembangan keempat, perubahan periode Rencana Pembangungan Nasional 
sesuai dengan periode pemerintahan baru yaitu 2009-2014 yang tertuang dalam 
RPJM Nasional 2010-2014 akan berdampak pada perubahan Renstra  Pendidikan 
Nasional (Kemdiknas) 2010-2014. Dan selanjutnya akan berdampak pada Renstra 
Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

Perkembangan kelima, perubahan indikator SPM bidang pendidikan dari 
Permendiknas No. 129A Tahun 2004 menjadi Permendiknas No. 15 Tahun 2010.  
Pada Permendiknas yang baru hanya mencakup pendidikan dasar saja.  

Perkembangan keenam, keluarnya Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah. 
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Perkembangan ketujuh, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, yang berdampak 
kepada Renstra SKPD adalah jumlah indikator bidang pendidikan yang relevan 
dengan kabupaten/kota sebanyak 104 indikator. 

Perkembangan kedelapan, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri ( Dalam 
Negeri,  Keuangan dan Bappenas) tentang  penyelarasan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 

Perubahan-perubahan baik secara internal maupun eksternal akan terus berlanjut 
sejalan dengan perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat. Suatu 
rencana strategis harus mampu mengantisipasi dan memprediksi berbagai 
perubahan lingkungan strategis. 

 

B. Tujuan Dan Sistematika Buku Panduan 

B.1. Tujuan 
Menimbang kompleksitas pekerjaan yang harus digarap oleh Tim Penyiapan 
Rencana Strategis Dinas Pendidikan (TPR) maka diperlukan sebuah panduan yang 
memuat metodologi, termasuk tahap dan langkah, untuk penyusunan rencana. 
Dengan adanya buku panduan ini, diharapkan semua pihak yang berkepentingan 
dalam perencanaan pendidikan kabupaten/kota akan mempunyai persepsi yang 
sama.  

B.2. Sistematika Panduan 
Sistematika Panduan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan didasarkan pada PP No 
8 Tahun 2008 tentang Perencanaan Daerah, yang meliputi: 

 
Pendahuluan:  

Menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, kerangka pengembangan 
Renstra SKPD, dan pendekatan perencanaan pendidikan kabupaten/kota, serta 
uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.  
 

Tahap-I: Analisis Layanan Pendidikan:  
Menggambarkan kondisi pendidikan saat ini untuk aspek perluasan akses, 
pemerataan dan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing bangsa, analisis 
tentang program yang berhasil pada periode perencanaan sebelumnya, kondisi 
internal dan eksternal. Bab ini diakhiri dengan isu-isu strategis. 

Tahap-II: Menyiapkan Visi, Misi Dan Tata Nilai 
Pada bagian ini hendaknya sudah memperhatikan visi, misi Bupati/Walikota terpilih, 
serta visi, misi  Pendidikan Nasional periode pembangunan yang relevan. 
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Tahap-III: Merumuskan Tujuan/Sasaran, Strategi Dan Kebijakan 
Tahap ini merumuskan tujuan dan sasaran berdasarkan visi, misi dan tata nilai. 
Selanjutnya menjabarkannya dalam rumusan strategi dan prioritas dalam mencapai 
ujuan dan sasaran itu. Selain itu juga kebijakan-kebijakan sebagai panduan 
pengembangan program. 

Tahap-IV: Merumuskan Program Dan Kegiatan 
Penetapan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, beberapa Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota membawahi bidang pemuda dan olah raga, ada juga yang 
membawahi bidang kebudayaan, bahkan pondok pesantren. 

Tahap-V:  Menyiapkan Rencana Pembiayaan Indikatif  
Untuk lima tahun ke depan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, menyajikan 
kapasitas keuangan pendidikan kabupaten/kota berdasarkan hasil AKPK (Analisis 
Keuangan Pendidikan Kabupaten/Kota) melakukan perkiraan sumber-sumber  
pembiayaan: APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, Dekonsentrasi, Perbantuan, 
Block grant, dan sumber lainnya. 

Tahap-VI:  Menyiapkan Rencana Monitoring dan Evaluasi  
Implementasi Renstra SKPD secara sistematik. 

C. Gambaran Umum  
 
Bagian ini memberikan gambaran umum tentang ruang lingkup perencanaan, 
struktur rencana, prinsip-prinsip perencanaan dan proses perencanaan. 

C.1 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup perencanaan sesuai dengan urusan wajib kabupaten/kota yang 
tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 38 Tahun 2007 dan Permendiknas 
Nomer 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Daerah, yang 
menyangkut: 

 Pendidikan Anak Usia Dini,  

 Pendidikan Dasar 9 Tahun : SD/MI, dan SMP/MTs; 

 Pendidikan Menengah : SMA, SMK, dan MA; 

 Pendidikan Nonformal: keaksaraan, kesetaraan, dan keterampilan hidup, dan 
PAUD Nonformal; 

 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

 Layanan Pendidikan 

 Serta bidang lainnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota. 

 
Catatan: Analisa tersebut sudah mengalami perubahan dengan keluarnya Permendiknas 
No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Pendidikan Nasional. 
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C.2. Struktur Penyusunan Rencana 
Garis besar tahapan perencanaan dalam buku panduan ini adalah rumusan rencana 
untuk setiap jenjang pendidikan yang disusun berdasarkan pilar-pilar kebijakan 
Renstra  Pendidikan Nasional, yaitu: 

 Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan 

 Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing  

 Tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. 

Peningkatan Akses 

Perencanaan yang berkaitan dengan peningkatan akses berfokus pada identifikasi 
wilayah-wilayah dengan banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Setelah 
wilayah-wilayah ini teridentifikasi, kita akan melihat alasan yang menyebabkan 
rendahnya angka partisipasi pendidikan. Pertanyaan kunci adalah: “Apakah 
rendahnya partisipasi disebabkan oleh kurangnya fasilitas untuk bersekolah 
(masalah penyediaan/supply) atau tidak adanya kemampuan untuk bersekolah 
karena kemiskinan dan keterpencilan (masalah kebutuhan/demand)?” 
 
Akses diukur melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan yang menggunakan jenjang 
pendidikan dan pendekatan yang menggunakan kelompok umur.  
 
(i) Akses diukur menggunakan pendekatan jenjang pendidikan seperti  Angka 

Partisipasi Kasar (APK) dan  Angka Paritisipasi Murni (APM). 

 APK menggambarkan rasio semua anak yang bersekolah pada jenjang 
pendidikan tertentu dibandingkan dengan kelompok usia pada jenjang 
yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur seberapa besar 
anak bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa 
mempertimbangkan usia anak, apakah ada dalam kelompok usia sekolah 
atau di luar kelompok usia sekolah. 

 APM menggambarkan rasio anak yang bersekolah pada kelompok usia 
itu dengan jumlah penduduk usia sekolah yang bersangkutan. APM 
digunakan untuk mengukur seberapa besar anak usia sekolah yang 
bersekolah. Namun perlu diperhatikan bahwa saat ini terdapat 
kecenderungan bahwa APM menurun, hal ini dikarenakan banyak anak 
masuk sekolah lebih dini (kelas 1 SD/MI banyak yang kurang dari 7 
tahun). 

(ii) Akses diukur menggunakan pendekatan kelompok usia yaitu Angka Partisipasi 
Sekolah (APS), (contoh: APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, dan APS 16-18 
tahun). 

 APS menggambarkan anak usia sekolah yang bersekolah, tidak 
memandang di jenjang mana mereka bersekolah, jadi APS lebih 
menekankan apakah kelompok umur tertentu bersekolah. Indikator ini 
lebih bermakna untuk melihat apakah anak pada kelompok umur 
tertentu ada di sekolah atau di luar sekolah.  
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Peningkatan Mutu  

Mutu harus mengacu pada PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar 
pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 
 
Selain itu, akan berfokus pada isu ketidakmerataan layanan pendidikan antar wilayah 
atau antar kelompok gender. Selain itu, perhatian juga akan diberikan pada isu 
keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan, atau dengan lain kata: “Apakah anak-
anak yang bersekolah mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan 
layanan pendidikan yang bermutu?”  

Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pendidikan 

Tata kelola dan akuntabilitas pendidikan menggambarkan bagaimana pendidikan 
dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata layanan pendidikan 
yang baik.  

Bagi kabupaten/kota yang pernah melakukan proses penyusunan Rencana 
Pengembangan Kapasitas (RPK) pendidikan kabupaten/ kota, hasilnya dapat  
diintegrasikan dalam  Renstra Dinas Pendidikan. 

D.  Prinsip-Prinsip Perencanaan 

Perubahan Dari Pendekatan Input Kepada Output/Outcome  

Selama ini, perencanaan pendidikan daerah telah berfokus pada peningkatan 
masukan (input) untuk pengembangan pendidikan (rehabilitasi sekolah, pengadaan 
buku, pelatihan guru). Pada umumnya program-program ini merupakan program 
tunggal (single input), yang mempunyai sekolah sasaran berbeda. Dan pada akhir 
tahun, hanya dapat dilaporkan bahwa sekian banyak ruang kelas telah direhabilitasi, 
sekian banyak buku telah disediakan, dan sekian banyak guru sudah dilatih. Dengan 
cara ini, pada akhir tahun, dapat diukur apakah sasaran telah dicapai; misalnya 
pengurangan jumlah sekolah yang berkinerja sangat rendah. Namun demikian kita 
tidak dapat mengetahui dengan pasti output/outcome yang telah dicapai, misalnya 
dalam peningkatan mutu pendidikan.  

DBE1 mengembangkan metodologi baru yang dijelaskan dalam buku Panduan ini.  
Metodologi baru ini berfokus pada unit analisis pada tingkat satuan pendidikan 
(sekolah) dan output pendidikan, karena sekolah dan komunitasnya  memainkan 
peran utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, penting kiranya 
dibentuk sinergi antara perencanaan di tingkat sekolah dengan perencanaan di 
tingkat kabupaten/kota. Metodologi baru ini membantu tercapainya sinergi tersebut. 
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Pemberian Perhatian Pada Program Yang Berhasil Pada Periode Perencanaan 
Sebelumnya  

Metodologi perencanaan ini juga memberikan perhatian yang lebih luas pada 
identifikasi “program yang berhasil” pada periode perencanaan sebelumnya, yaitu 
program-program yang sebaiknya dilanjutkan.  

Pemberian Perhatian Pada Sasaran Khusus  

Analisis situasi harus dapat mengidentifikasi sasaran khusus (tidak membedakan 
sekolah umum - keagamaan, negeri - swasta, perkotaan - perdesaan) tetapi 
mengarah pada sekolah dengan kinerja paling lemah,  dalam hal mata pelajaran yang 
paling rendah pencapaian hasil belajarnya, kelompok siswa yang berasal dari keluarga 
miskin, kelompok guru yang paling rendah kualifikasinya, dan lain-lain. Dengan 
teridentifikasinya sasaran khusus tersebut maka program pembangunan pendidikan 
akan lebih tepat sasaran. 

Keterkaitan Secara Sinergi Antara Renstra SKPD Dengan Rencana-rencana Dari 
Instansi Pemerintah Lebih Tinggi  

Karena Renstra SKPD adalah perencanaan pengembangan pendidikan multi-sumber, 
maka menjadi penting bahwa rencana ini dikaitkan dengan rencana-rencana 
pengembangan pendidikan di tingkat provinsi dan nasional (lihat Bagan 1 di akhir bab 
ini). Dengan cara ini, sinergi antara berbagai sumber pembiayaan akan dapat 
diwujudkan.  

Tanggap Terhadap Rencana Kerja Sekolah 

Renstra SKPD harus tanggap terhadap kondisi eksternal yang berubah dan kebutuhan 
sekolah yang diidentifikasi dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) yaitu rencana yang 
disusun oleh sekolah. Program-program sekolah yang tidak mampu dilaksanakan 
oleh sekolah dan tidak efisien jika dilaksanakan oleh sekolah maka program tersebut 
harus menjadi program Dinas Pendidikan. 

E.  Proses Perencanaan 
 
Proses penyiapan Renstra SKPD terdiri dari enam (6) tahap-tahap berikut (lihat Bagan 
2 di akhir Bab ini): 
1. Analisis Layanan Pendidikan 

Tahap ini dibagi dalam dua bagian, yaitu: (1) analisis eksternal, dan (2) analisis 
internal. 

 Analisis eksternal 
Analisis eksternal meliputi perkembangan penduduk usia sekolah, kebutuhan 
masyarakat akan pendidikan. Dalam hal ini dilihat indeks kemiskinan 
penduduk, kebijakan yang berpengaruh terhadap pendidikan dan nilai-nilai 
yang berkembang di masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan. 

 Analisis internal 
Analisis ini berkaitan dengan profil layanan pendidikan kabupaten/kota yang 
dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penyelenggaraan pendidikan 
di tingkat daerah. Oleh karena gambaran ini akan menjadi landasan 
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rancangan program, maka gambaran ini harus sejelas mungkin, sehingga 
program yang akan disusun benar-benar mengarah pada kebutuhan-
kebutuhan bidang pendidikan. 

 
 
 

2. Visi, Misi Dan Tata Nilai 
Visi, misi dan tata nilai dirumuskan berdasarkan visi dan misi kepala daerah 
terpilih, RPJMD serta visi, misi dan tata nilai yang merupakan budaya luhur yang 
dianut dan berkembang di daerah. Profil layanan pendidikan juga perlu dipakai 
sebagai landasan dalam merumuskannya. 
 

3. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan 
Tujuan dan sasaran dirumuskan agar visi dan misi dapat diwujudkan dan 
dirumuskan dengan memperhatikan profil layanan pendidikan yang ada saat ini. 
Selanjutnya akan dirumuskan strategi agar program dan kegiatan yang 
dirumuskan dapat benar-benar terarah untuk mencapai tujuan. Sedangkan 
kebijakan ditetapkan agar program dan kegiatan tidak menyimpang dari koridor 
aturan-aturan yang ada. 

 
4. Merumuskan Program, Kegiatan Dan Indikator Kinerja 

Tujuan tahap ini adalah merancang program-program dan kegiatan-kegiatan 
terkait bersama indikator kenerja untuk mengukur pelaksanaan kegiatan. Proses 
ini dimulai dengan memformulasikan prioritas kebijakan yang akan menjadi 
panduan penyusunan target/sasaran. Kalau target sudah tersusun, program dan 
kegiatan terkait akan segera teridentifikasi untuk memenuhi target yang 
diinginkan. Sebagai langkah terakhir dari proses ini, program akan dirinci lebih 
jauh dalam rencana-rencana kerja. 
 

5. Menyusun Rencana Pembiayaan 
Tujuan tahap ini adalah mempersiapkan rencana kebutuhan dana setiap program 
dan kegiatan, serta dari sumber mana kebutuhan tersebut akan dibiayai. 
 

6. Menyusun Rencana Monitoring Dan Evaluasi Implementasi Renstra 
Tujuan tahap ini adalah memberikan umpan balik terhadap implementasi 
perencanaan, karena perencanaan dipandang sebagai suatu siklus yang 
berkelanjutan dan dinamis sesuai dengan perkembangan kondisi situasi baik 
secara internal maupun eksternal. Perubahan tersebut akan berdampak pada 
sasaran-sasaran yang diharapkan dicapai. Oleh sebab itu dalam implementasi 
Renstra harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik dan 
berkelanjutan. 
 
 

G.  CARA PENGGUNAAN PANDUAN 
 

Panduan ini menyajikan latar belakang dan keterangan dalam setiap langkah  
pengembangan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Beberapa “contoh” 
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dicantumkan untuk lebih menjelaskan hal ini. Beberapa “tabel” untuk analisis data 
juga disertakan dalam Panduan. Data nyata yang digunakan dalam tabel-tabel ini 
merupakan hasil dari SIMP-K. Pada saat menyusun Renstra, tabel yang diperlukan 
dapat di “copy” dari hasil penghitungan SIMP-K dan di “paste” di dokumen Renstra 
tersebut.   
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Bagan 1: Keterkaitan Antara Renstra SKPD Dengan Visi/Misi Bupati/Walikota Terpilih Dan Rencana-Rencana  
Dari Instansi Pemerintah Yang Lebih Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Gambar IV 
C 2 Lampiran IV 
Permendagri No. 
54 Tahun 2010 
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Bagan 2: Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
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TAHAP 

I 

ANALISIS LAYANAN 
PENDIDIKAN 

 
Tahap ini menjelaskan bagaimana analisis layanan pendidikan dipersiapkan. Tahap ini 
juga memiliki jumlah halaman yang terbanyak karena menyertakan penguraian 
kondisi capaian pendidikan untuk semua program. Selain itu, berbagai tabel yang 
menunjukkan hasil analisis yang semuanya bisa dilakukan dengan bantuan aplikasi 
(software) SIMP-K juga termasuk dalam bagian ini. Untuk memperdalam pemahaman 
tentang kondisi pendidikan, Tahap ini juga memuat serangkaian kotak-kotak (boxes)  
yang menunjukkan hubungan antara penganggaran pendidikan (Analisis Keuangan 
Pendidikan Kabupaten/Kota-AKPK) dan perencanaan pendidikan. Juga disertakan  
patokan standar pelayanan minimal pada bagian yang terkait. 
 
Analisis ini akan dilaksanakan dalam tiga langkah: 

 Menyiapkan Profil Layanan Pendidikan. Profil ini akan menunjukkan kondisi 
layanan pendidikan saat ini berdasarkan indikator kunci pendidikan seperti angka 
partisipasi, angka transisi, angka putus sekolah, angka mengulang kelas, hasil ujian 
dan lain-lain. Mutu profil layanan pendidikan sangat tergantung pada 
kelengkapan, mutu dan keterkinian data.  

 Identifikasi Program Yang Berhasil Pada Periode Perencanaan Sebelumnya. 
Proses perencanaan tidak mulai dari nol, tetapi harus dilaksanakan berdasarkan 
pencapaian yang diperoleh selama periode perencanaan sebelumnya. Disini 
fokusnya adalah mengidentifikasi program yang telah berhasil dalam periode 
perencanaan yang lalu, dan karena telah terbukti keefektifannya maka sebaiknya 
dilanjutkan pada priode perencanaan yang akan datang. 

 Merumuskan Isu Strategis. Berdasarkan profil pendidikan dan dengan 
mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan 
perencanaan, maka isu strategis akan teridentifikasi. 

Langkah-1: Menyiapkan Profil Layanan Pendidikan 
Langkah ini dibagi dalam dua bagian, yaitu (1) analisis eksternal, dan (2) analisis 
internal. 

 Analisis eksternal 
Analisis eksternal difokuskan pada lingkungan yang mana capaian pendidikan 
tersebut berada dan meliputi perkembangan penduduk usia sekolah yang 
menentukan kebutuhan masyarakat akan pendidikan, dimana tingkat 
kemiskinan juga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk 
menyekolahkan anak mereka. Selain itu, berbagai kebijakan yang berpengaruh 
terhadap pendidikan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang 
berhubungan dengan pendidikan juga dipelajari. 
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 Analisis internal 
Analisis ini berkaitan dengan layanan pendidikan kabupaten/kota dan dapat 
memberikan gambaran yang jelas tentang penyelenggaraan pendidikan di 
tingkat daerah. Oleh karena gambaran ini akan menjadi landasan rancangan 
program, maka gambaran ini harus sejelas mungkin sehingga program yang 
akan disusun benar-benar mengarah pada kebutuhan-kebutuhan bidang 
pendidikan. 

1. Analisis Eksternal  
 
Ada dua jenis data yang penting bagi analisis eksternal. Pertama, data penduduk, 
khususnya anak usia pra sekolah dan usia sekolah. Pertanyaan kuncinya disini ialah: 
“Apakah lima tahun ke depan jumlah murid akan meningkat, tetap, atau menurun?” 
Kedua ialah data yang berkaitan dengan kemiskinan yang digunakan untuk 
menentukan tindakan lebih lanjut bagi peningkatan penyelenggaraan pendidikan 
secara umum (akses, pemerataan dan mutu). Pertanyaan kuncinya disini ialah: 
“Apakah rendahnya akses dan mutu pendidikan disebabkan oleh adanya hambatan 
biaya untuk menyekolahkan anak?” 

1.1. Data Penduduk 

Pada bagian ini kita akan memproyeksikan jumlah penduduk berdasarkan kelompok 
usia sekolah (1-6, 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun) hingga lima tahun ke depan. Jika 
memungkinkan, dapat dirinci menurut  kecamatan.  

 

Tabel 1: Proyeksi Jumlah Penduduk 

Kelompok 
Umur 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 - 6 Tahun       

7 – 12 tahun       

13 – 15 tahun       

16– 18  tahun       

Jumlah       

 
Catatan: Harus disadari bahwa usia anak pra sekolah yang dipakai di sini adalah antara 1-6 tahun. 
Karena sebagian anak usia 6 tahun sudah bersekolah, jumlah yang dicantumkan di sini akan lebih besar 
dari pada jumlah anak yang akan bersekolah.  
 

Jika tersedia data kependudukan yang lebih rinci sebaiknya dibuat proyeksi penduduk 
kelompok usia sekolah sebagaimana di bawah ini.  
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Tabel 2: Proyeksi Penduduk Kelompok Usia Sekolah 5 Tahun Ke Depan 

Tahun 

 Kelompok Usia Sekolah      

Pra Sekolah SD/MI SMP/MTS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2009                

2010                

2011                

2012                

2013                

2014                

 

Bila kita mempunyai estimasi jumlah anak usia sekolah, kita perlu membandingkannya 
dengan jumlah populasi sekolah sekarang. Pertanyaan kuncinya adalah: “Apakah 
dalam lima tahun ke depan jumlah murid akan meningkat, tetap, atau mundur?”  
 

Tabel 3: Proyeksi Jumlah Murid yang Bersekolah  

Kecamatan 

Anak 7-12 
tahun 
yang 

sedang 
bersekolah 

Anak 
usia 0-6 
Tahun 

Proyeksi 
(+/- ) 

Rasio 

Kecamatan A     

Kecamatan B     

Kecamatan C     

…     

Total     

 

Jawaban atas pertanyaan ini akan menunjukkan indikasi awal tingkat kecukupan 
prasarana sekolah. Jika populasi sekolah di masa depan menurun, prasarana saat ini 
akan cukup. Jika populasi meningkat, maka harus dilihat apakah masih ada kapasitas 
yang belum termanfaatkan di sekolah yang ada. Dalam kondisi seperti itu, jika tidak 
ada lagi, mungkin tambahan prasarana sekolah baru dibutuhkan. (Ini akan dijelaskan 
lebih lanjut dibawah).  

1.2. Indeks Kemiskinan 

 
Ada beberapa alternatif cara untuk menghitung indeks kemiskinan. Dalam panduan 
ini kita memakai data BKKBN. Cara perhitungannya adalah berikut ini: 
 
Indeks Kemiskinan = 

 

KKJumlah  

1  SejahteraKK Jumlah    Sejahtera PraKK Jumlah  
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Apakah tingkat kesejahteraan penduduk meningkat, menurun atau stabil? Hal ini 
dapat dilihat dari perkembangan indeks kemiskinan penduduk selama tiga tahun 
terakhir. Indeks kemiskinan digambarkan pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan, 
dan desa/kelurahan. Pada tingkat kabupaten, kita akan menunjukkan posisi 
kabupaten/kota dalam provinsi.  

Sementara, pada tingkat kecamatan tingkat kesenjangan kemiskinan dapat 
digambarkan seperti contoh berikut ini. 

Contoh 1: Indeks Kemiskinan Dalam Persen Menurut Kecamatan Tahun 2009 

 

Untuk tingkat desa, karena jumlah desa yang sangat banyak, sebaiknya menggunakan 
tabel frekuensi, seperti berikut ini. 

 

Tabel 4: Desa Menurut Indeks Kemiskinan  

Indeks Kemiskinan 
(%) 

Jumlah Desa Persen 

< 10   

10 - 20   

21 -  30   

31 -  40   

> 40   

 
Catatan : Kelas interval terdiri atas lima kelas dan nilai rata-rata data berada pada kelas interval ketiga 
agar terlihat sebaran kelompok di atas rata-rata seimbang dengan kelompok di bawah rata-rata. Untuk 
penjelasan bagaimana menetapkan jarak interval, silahkan baca Panduan SIMP-K.. 

Identifikasi nama-nama desa yang masuk kategori termiskin, termasuk di kecamatan 
mana dan apakah status desa tersebut termasuk dalam kategori IDT (daerah 
tertinggal). 

0 10 20 30 40 50 60 70

Kec  H

Kec  G

Kec  C

Kec  N

Kec  E

Kec  L

Kec  B
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2. Analisis Internal 

Analisis internal mencakup semua program seperti rincian pada Ruang Lingkup 
(Pendahulun, C.2) dan distrukturkan sebagaimana pada mayoritas program berikut. 

Pertama, mulai dengan data tingkat kabupaten/kota dan melihat apakah keadaan 
telah membaik, tetap sama atau merosot selama tiga tahun terakhir. Inilah yang 
disebut dengan analisis kecenderungan. Dengan informasi ini kita memperoleh 
gambaran pertama tentang tingkat keseriusan masalah. Misalnya, apakah tingkat 
transisi menjadi lebih baik, tetap sama atau merosot. 

 
Kedua, ambil data tingkat kabupaten/kota untuk tahun terakhir, dan 

 bandingkan angka ini dengan rata-rata provinsi. Ini menggambarkan posisi 
kabupaten terhadap kabupaten/kota lain  

 bandingkan angka ini dengan standar yang berlaku, seperti SPM, dan/atau 
sasaran provinsi dan nasional. Ini akan menggambarkan sejauhmana kinerja 
kabupaten/kota memenuhi SPM dan sasaran provinsi dan/atau nasional. 

Ketiga, kita mulai melihat situasi secara lebih detail dengan memecah data agregatif 
tingkat kabupaten/kota. Untuk akses kita melihat kinerja di tingkat desa atau 
kecamatan dan mengidentifikasi desa atau kecamatan yang APK nya rendah, kita 
melihat kinerja sekolah dan identitas sekolah dengan kinerja rendah pada area 
tertentu: misalnya sekolah-sekolah dengan tingkat kelulusan rendah atau tingkat 
mengulangnya tinggi. 

Keempat, kita perlu mengetahui lebih banyak, seperti: 

 Bagaimanakah tingkat kemiskinan di kecamatan dengan tingkat transisi 
rendah?  

 Di mana sekolah-sekolah dengan kinerja rendah berada: di daerah perkotaan, 
perdesaan atau di daerah terpencil? Sekolah umum atau sekolah keagamaan? 
Sekolah negeri atau sekolah swasta? 

 
Kelima, menyiapkan sebuah daftar desa-desa dengan transisi rendah dan sekolah-

sekolah dengan kinerja rendah. 
 

Keenam, apakah ada keterkaitan antara satu kondisi (variabel) dengan kondisi 
lainnya. Ini dilakukan dengan cara tabulasi silang antar dua variabel atau dengan 
cara membuat diagram pencar (scatterplot). Melalui tabulasi silang atau diagram 
pencar dapat dilihat apakah kedua variabel memiliki keterkaiatan satu sama lain. 
Hal ini penting untuk melihat indikasi awal tentang penyebab terjadinya rendahnya 
mutu pendidikan.  

 

2.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
PAUD berperan meningkatkan kesiapan anak untuk bersekolah. Pada bagian ini akan 
dilihat tingkat layanan pemerintah dan peran masyarakat serta berapa jumlah peserta 
didik PAUD. Tabel berikut menujukkan jumlah lembaga dan peserta didik PAUD pada 
tiga tahun terakhir. 
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Tabel 5: Jumlah Lembaga Dan Peserta Didik PAUD Tiga Tahun Terakhir 

Satuan 
Pendidikan 

2007 2008 2009 
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 
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TK  
 

           

RA  
 

           

Total             

 
Untuk melihat perkembangan PAUD, gambarkan perkembangan APK PAUD dalam tiga 
tahun terakhir, seperti tabel berikut ini. 
 

Tabel 6: APK PAUD Menurut Jenis Satuan Pendidikan Tiga Tahun Terakhir 

Satuan Pendidikan 
APK PAUD 

2007 2008 2009 

TK    

RA    

Jumlah    

 
Catatan : Dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
 

  

 
Bandingkan APK PAUD pada tahun terakhir dengan APK PAUD tingkat provinsi. Hal ini 
untuk melihat posisi kabupaten/kota terhadap provinsi. Apakah kabupaten/kota 
berada di atas atau di bawah rata-rata provinsi. Juga bandingkan APK PAUD 
kabupaten/kota dengan target nasional.  
 
Variasi atau kesenjangan APK PAUD antar kecamatan dapat disajikan melalui Tabel 
berikut ini. 
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Contoh 2: APK PAUD Dalam Persen Menurut Kecamatan Tahun 2009 

 

Gambaran keadaan APK PAUD menurut tingkat desa berguna untuk melihat 
penyebaran PAUD  dengan cara membuat tabel frekuensi dengan jumlah kelas interval 
APK PAUD sebanyak 5 kelas, dengan rata-rata APK ada pada kelas ketiga. Tabel berikut 
menunjukkan distribusi APK PAUD pada tingkat desa dapat untuk mengidentifikasi 
desa dengan APK rendah. 

 
Tabel 7: APK PAUD Di Tingkat Desa 

APK PAUD (%) Jumlah Desa Persen 

< 20   

20 – 30   

31 -  40   

41 -  50   

>50   

 
 

2.2 Pendidikan Dasar Dan Menengah 
 

Bagian ini menjelaskan bagaimana menyiapkan gambaran kinerja kabupaten/kota 
dalam memberikan layanan pendidikan sekolah dasar dan menengah, yaitu: (a) SD/MI, 
(b) SMP/MTs, dan (c) SMA/MA/SMK. Bagian ini dirancang untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan akses dan mutu pendidikan. 

 

AKSES 
Pada saat menyampaikan isu akses, sebaiknya berfokus pada anak usia sekolah yang 
tidak bersekolah dan bukan pada mereka yang sedang bersekolah. Pada dasarnya, kita 
ingin melihat: Seberapa jauhkah Pemda memenuhi kewajibannya dalam memberikan 
layanan pendidikan kepada semua anak? 
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Berikutnya fokus kita adalah untuk menjawab tiga pertanyaan kunci: 

a) Apakah anak-anak siap bersekolah? 
b) Apakah anak-anak bersekolah? 
c) Apakah anak-anak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang lebih tinggi? 

 

1)  Apakah anak-anak siap bersekolah? 

Kesiapan anak masuk SD/MI dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: (1) Pada usia berapa anak 
mulai bersekolah dan (2) Apakah mereka berasal dari  TK/RA.  

 Pada usia berapa anak mulai bersekolah? 
Untuk itu penting melihat berapa banyak anak kelas 1 SD yang berusia kurang dari 7 
tahun. 
 

Tabel 8: Usia Masuk SD/MI Menurut Jenis Kelamin 

Jenis kelamin 
Usia Masuk Kelas 1 SD/MI 

Total 
≤ 6 tahun 7 tahun ≥ 8 Tahun 

Laki-laki     

Perempuan     

Total     

%    100% 

 Apakah mereka berasal dari  TK/RA ? 
 
Untuk itu penting melihat berapa jumlah anak kelas 1 SD yang berasal dari TK/RA. 

 

Tabel 9: Latar Belakang Murid Kelas 1 SD Menurut Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Masukan Kelas 1 SD/MI 
Total 

TK/RA Non TK/RA 

Laki-laki    

Perempuan    

Total    

%   100% 

 
Dari dua tabel di atas dapat diketahui: berapa persen dari siswa kelas 1 SD/MI yang 
usianya kurang dari 7 tahun; dan berapa persen dari siswa kelas 1 SD berasal dari 
TK/RA. Dengan menggabungkan dua indikator tersebut kita mendapatkan 
gambaran kesiapan bersekolah. 
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Tabel 10: Kesiapan untuk Bersekolah 

  Berasal dari TK/RA 

 Ya Tidak 

 
 

Usia 

 
6 Tahun 

 
Tinggi 

 
Rendah 
 

 

≥ 7 Tahun 
 

Sangat Tinggi 
 
Rata-rata 
 

 
Selanjutnya Tabel 10 menunjukkan keterkaitan antara kesiapan bersekolah dengan 
Angka Mengulang Kelas (AMK) pada kelas awal. Jika APK PAUD tinggi, artinya 
banyak siswa kelas 1 SD berasal dari TK/RA dan sering mereka belum berusia 7 
tahun. Ini kemudian berkorelasi - negatif dengan AMK (tinggi jumlah anak berasal 
dari TK/RA, rendah angka mengulang kelas; atau rendahnya jumlah anak yang 
berasal dari TK/RA mengakibatkan tingginya angka mengulang kelas). Jika jumlah 
anak kelas 1 yang berusia kurang dari 7 tahun banyak dan mereka tidak berasal dari 
TK/RA, maka AMK pada SD Kelas 1 tinggi. 
 
 

Bagan 3: Hubungan Antara Kesiapan Bersekolah Dan AMK Pada Kelas 1 SD/MI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alur ini menunjukkan keterkaitan antara kesiapan belajar yang ditunjukkan oleh APK 
PAUD, siswa kelas 1 SD melalui PAUD, dan besarnya siswa kelas 1 SD yang berusia < 7 
tahun. Panah putus-putus menunjukkan bahwa siswa SD Kelas 1 yang melalui TK 
seringkali berusia kurang dari 7 tahun. Contoh hasil analisis keterkaitan kesiapan 
belajar dengan AMK pada kelas awal disajikan sebagai berikut: 

 

SISWA KLS 1    
 < 7 TAHUN 

APK 
PAUD 

AMK PADA 
KELAS AWAL 

SISWA KLS1 
MELALUI PAUD 
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2)  Apakah anak-anak bersekolah? 

 
Untuk menjawab pertanyaan tentang akses, terdapat tiga indikator, yaitu APK, APM, 
dan APS.  

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, yaitu rasio antara jumlah anak yang sedang 
bersekolah di SD/MI terhadap anak usia 7-12 tahun. 

x 100% 

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, yaitu rasio jumlah siswa usia 7-12 tahun 
terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. 

 x 100% 

 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun, yaitu rasio jumlah anak yang sedang 
bersekolah usia 7-12 tahun (di SD atau SMP) terhadap anak usia 7-12 tahun 

 x 100% 

Catatan: Untuk APS 7-12 tahun tidak memandang apakah anak bersekolah di SD/MI 
ataukah bersekolah di SMP/MTS semuanya harus dihitung. 

Hal yang sama berlaku untuk Kategori kelompok usia 13-15 (SMP/MTS) dan kategori 
16-18 tahun untuk SMA/MA/SMK. 

 Pendidikan Nasional mengunakan APM sebagai indikator keberhasilan untuk jenjang 
SD/MI dan APK untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK (lihat Renstra Kemdiknas 
2010-2014). Sedangkan di RPJM Nasional APS yang digunakan.  

Contoh 3 adalah ilustrasi dari satu 
kabupaten yang AMK pada kelas 
awal cukup tinggi. Data 
menunjukkan bahwa 90% murid SD 
kelas 1 berusia kurang dari 7 tahun, 
sedangkan jumlah murid kelas 1 SD 
yang berasal dari TK/RA berjumlah 
kurang dari 30%. Ini menunjukkan 
bahwa kurangnya kesiapan belajar 
mengakibatkan tingginya AMK di 
kelas 1 SD. 
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Untuk menjawab apakah anak usia 7-12 tahun bersekolah, perlu dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut:  

 Pertama kita akan melihat bagaimana perkembangan tingkat partisipasi selama tiga 
tahun terakhir. Pertanyaan kunci disini adalah: Apakah tingkat partisipasi menjadi 
lebih baik, tetap stabil, atau merosot? 
 

Tabel 11: Perkembangan Jumlah Siswa Pada Tingkat Kabupaten  
Menurut Jender Tahun 2007 sd. 2009 

 

Jenis Satuan 
Pendidikan 

Jumlah Siswa Tahun ke  

2007 2008 2009 

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita 

SD       

MI       

Total       

 
Tabel di atas menunjukkan jumlah siswa yang dilayani pada jenjang SD/MI. Tabel 
serupa dapat juga dibuat untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Namun demikian, 
kita perlu mengetahui jumlah anak usia sekolah yang belum bersekolah. Untuk 
keperluan itu digunakan indikator APS. 
 
Mengapa tidak menggunakan APM yang lazim dipakai selama ini? Ini karena adanya 
kecenderungan kenaikan jumlah murid Kelas 1 SD yang berusia kurang dari 7 tahun. 
Dengan lain kata, di kelas 6 tidak ada lagi banyak anak usia 12 tahun, karena 
sebagian besar sudah berada di kelas 1 SMP. Artinya penyebut dalam definisi APM 
menurun. 
 
Oleh karena itu, disarankan menggunakan APS. APS merupakan rasio jumlah anak 
usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah (di SD atau SMP) terhadap anak usia 7-12 
tahun. Dengan demikian, APS akan lebih tepat digunakan sebagai ukuran, karena 
mencakup juga anak usia 12 yang sudah masuk SMP. 
 
Untuk melihat perkembangan APS 7-12 tahun tiga tahun terakhir secara mudah, 
dapat menggunakan grafik sebagai berikut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

Contoh 4: Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan (APS) 7-12 Tahun  
Menurut Jenis Kelamin 

 

 

 Untuk melihat posisi APS di kabupaten/kota, kita bandingkan APSnya dengan rata-
rata APS tingkat provinsi; hasil ini akan menunjukkan apakah kabupaten/kota ada di 
atas atau di bawah rata-rata provinsi. 

 Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kesenjangan APS antar 
kecamatan/desa dalam kabupaten/kota. Untuk itu, buat tabel frekuensi kelas 
interval, kemudian, identifikasi desa-desa dengan banyak anak usia sekolah, yang 
tidak bersekolah (APS rendah).  

 
Tabel 12: APS Di Tingkat Desa 

APS (%) Jumlah Desa Persen 

< 80   

80 -  85   

86 – 90   

91 – 95   

> 95   

Total  100% 

 Fokus pada desa dengan APS rendah dan coba identifikasi apakah ini disebabkan  
oleh kekurangan fasilitas sekolah (supply side) atau kemampuan masyarakat untuk 
menyekolahkan anaknya (demand side). Sebagaimana pada ketersediaan prasarana 
pendidikan, melihat apakah sekolah yang ada di desa dengan APS rendah memiliki 
daya tampung yang rendah atau sudah terlalu tinggi. Jika daya tampung masih 
rendah, ini artinya masih ada kapasitas cukup di sekolah  untuk menyerap lebih 
banyak siswa dan itu atinya kemiskinan yang merupakan alasan utama mengapa 
anak tidak bersekolah. Begitu pula kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan 
anaknya, identifikasi ini melalui indeks kemiskinan desa dan kecamatan. 
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3) Apakah anak-anak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? 

Angka Melanjutkan (AM) adalah bagian penting dalam pengukuran indikator akses 
terhadap pendidikan, karena indikator ini menunjukkan apakah anak akan tetap 
berada di sekolah atau tidak.  

Definisi angka melanjutkan kelas:  

 

AM perlu dihitung hanya untuk dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke 
SMA/MA/SMK. AM dari SD/MI ke SMP/MTs harus mencapai 100%, ini sejalan dengan 
program Wajib Belajar 9 tahun. Bila kabupaten/kota sudah mencanangkan Wajib 
Belajar 12 tahun, maka angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA harus juga 
mencapai 100%.  

Untuk menjawab apakah anak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, 
perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

 Pertama-tama kita akan melihat bagaimana perkembangan AM selama tiga tahun 
terakhir. Pertanyaan kunci adalah: apakah AM dari SD ke SMP naik, tetap stabil 
atau menurun? 

 
Tabel 13: Perkembangan AM SD/MI Ke SMP/MTs Tiga Tahun Terakhir Pada Tingkat 

Kabupaten 

Jenis Pendidikan 
AM Tahun ke 

2007 2008 2009 

SD    

MI    

Total    

Untuk melihat tingkat perkembangan dengan mudah, sebaiknya digunakan grafik, 
dimana trend peningkatan atau penurunannya tampak lebih jelas, seperti terlihat 
pada gambar berikut:  
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Contoh 5: Angka Melanjutkan SD/MI 

 

Dari contoh di atas tampak bahwa perkembangan AM di SDN relatif stabil, 
sedangkan pada MI terdapat peningkatan cukup signifikan. 

 Identifikasi kecamatan dengan AM rendah  
 

Tabel 14: Angka Melanjutkan Menurut Kecamatan 

Angka Melanjutkan (%) 
Jumlah 

Kecamatan 
Persen 

<81   

81 – 85   

86  - 90   

91 - 95    

>95   

Total  100% 

 
Jika AM masih rendah, perlu dilakukan analisi yang mendalam. Pertanyaan kuncinya 
ialah: Apakah AM rendah disebabkan oleh kurangnya ketersediaan prasarana 
pendidikan di tingkat SMP/MTs (supply side), atau karena kemampuan masyarakat 
untuk menyekolahkan anaknya masih kurang (demand side). 

 

 Identifikasi ketersediaan layanan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan 
sajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 15: Gambar Layanan Pendidikan Jenjang SMP/MTS Terhadap SD/MI Di Tingkat 
Kecamatan 

Kecamatan 
Jumlah Rombel  
Kelas 6 SD/MI 

Jumlah Rombel 
Kelas 1 SMP/MTs 

Kec A   

Kec B   

Dst.   

 
Jika jumlah rombel kelas 6 SD/MI jumlahnya lebih banyak, ini merupakan 
indikasi bahwa kecil kemungkinan bagi anak untuk melanjutkan pendidikan ke 
tingkat SMP/MTs. Dalam menghadapi transisi ini, selalu beri perhatian pada 
anak yang melanjutkan studinya di luar kecamatan (lintas administrasi 
kecamatan). 
 

 Identifikasi tingkat kemiskinan kecamatan dengan AM rendah dan sajikan 
dalam tabel berikut. 

 
Tabel 16: Daftar Kecamatan Dengan AM Rendah 

Kecamatan 
Tingkat 

Kemiskinan 
AM 

   

   

   

Tabel ini dapat membantu mengidentifikasi apakah rendahnya transisi 
disebabkan oleh tinginya tingkat kemiskinan. 

 
 

MUTU 
 
Mutu pendidikan keseluruhan ditentukan oleh:  

 mutu input 

 mutu proses 

 mutu output 
 

Mutu pendidikan pada tingkat kabupaten merupakan agregasi (analisis gabungan) dari 
ketiga komponen (input, proses dan output) yang akan dilakukan pada akhir bagian 
atau sub bagian mutu. 

Mutu Input  

Mutu Input mengacu pada standar sarana prasarana, standar isi, standar pendidik dan 
tenaga kependidikan, sebagaimana termuat pada Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 
2005, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota 
(Permendiknas No 15 Tahun 2010).  
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Yang berkaitan untuk memenuhi target akses akan diidentifikasi apakah tambahan 
sekolah atau ruang kelas baru. Untuk memenuhi target akses, akan menggunakan  
perspektif  yang berbeda: apakah sistem pendidikan efisien, dengan kata lain, dapatkah 
anak sebanyak itu ditampung di sekolah yang ada (kapasitas masih memungkinkan). 
 
Kemudian kita akan memfokuskan diri pada pertanyaan berikut. Berapa banyak 
sekolah yang telah mempunyai:  

 ruang kelas dengan kondisi yang memadai? 

 perpustakaan yang lengkap? 

 buku-buku yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran pokok? 

 laboratorium yang dibutuhkan? 
 

Contoh 6: Variansi Rasio Ruang Kelas Terhadap Rombel 

  
 
Hingga saat ini, seperti contoh di atas, variansi tingkat pelayanan pendidikan dalam 
kabupaten lebih tinggi dari pada variansi antar kabupaten. Ini menunjukkan bahwa 
pemerataan intra kabupaten masih merupakan masalah yang serius karena anak-anak 
belajar dengan kondisi yang sangat beragam: Sebagian anak bersekolah di sekolah yang 
bagus dengan guru yang banyak dan jumlah buku yang memadai; sementara itu, 
sebagian anak lainnya belajar di sekolah yang bangunannya tidak layak, dengan jumlah 
guru terbatas serta menghadapi masalah kekurangan buku yang serius. Dalam 
panduan ini akan menjelaskan tentang kesenjangan kondisi-kondisi belajar tersebut. 
 
Contoh-contoh analisis dan data keuangan pada bagian berikut diambil dari metodologi 
Analisis Keuangan Pendidikan Kabupaten/Kota (AKPK) yang telah dikembangkan oleh 
DBE1.  

 
1) Kecukupan atau Kelebihan Sekolah 

 
Apakah penyelenggaraan pendidikan efisien? 
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Sebelum menjawab pertanyaan ini 
ada baiknya untuk mengingat 
bahwa sektor pendidikan 
menyerap 30% hingga 40% APBD.  
Lihat hasil AKPK untuk mengetahui 
berapa % pastinya alokasi dana 
untuk sektor pendidikan dan 
berapa persen yang harus 
dimasukkan dalam dokumen 
Renstra sehingga pengambil 
kebijakan memperoleh gambaran 
yang baik tetang dominansi sektor 
pendidikan. 

 
Ukuran dari sektor ini membuat 
penting untuk melihat peluang-

peluang untuk meningkatkan efisiensinya, hal ini antara lain bisa dilakukan dengan 
mengidentifikasi sekolah-sekolah kecil yang dapat digabungkan (merged). 

 

Tabel 17: Jumlah Siswa Per Sekolah SD/MI  

Jumlah siswa per 
sekolah 

Jumlah Sekolah Persen 

< 90   

90 sd. 140   

141 sd. 190   

191 sd. 240   

> 240   

Total   

Sekarang kita berfokus pada sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sangat kecil 
dan mengidentifikasi: 
o di mana sekolah itu berada, apa nama desa dan kecamatannya? 
o berapa jarak terdekat ke sekolah lainnya? 
o apakah sekolah tersebut terletak di daerah terpencil? 
o apakah jumlah penduduk usia 0-6 tahun cukup besar? 

 
Hasil identifikasi tersebut merupakan dasar pertimbangan apakah sekolah-sekolah 
tersebut dapat digabung (regrouping) atau tetap dipertahankan atau apakah kita 
dapat menyarankan pengajaran kelas rangkap (multi-grade). 

 
2)  Kecukupan atau Kelebihan Guru Kelas 

 
 Berapa banyak sekolah telah mempunyai jumlah guru yang memadai? 

Gaji guru sejauh ini merupakan jenis belanja yang paling penting. Secara umum, lebih 
dari 80% total belanja sektor pendidikan adalah untuk gaji guru. Pada sejumlah 
kabupaten/kota dengan rasio murid terhadap guru (student to teacher) rendah, 

Contoh 7: Porsi Anggaran Pendidikan Dalam APBD 

 

 

Pendidik
an 43%

Kesehatan 
11%

Pekerjaan 
Umum 11%

Lainnya 
35%



36 
 

SPM 
 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 

(enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan. Untuk daerah khusus 4 (empat) 
orang guru untuk setiap satuan pendidikan 

 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran. Untuk 
daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.  

persentase itu menjadi 90% atau lebih. Dalam hal ini, perlu dianalisis apakah guru di 
daerah tersebut dimanfaatkan secara efisien atau tidak. Menyangkut kecukupan 
guru, SPM menetapkan standar sebagai berikut. 

 

Contoh 8: Hasil AKPK Tentang Persentase Gaji Guru 
Terhadap Total Anggaran Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan 

 

 

 

 

 

Pertanyaan tentang kecukupan guru kelas SD/MI dapat dijawab sebagai berikut: 

(i) Dokumen guru per tingkat saat ini pada skala kebupaten/kota pada tiga tahun 
terakhir. Indikator yang digunakan ialah Rasio Siswa-Guru. 

 

Tabel 18: Rasio Siswa Terhadap Guru Kelas Di Tingkat Kabupaten 

Satuan 
Pendidikan 

Rasio Siswa terhadap Guru Kelas  

2007 2008 2009 

SD    

MI    

Rata-rata    

 

Rasio Siswa-Guru menunjukkan indikasi pertama tentang efisiensi sistem pelayanan 
pendidikan. Idealnya Rasio Siswa terhadap Guru menurut SPM Permendiknas No. 15 
Tahun 2010 32 siswa per guru (32:1) untuk Guru Kelas.  Rasio Siswa terhadap Guru 
Kelas lebih rendah dari 15 siswa per guru adalah terlalu rendah dan membuat sistem 
pendidikan sangat mahal. Ini karena terlalu banyak guru yang melayani siswa. Rasio 
antara 15 – 20 siswa per guru kelas termasuk rendah, 21 hingga 25 sedang, dan rasio 
25 – 32 siswa per guru kelas adalah yang tepat. 

(ii) Sekarang kita mengidentifikasi variansi antar kecamatan. 

 

 

SD : 83% dibelanjakan untuk gaji guru 
SMP : 77% dibelanjakan untuk gaji guru  
SMA : 81% dibelanjakan untuk gaji guru  
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Contoh 9: Rasio Siswa terhadap Guru Kelas  SD/MI Menurut Kecamatan 

 

 

Dari contoh di atas tampak bahwa alokasi guru di kecamatan J1, A dan C,  tidak 
efisien.  Ini dapat diakibatkan oleh jumlah siswa sangat sedikit (misalnya di 
daerah terpencil), ataukah jumlah guru terlalu banyak (misalnya di daerah 
perkotaan). Kecamatan H, E, B dan F tidak efektif karena terlalu banyak siswa 
dalam satu kelas. Untuk mengetahui mana yang tepat, dilihat jumlah siswa yang 
ada di sekolah. 

(iii) Untuk mempertajam analisis, dapat digunakan rasio guru kelas terhadap 
rombongan belajar di tingkat kabupaten/kota. 

 

Tabel 19: Rasio Guru Kelas Terhadap Rombongan Belajar di Tingkat Kabupaten 

Satuan Pendidikan 
Rasio Guru Kelas thd Rombel Belajar 

2007 2008 2009 

SD    

MI    

Total    

 

Secara nasional, jumlah guru SD/MI sudah memadai, namun masalahnya adalah 
distribusinya yang tidak merata. Untuk itu, selain rasio guru kelas terhadap 
rombongan belajar tingkat kabupaten/kota, perlu juga melihat rasio guru di tingkat  
sekolah. Dalam hal ini bisa mengidentifikasi berapa sekolah yang kelebihan guru dan 
berapa sekolah yang kekurangan guru. Sebaran guru menurut sekolah dapat  
menggunakan table berikut:  

 

 

17

18

25

30

32

32

34

35

38

42

45

31.64

Kec. C

Kec. A

Kec. J1

Kec. J2

Kec. G

Kec. I

Kec. D

Kec. F

Kec. B

Kec. E

Kec. H

Kab/KotaRata-rata 
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Tabel 20: Rasio Guru Kelas Terhadap Rombongan Belajar 

Rasio Guru Kelas terhadap 
Rombongan Belajar 

Jumlah 
Sekolah 

Persen 

<0.5   

0.5 - 0.9   

0.9 – 1.1   

1.1 – 1.5   

 >1.5   

Total  100% 

 
Tabel ini perlu dilihat dengan cara berikut: misalkan rasio 0.5 dimaksudkan untuk 3 
guru untuk 6 kelas (3/6 = 0,5)  dan rasio 1,5 maksudnya 9 guru untuk 6 kelas. Tabel 
ini menunjukkan efektivitas pemanfaatan guru, sehingga akan nampak apakah 
adanya sekolah yang kelebihan guru dan sekolah yang kekurangan guru. Lebih kecil 
varian antara yang kelebihan dan yang kekurangan, berarti Dinas Pendidikan 
menjalankan fungsinya dengan baik dalam pemanfaatan guru. Atau, sebaliknya, jika 
antara yang kelebihan dan yang kekurangan variannya besar, artinya Dinas 
Pendidikan menunjukkan kinerjanya dalam pemanfaatan guru kurang efektif. 
Contoh 10 menunjukkan ketidak-efektifan pemanfaatan guru pada suatu 
kabupaten. 
 

Contoh 10: Rasio Guru Terhadap Rombel 

 
 

Jadi, jika terjadi kekurangan guru pada tingkat sekolah, tidak selalu berarti harus 
merekrut guru baru namun pertama-tama perlu diteliti apakah dimungkinkan 
pemindahan guru dari sekolah yang surplus guru ke yang kekurangan. Untuk 
mencapai ini, seringkali insentif khusus diperlukan, namun selalu masih lebih 
murah melakukan pemindahan dengan membeikan insentif daripada merekrut 
guru baru. 
 
Di atas kita berfokus pada Guru Kelas, dan sekarang kita menganalisis Guru Mata 
Pelajaran, yaitu guru agama dan guru pendidikan jasmani (penjas). Di sini kita 
akan menggunakan rasio guru agama dan guru penjas terhadap sekolah selama 
tiga tahun terakhir. 

-50 0 50 100 150 200

Sangat Kurang

Kurang

Sesuai

Lebih

Sangat Lebih
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Tabel 21: Rasio Guru Mata Pelajaran terhadap Sekolah Pada Jenjang SD/MI 

Satuan 
Pendidikan 

Rasio guru Mata Pelajaran terhadap sekolah SD/MI 

2007 2008 2009 

Agama Penjas Agama Penjas Agama Penjas 

SD       

MI       

Rata-rata       
Catatan: Bagi daerah yang memiliki pemeluk agamanya sangat beragam, dipilih agama yang pemeluknya 
mayoritas.  

 
(iv) Sebagaimana guru-guru lainnya, guru agama dan guru penjas wajib mengajar 24 

jam per minggu. Oleh karena waktu untuk pengajaran agama dan oleh raga 
adalah dua jam per-minggu, rasio idealnya satu guru agama dan guru penjas 
untuk dua sekolah (seorang guru x 2 jam x 6 rombel x 2 sekolah = 24 jam). Begitu 
sering kita jumpai kondiri satu guru agama dan satu guru penjas, yang artinya 
hanya punya pekerjaan dengan beban kerja 12 jam per minggu, ini terlalu 
rendah. 

 
Mengenai kecukupan guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs and SMA/MA/SMK, ini 
dihitung menurut mata pelajaran, karena setiap mata pelajaran memiliki beban mengajar 
yang berbeda.  
 

Begitu pula kecukupan guru pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, hal ini 
dihitung menurut mata pelajaran, karena setiap mata pelajaran memiliki beban mengajar 
yang berbeda. 
 
Secara umum rumus kebutuhan guru mata pelajaran adalah sebagai berikut: 
 

 

Pertama, kita melihat kecukupan guru pada tingkat kabupaten untuk SMP/MTS. 
 

Tabel 22: Tentang Kecukupan Guru Pada Jenjang SMP 

Mata Pelajaran 

Jumlah Ketersediaan Guru  
Kebutuhan  

Guru 
 Lebih/ 
Kurang Sekolah Rombel PNS 

Non 
PNS 

FTE Non 
PNS Total 

a b c d e f g=d+f h i=g-h 

PPKN                 
Pendidikan Agama Islam                 
Bahasa Indonesia                 
Bahasa Inggris                 
Ilmu Pengetahuan Alam                 
Ilmu Pengetahuan Sosial                 
Matematika                 
Penjaskes                 



40 
 

Mata Pelajaran 

Jumlah Ketersediaan Guru  
Kebutuhan  

Guru 
 Lebih/ 
Kurang Sekolah Rombel PNS 

Non 
PNS 

FTE Non 
PNS Total 

a b c d e f g=d+f h i=g-h 

Seni Budaya                 
Muatan Lokal                 
Pengembangan Diri                 

Total                 

Tabel ini menunjukkan kekurangan dan kelebihan untuk tiap mata pelajaran pada 
tingkat kabupaten. Berdasarkan kurikulum, ukuran ideal SMP/MTs sekitar 400 siswa 
atau 12 rombel sebagai beban mengajar untuk sebagian besar mata pelajaran baik yang 
dua jam (2 jam x 12 robel = 24 jam, yang berarti dua guru dengan beban penuh) atau 
empat jam (4 jam x 12 robel = 48 jam, yang berarti dua guru dengan beban penuh). 

Kalau data tingkat sekolah tersedia kita sekarang dapat mengidentifikasi sekolah-
sekolah dengan kekurangan dan kelebihan guru per mata pelajaran. 

 

Tabel 23: Distribusi Kecukupan Guru Menurut Sekolah 

Kecukupan Guru Mata Pelajaran: 
Bahasa Indonesia 

Jumlah 
Sekolah 

Persen 

Kekurangan >2 Guru   

Kekurangan >1 - 2 Guru   

Kekurangan >0 - 1 Guru   

Jumlah Guru Mencukupi   

Kelebihan >0 - 2 Guru   

Kelebihan >2 Guru   

Total  100% 

Tabel-tabel ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang peningkatan pelayanan 
pendidikan memenuhi SPM jumlah guru. Analisis serupa dapat dibuat untuk tingkat 
SMA/MA/SMK. 

 
3)  Kecukupan Ruang kelas 

 
Berapa banyak sekolah yang telah mempunyai jumlah ruang kelas yang 
dibutuhkan?  
Gambaran tentang kecukupan ruang kelas dapat diukur dengan rasio jumlah ruang 
kelas terhadap jumlah rombongan belajar (rombel). Secara sederhana dapat 
dikatakan bahwa jika rasio sama dengan satu (= 1), berarti jumlah ruang kelas sama 
dengan jumlah yang dibutuhkan. Jika rasio lebih dari satu (> 1), berarti ada kelebihan 
jumlah ruang kelas. Sedangkan jika rasionya kurang dari satu (< 1), berarti ada 
kekurangan jumlah kelas.  
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Pertama, kita lihat perkembangan kecukupan ruang kelas tiga tahun terakhir: 
apakah meningkat, stabil atau bahkan menurun?  
 
Tabel 24: Perkembangan Rasio Ruang Kelas Terhadap Rombongan Belajar 

Tiga Tahun Terakhir 
 

Jenis Sekolah 
Rasio R. Kelas Thd Rombel 

2007 2008 2009 

SD    

MI    

Total    

 
Tabel di atas menggambarkan keadaan kecukupan ruang kelas pada tingkat 
kabupaten. Karena kita menggunakan pendekatan perencanaan yang berfokus pada 
sasaran spesifik, maka diperlukan analisis lebih terinci melalui tabel frekuensi.  

 

Tabel 25: Rasio Ruang Kelas Terhadap Rombongan Belajar 

Rasio R. Kelas terhadap 
Rombongan Belajar 

Jumlah 
Sekolah 

Persen 

<0.4   

0.4 - 0.6   

0.6 - 0.8   

0.8 – 1.0   

≥ 1   

Total  100% 

Tabel di atas menunjukkan ada sekolah dengan kelebihan dan sekolah dengan 
kekurangan ruang kelas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ilustrasi di bawah. 

 

 
 
 
 
 
 

SPM 
Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak 
melebihi 32 orang dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk 
setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi 
dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta 
papan tulis. 
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Contoh 11: Rasio Rombel Terhadap Ruang Kelas 

 
 

Di sekolah dengan jumlah ruang yang lebih penyelenggaraan pendidikan tidak 
efisien, karena terdapat sejumlah ruang kelas yang tidak dimanfaatkan secara 
optimal. Sementara di sekolah yang kekurangan ruang kelas, harus menggunakan 
sistem double shift, yang dapat berpengaruh negatif pada kualitas pendidikan. 
Jika rasio jumlah ruang kelas terhadap rombel kurang dari satu, analisis lebih dalam 
diperlukan untuk menentukan apakah diperlukan penambahan ruang kelas baru 
(RKB). Hal ini mengingat adanya rombel yang jumlah siswanya sesuai dengan SPM, 
ada yang kurang, ada pula yang melebihi.  

 Jika jumlah siswa/rombel masih lebih kecil dari SPM, berarti kapasitas ruang 
kelas masih bisa dioptimalkan,  

 Jika jumlah siswa/rombel sesuai dengan SPM, maka selanjutnya lakukan 
analisis ruang kelas/ rombel: 

o  Jika rasio ruang kelas/rombel lebih dari satu maka tidak diperlukan 
penambahan ruang kelas 

o Jika rasio ruang kelas/rombel kurang dari satu, maka diperlukan 
penambahan ruang kelas. 

Jika jumlah siswa/rombel di atas SPM maka diperlukan penambahan ruang kelas. 
 

Bagan 4: Alur Analisis Kecukupan Ruang Kelas 
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Analisis kecukupan ruang kelas di atas ditunjukkan oleh dua unsur, yaitu jumlah 
siswa terhadap rombel dan rasio ruang kelas rombel. Jika menggunakan matriks 
dapat disajikan seperti ini:  

 
Tabel 26 : Analisis Kecukupan Ruang Kelas 

 Rasio Ruang Kelas terhadap Rombel 

Jumlah 
Siswa 
per- 

Rombel 

 < 1  =1  > 1  

< 32  Potensi untuk 
regrouping  

Perlu 
dioptimalkan 

Ruang kelas 
berlebihan  

   32  Ruang kelas 
masih kurang  

ideal Perlu 
dioptimalkan  

> 32  Ruang kelas 
sangat kurang  

Ruang kelas 
masih kurang 

Pengendalian 
jumlah siswa  

 
4) Kelayakan Ruang kelas 

 
Berapa banyak sekolah yang telah mempunyai ruang kelas dengan kondisi yang 
memadai?   

Kerusakan ruang kelas mestinya tidak sebesar seperti sekarang ini, jika manajemen 
aset diterapkan secara konsisten baik tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
maupun tingkat satuan pendidikan (sekolah).  Langkah awal untuk menata kondisi 
ruang kelas adalah pendataan yang akurat, terutama menetapkan kriteria rusak 
ringan dan rusak berat, karena kondisi tingkat kerusakan berdampak pada besar 
anggaran.   

Tabel 27: Kondisi Ruang Kelas Menurut Jenis Pendidikan 

Satuan 
Pendidikan 

Kondisi Ruang Kelas  

Baik Rusak ringan Rusak berat 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

SD       

MI       

Total       

 
Di manakah sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan ruang kelas yang cukup 
banyak? Lihat tabel berikut sebagai contoh. 
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Tabel 28: Ruang Kelas yang Rusak Berat 

Ruang Kelas yang 
Rusak Berat 

Jumlah 
Sekolah 

Persen 

>66%  (>4/6 RK rusak)   

>50%-66% (4/6 RK rusak)   

>33%-50% (3/6 RK rusak)   

>16%-33% (2/6 RK rusak)   

>0%-16% (1/6 RK Rusak)   

0% (tidak ada RK rusak)   

Total  100% 

 
Fokuskan pada sekolah dengan jumlah ruang kelas yang rusak berat tinggi; hal ini 
harus menjadi prioritas, terutama karena menyangkut keselamatan siswa dan 
kenyamanan dalam belajar.  

5) Ketersediaan Perpustakaan Sekolah 
Apakah semua sekolah telah memiliki perpustakaan yang lengkap?  

 
Hal ini penting, karena perpustakaan merupakan jantungnya sekolah. Berbagai 
studi menunjukkan adanya keterkaitan antara mutu pendidikan dengan 
ketersediaan perpustakaan sekolah. 

 
Tabel 29: Sekolah Yang Memiliki Perpustakaan (%) 

Satuan Pendidikan 

Persentase Sekolah yang Memiliki 
Perpustakaan 

2007 2008 2009 

SD/MI    

SMP/MTs    

SMA/MA/SMK    

Total    

 
 

6) Kecukupan Buku Pelajaran Pokok 
Berapa banyak sekolah yang muridnya mempunyai buku-buku yang diperlukan 
untuk setiap mata pelajaran pokok (rasio buku terhadap murid)?  
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SPM tentang buku-buku: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk menjawab pertayaan di atas melaksanakan analisis seperti berikut ini.  

(i) Gambarkan perkembangan keadaan buku mata pelajaran selama tiga tahun 
terakhir. Hal ini untuk melihat sejauh mana perkembangan ketersediaan buku di 
tingkat sekolah. 

Tabel 30: Perkembangan Rasio Buku Terhadap Siswa 

Jenjang Pendidikan 
Rasio Buku Terhadap Siswa 

2007 2008 2009 

SD/MI    

SMP/MTs    

SMA/MA/SMK    

Total    

 
(ii) Lakukan analisis buku menurut mata pelajaran pokok di SD/MI. Hal ini digunakan 

untuk melihat buku mata pelajaran apa saja yang masih kurang dan mata 
pelajaran apa saja yang sudah cukup. Tabel berikut menggambarkan kecukupan 
buku menurut matapelajaran pokok di SD/MI. 

 
Tabel 31: Rasio Buku Mata Pelajaran Pokok Terhadap Siswa 

Satuan 
Pendidikan 

Rasio Buku Mata Pelajaran Terhadap 
Siswa 

Bhs 
Indonesia  

Mate-
matika 

IPA IPS 

SD     

MI     

SD/MI (Total)     

     

 
Berikut ini contoh hasil analisis rasio buku mata pelajaran pokok terhadap siswa 
pada jenjang SD. 

SPM 
 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh 

Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan 
IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik. 

 Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya 
oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu 
set untuk setiap peserta didik. 

 Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan 
setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi. 
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Contoh 12: Rasio Buku Mata Pelajaran Pokok terhadap Siswa SD/MI 

Buku Mata Pelajaran Rasio Buku- Siswa 

Bahasa Indonesia 1.24 

Matematika 1.04 

IPA .81 

IPS .65 

 
Pada tabel di atas tampak bahwa buku pelajaran IPA, dan IPS masih dibawah SPM, 
yaitu setiap siswa memperoleh satu buku untuk setiap mata pelajaran.  
 

(iii) Langkah selanjutnya adalah melihat kondisi sekolah berdasarkan rasio buku siswa, 
terutama untuk mata pelajaran jumlah bukunya kurang. Contoh berikut adalah 
distribusi sekolah dilihat dari rasio buku IPA terhadap siswa : 

 
Contoh 13: Rasio Buku IPA terhadap Siswa Menurut Sekolah 

Rentangan 
Jumlah 
Sekolah 

Persen 

< .5 104   39.4 

.5 sd. .9   53   20.1 

.9 sd. 1.1   28   10.6 

1.1 sd. 1.5   35   13.3 

> 1.5   44   16.7 

Total 264 100.0 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa di hampir 40% dari sekolah satu buku PPKn 
dipakai oleh lebih dari dua orang murid. Lakukan langkah yang sama untuk buku 
mata pelajaran lainnya. 
 

 
Analisis di atas sangat diperlukan untuk melihat kecukupan buku menurut 
mata pelajaran dan jenjang kelas.  Namun demikian data tentang 
ketersediaan buku tersebut tidak ada dalam Lembar Individu (LI) sekolah. 
Untuk itu LI yang akan datang perlu menambahkan data tentang 
ketersediaan buku menurut mata pelajaran dan jenjang kelas. 
 
Hal ini sesuai dengan SPM yang menyatakan setiap SD/MI menyediakan 
buku teks yang mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, 
IPA dan IPS dengan perbandingan 1 set untuk setiap peserta didik. 
 

 
Analisis serupa dapat diterapkan untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK 
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SPM 
 Di setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga IPA 

 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA 
yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 
36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA 
untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. 

7) Ketersediaan Laboratorium (Lab) 
Berapa banyak sekolah yang mempunyai laboratorium sesuai SPM? 
  
Gambarkan ketersediaan laboratorium pada masing-masing jenjang, terutama untuk 
jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Pada jenjang SMA, Lab IPA bisa dipecah menjadi 
Lab Kimia, Lab Biologi dan Lab Fisika. Sementara pada SMK bengkel bisa dipecah 
berdasarkan bidang keahlian masing-masing yang ada di SMK.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabel 32: Ketersediaan Laboratorium 

Satuan 
Pendidikan 

 Ketersediaan Laboratorium 

Alat 
Peraga 

IPA 

Lab. 
Bahasa 

Lab. IPA  
Lab. 

Komputer 
Bengkel 

Ruang 
Keterampilan 

SD/ MI       

SMP/MTs       

SMA/MA/SMK       

 
 

Mutu Proses 

Mutu proses, berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 
Mutu proses dinilai dengan indikator angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. 
Hal ini akan dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini : 

 Seberapa tinggikah angka mengulang kelas (AMK)? 

 Seberapa tinggikah angka putus sekolah (APTS)? 
 
Namun, sebelum melakukan ini kita lihat dahulu lebih banyak mengenai dukungan 
anggaran bagi proses belajar mengajar. 
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Contoh 14: Proporsi Modal PBM Terhadap Total Belanja Pendidikan 

 

 
Contoh 14 lebih jelas menunjukkan bahwa sebagian besar belanja pendidikan untuk gaji 
guru dan hanya persentase kecil untuk membiayai proses belajar mengajar. Di banyak 
kabupaten, modal proses belajar mengajar bahkan kurang dari 1%. Hal ini berdampak 
serius bagi kualitas proses pendidikan. 

1) Angka Mengulang Kelas 

(i) Pertama kita akan melihat bagaimana perkembangan tingkat mengulang kelas 
selama tiga tahun terakhir. 

 

Tabel 33: Perkembangan AMK pada Tingkat Kabupaten 

Jenis Sekolah 
AMK Tahun ke 

2007 2008 2009 

SD    

MI    

Total    

 
Untuk melihat perkembangan dengan mudah, gambarkan dengan grafik seperti 
gambar berikut: 

 
Contoh 15: Angka Mengulang Kelas Menurut Jenis Pendidikan 
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Dari contoh di atas, tampak bahwa AMK di MI tidak menurun pada periode tahun 
2007 dan 2008, sedangkan di SD menurun secara signifikan.  
 

(ii) Selanjutnya, melihat pada kelas berapakah tingkat AMK paling tinggi atau apakah 
ada kecenderungan peningkatan AMK seiring dengan makin tingginya tingkatan 
kelas pada SD/MI. 

 
Tabel 34: AMK Menurut Tingkat Kelas Dan Jenis Pendidikan 

Tingkat Kelas 
AMK menurut Jenis 

Pendidikan Total 
SD MI 

Kelas 1    

Kelas 2    

Kelas 3    

Kelas 4    

Kelas 5    

Kelas 6    

Total    

 
Salah satu contoh angka mengulang kelas jenjang SD/MI pada kabupaten X dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

 
Contoh 16: Angka Mengulang Kelas 

 
 
Dari contoh di atas tampak bahwa semakin tinggi tingkatan kelas di SD/MI, semakin 
rendah AMK-nya. 

 

 
 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

A
M

K
 (

%
) 

Kls1 Kls2 Kls3 Kls4 Kls5 Kls6 

Tingkatan Kelas 

      

Laki - laki 
Perempuan 



50 
 

Tabel 35: AMK Di Tingkat Sekolah 

AMK 
Jumlah 
Sekolah 

Persen 

> 4.0   

3.0 – 4.0   

2.0 – 3.0   

1.0 – 2.0   

< 1.0   

Total  100% 

 
(iii) Lakukan identifikasi sekolah dengan AMK tinggi, meliputi nama sekolah, di mana 

sekolah tersebut berada, nama desa dan kecamatan, berapa AMK rielnya, dan 
kaitannya dengan indeks kemiskinan desa atau kecamatan. 

 
Tabel 36: Daftar Sekolah Dengan AMK Tinggi 

Kecamatan Desa 
Tingkat 

Kemiskinan 
Nama Sekolah AMK 

     

     

     

     

 
Lakukan hal yang sama untuk jenjang pendidikan lebih tinggi, yaitu SMP/MTs dan 
SMA/MA/SMK. Perlu diperhatikan kecenderungan AMK, makin tinggi  jenjang 
pendidikan makin rendah AMK. 

2)  Angka Putus Sekolah (APTS) 

 
(i) Pertama kita akan melihat bagaimana perkembangan tingkat putus sekolah 

selama tiga tahun terakhir. 
 

Tabel 37: Pertumbuhan APTS Pada Tingkat Kabupaten 

Jenis Sekolah 
APTS Tahun ke 

2007 2008 2009 

SD    

MI    

Total    

 
Untuk melihat perkembangan dengan mudah, gambarkan dengan contoh berikut: 
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Contoh 17: Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Pendidikan 

 

Dari contoh di atas, tampak bahwa pada periode tahun tahun 2007/08 dan 2008/09 
jenjang MI tidak mengalami perbaikan APTS, sedangkan pada jenjang SD terjadi 
perbaikan yang signifikan. 
 

(ii) Selanjutnya, pada kelas berapakah APTS paling tinggi atau apakah ada 
kecenderungan peningkatan APTS dengan tingkat kelas pada SD/MI. 

 

Tabel 38: Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Pendidikan Dan Tingkat Kelas 

Jenjang 
Kelas 

APTS menurut Jenis 
Pendidikan Total 

SD MI 

Kelas 1    

Kelas 2    

Kelas 3    

Kelas 4    

Kelas 5    

Kelas 6    

Total    

 
Untuk lebih ilustratif, penyajian data dapat menggunakan grafik seperti pada 
contoh berikut:  
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Contoh 18: Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Kelas 

 
 

Dari contoh di atas tampak bahwa makin tinggi tingkatan kelas SD/MI, makin tinggi 
pula APTS-nya, kecuali Kelas 6.  
 

(iii) Selanjutnya kita lakukan identifikasi sekolah mana saja yang angka putus 
sekolahnya tergolong tinggi. Contoh tabel berikut menunjukkan distribusi APTS 
pada jenjang SD.  

 
Tabel 39: APTS Di Tingkat Sekolah 

Distribusi APTS (%) 
Jumlah 
Sekolah 

Persen 

> 4.0   

3.1 – 4.0   

2.1 - 3.0   

1.0 – 2.0   

< 1.0   

Total  100% 

 
(iv) Kita fokus pada sekolah dengan tingkat putus sekolah yang tinggi dan jawablah 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini:  

 Di manakah sekolah-sekolah ini berada: di daerah perkotaan, perdesaan, atau di 
daerah terpencil? 

 Bagaimanakah tingkat kemiskinan di desa dimana sekolah itu berada? 
 

Identifikasilah sekolah-sekolah dengan APTS tinggi dan sajikan hasil-hasilnya dalam 
tabel berikut ini: 
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Tabel 40: Daftar Sekolah Dengan APTS Tinggi 

Kecamatan Desa 
Tingkat 

Kemiskinan 
Nama Sekolah Jenis Status APtS 

       

       

       

 

  
Lakukan hal yang sama untuk jenjang pendidikan lebih tinggi, yaitu SMP/MTs dan 
SMA/MA/SMK. Perlu diperhatikan kecenderungan APTS, makin tinggi jenjang 
pendidikan makin tinggi APTS. 

 

Mutu Output 

 
Mutu Output Sekolah dapat dilihat dari dua aspek yaitu: (i) rata-rata nilai ujian (Ujian 
Akhir Sekolah Berstandar Nasional/UAS-BN dan Ujian Nasional/UN) dan (ii) tingkat 
kelulusan. 

 
(i) Rata-rata nilai ujian 

 

Tabel 41: Nilai Ujian Sekolah 

Satuan Pendidikan 
Rata-rata nilai UAS-BN tahun 

ke 
Trend 
(+/- ) 

2007 2008 2009 

SD     

MI     

Total     

 
Selain rata-rata nilai Ujian Sekolah (US) dari seluruh mata pelajaran, lakukan analisis 
untuk setiap mata pelajaran. Hal ini berguna untuk melihat pelajaran apa yang memiliki 
kinerja rendah. Tabel berikut merupakan contoh analisis dari salah satu kabupaten:  
 

Contoh 19: Nilai Ujian Akhir Sekolah Menurut Mata Pelajaran Pokok 

Jenis Pendidikan 

Nilai Ujian Akhir Sekolah Mata pelajaran 

Agama PPKn 
Bahasa 

Indonesia 
Matematika IPA IPS Rata-rata 

SD 7.84 7.63 7.54 6.96 7.36 6.92 7.65 

MI 7.17 6.92 6.99 6.47 6.59 6.47 6.97 

Total 7.80 7.58 7.51 6.93 7.32 6.89 7.61 

 

Contoh di atas dapat memilah tinggi rendahnya mutu pendidikan dalam setiap mata 
pelajaran. Hal ini sangat penting berkaitan dengan program pelatihan dan penyediaan 
sarana belajar bagi Mata Pelajaran tertentu. 
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Nilai UAS pada tahun terakhir sekolah dapat dikelompokkan berdasarkan distribusi 
kelompok nilai UN seperti tampak pada tabel berikut: 
 

Tabel 42: Distribusi Rata-rata Nilai Ujian Akhir Sekolah SD 

Rata-rata Nilai UAS 
Jumlah 
Sekolah 

Persen 

< 6,0   

6,0 – 7,0   

7,1 – 8,0   

8,1 – 9,0   

> 9,0   

Total  100% 

 
Dari tabel di atas dapat ditelusuri, sekolah mana yang memperoleh rata-rata UAS < 6, 
serta dapat ditelusuri kaitannya dengan berbagai input pendidikan seperti tampak 
pada tabel berikut: 
 

Tabel 43: Daftar Sekolah Dengan Capaian US Sangat Rendah  Dan Kualitas Layanannya 

Sekolah 
Rata-Rata 

UAS 
Rasio Guru Kelas 
terhadap Rombel 

Rasio Buku 
terhadap Siswa 

Indeks 
Kerusakan 

Ruang Kelas 

     

     

     

 
(ii) Tingkat kelulusan 

 
Seberapa tinggikah keberhasilan para murid dalam menyelesaikan ujian akhir? 
Selain rata-rata UAS, mutu pendidikan juga dapat dilihat dari tingkat kelulusan, 
yang ditunjukkan oleh tingkat presentasi kelulusan. Tabel berikut menunjukkan 
distribusi sekolah berdasarkan kelompok tingkat kelulusan UAS. 
 

Tabel 44: Tingkat Kelulusan Ujian Sekolah SD 

Tingkat Kelulusan (%) 
Jumlah 
Sekolah 

Persen 

< 81   

81 - 85   

86 – 90   

91 - 95   

> 95   

Total  100% 
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Lakukan identifikasi sekolah-sekolah dengan tingkat kelulusan paling rendah, di 
mana sekolah tersebut berada, mencakup nama desa dan kecamatan, indeks 
kemiskinan, dan tingkat kelulusan.  

 
 

Analisis Lebih Jauh terhadap Sekolah  
dengan Mutu Pendidikan Sangat Rendah 

 
 Untuk memperoleh gambaran tentang kesenjangan kondisi belajar, sebuah indikator 

gabungan akan disusun. Pada contoh berikut kita akan mengembangkan indikator 
berdasarkan kecukupan guru, ruang kelas, kualifikasi guru. Mengingat kita akan 
membandingkan sekolah berdasarkan beberapa variable yang berbeda, kita pertama-
tama harus menghitung nilai standar untuk tiap variable untuk tiap sekolah. Skor 
terstandar atau z-score dihitung dengan formula berikut: 

 

 

Dengan Z adalah skor terstandar 
 Xi : skor individu sekolah 
 X  : rata-rata tingkat kabupaten/kota 
 S   : simpangan baku 
 
Setelah z-score dihitung, maka skor kinerja sekolah merupakan penjumlahan dari skor 
untuk setiap indicator. 

Analisis di bawah ini bertujuan untuk membantu identifikasi sebab-sebab rendahnya 
kinerja dilihat dari mutu  input, proses dan lulusan. Untuk menganalisis kinerja sekolah 
dibuat agregat dari berbagai indikator pendidikan dengan menggunakan asumsi semua 
indikator memiliki bobot yang sama. 

Tabel berikut menggambarkan kinerja sekolah berdasarkan indikator input, proses dan 
output pendidikan. 

 
Tabel 45: Indikator Agregat Kinerja Sekolah 

No 
Nama 

Sekolah 

Indikator 

Input Proses Output 

Guru1 Guru2 Buku Ruang 
Kelas 

Lab AMK DO UASBN 
/UN 

Kelu-
lusan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

           

           

           

           

 
Catatan:     1.  Indikator guru dihitung dengan menggunakan kecukupan (rasio guru terhadap 

rombel = Guru1)  
                    2.  kualifikasi guru dihitung dengan menggunakan persentase guru yang 

berpendidikan D4/S1 = Guru2 
3.  Indikator buku dihitung berdasarkan rasio buku terhadap siswa 
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4.  Indikator ruang kelas dihitung berdasarkan persentase ruang kelas yang baik 
5.  Indikator Laboratorium dihitung berdasarkan ketersediaan Lab 
6.  Indikator AMK dihitung dengan menggunakan angka naik kelas (1- AMK) 
7.  Indikator DO/APtS dihitung dengan menggunakan angka bertahan di sekolah (1- 

DO) 
8.  UASBN/UN dihitung dengan menggunakan rata-rata sekolah untuk mata 

pelajaran yang di-UASBN/UN-kan   
9.  Kelulusan dihitung dengan menggunakan presentase kelulusan 

 

2.3 Pendidikan Luar Sekolah 

PENDIDIKAN KEAKSARAAN 
Profil pendidikan juga difokuskan pada peningkatan akses pendidikan keaksaraan. 
Peningkatan akses pendidikan pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan: 
Bagaimana angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas ? 
 

(i) Pertama-tama kita akan melihat bagaimana perkembangan tingkat buta aksara 
selama tiga tahun terakhir. Pertanyaan kuncinya adalah apakah tingkat buta 
aksara menjadi lebih kecil, tetap stabil, atau bertambah selama tiga tahun 
terakhir. 

 
Tabel 46: Tingkat Buta Aksara Kabupaten/Kota (%) 

Angka Buta Aksara 
(ABA) 

2007 2008 2009 
Trend 
(+/- %) 

Laki-laki     

Perempuan     

Total     

 

 Mengelompokkan penyandang buta aksara berdasarkan kelompok usia.  
 

Contoh 20: Penyandang Buta Aksara Menurut Kelompok Usia 
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 Identifikasi desa-desa dengan tingkat Angka Buta Aksara (ABA) tinggi. 
 

Tabel 47: ABA Pada Tingkat Desa 

ABA (%) 
Jumlah 

Desa 
Persen 

> 9.0   

8.0 -9.0    

7.0 – 8.0    

6.0 – 7.0   

< 5   

Total  100% 

 Fokus pada desa dengan ABA tinggi dan tingkat kemiskinan pada desa 
tersebut. 

 
Tabel 48: Desa Dengan ABA Tinggi Dan Tingkat Kemiskinan 

Desa Kecamatan Angka Buta Aksara 
Indeks 

Kemiskinan 

    

    

    

    

 
(ii) Identifikasi layanan penyelengaraan pendidikan keaksaraan 

Layanan pendidikan keaksaraan dapat dilihat dari ketersediaan pusat kegiatan 
belajar masyarakat (PKBM), taman bacaan masyarakat (TBM), dan tutor 
keaksaraan. Jumlah dan jenis layanan keaksaraan ini dapat dirinci menurut 
kecamatan sebagai berikut : 

 

Tabel 49: Jenis Layanan Pendidikan Keaksaraan 

Kecamatan 
Jumlah Penyandang 

Buta Aksara 
PKBM TBM 

Tutor 
Keaksaraan 
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PENDIDIKAN KESETARAAN 
 
Pada bagian ini perlu disajikan perkembangan jumlah peserta didik tiga tahun terakhir 
menurut jenjang dan sumber pendanaan. Sumber pendanaan penting disajikan untuk 
melihat kontribusi kabupaten/kota pada program pendidikan non formal. Tabel berikut 
memberikan gambaran tentang perkembangan jumlah peserta didik program 
kesetaraan. 
 

Tabel 50: Perkembangan Jumlah Peserta Didik Program Kesetaraan 

Program 

Jumlah Peserta Didik menurut Sumber Dana 

2007 2008 2009 

APBN APBD APBN APBD APBN APBD 

Paket A       

Paket B       

Paket C       

 
Selain perkembangan jumlah peserta didik program pendidikan kesetaraan menurut 
jenjang pendidikan, informasi lain yang dibutuhkan adalah jumlah sasaran program 
pada masing-masing jenjang pendidikan. Informasi ini penting untuk menetapkan 
target/sasaran program lima tahun ke depan. 

 
Tabel 51: Jumlah Sasaran Pendidikan Kesetaraan Menurut Jenis Kelamin 

Sasaran menurut 
Jenis kelamin 

Jenjang Program Pendidikan Kesetaraan 

Paket A Paket B Paket C 

Laki-laki    

Perempuan    

Jumlah    

 
 

 
Pada struktur program  Pendidikan Nasional berdasarkan 
Permendiknas No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Pendidikan Nasional. Program Kesetaraan diintegrasikan kedalam 
sistim persekolahan yang relevan dengan jenjangnya: Paket A 
diintegrasikan ke jenjang SD/MI, paket B diintegrasikan ke SMP/MTs, 
Paket C diintegrasikan ke SMA/ SMK/MA. 
 

 
 

PENDIDIKAN KETERAMPILAN HIDUP 
 
Pada bagian ini disajikan informasi tentang perkembangan jumlah peserta didik 
program pendidikan keterampilan hidup menurut jenis keterampilan dan sumber 
dana: apakah dana berasal dari APBN, APBD atau masyarakat. Jumlah dan jenis 
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program keterampilan hidup di kabupaten/kota sangat bervariasi, namun dapat 
dikelompokkan menurut kelompok program, seperti tampak pada tabel berikut: 
 

Tabel 52: Perkembangan Jumlah Peserta Pendidik Keterampilan Hidup Menurut Sumber 
Dana Tahun 2007 sd. 2009 

Program Keterampilan 
Hidup (Kursus) 

Jumlah Peserta Didik Menurut Sumber Dana 

2007 2008 2009 

APBN/D Masy APBN/D Masy APBN/D Masy 

Otomotif/Perbengkelan       

Pertukangan       

Tata rias       

Akuntansi/bisnis       

Elektronik/Komputer       

Bimbingan Belajar       

Lainnya ...... sebutkan       

Jumlah       

 
Selain perkembangan jumlah peserta didik program pendidikan keterampilan hidup, 
informasi lain yang dibutuhkan adalah jumlah sasaran program pada masing-masing 
minat. Informasi ini penting untuk menetapkan target/sasaran program lima tahun ke 
depan. 
 

Tabel 53: Jumlah Sasaran Program Keterampilan Hidup Menurut Minat 

Jumlah Sasaran 
menurut minat 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

Otomotif/Perbengkelan   

Pertukangan   

Tata rias   

Akuntansi/bisnis   

   

Lainnya ...... sebutkan   

Jumlah   

 

Untuk memberikan jaminan layanan yang bermutu kepada peserta didik perlu dipastikan 
apakah lembaga kursus tersebut telah memperoleh pengakuan kualitas layanan melalui 
akreditasi lembaga penyelenggara kursus. Tabel berikut menunjukkan status akreditasi dari 
lembaga kursus tersebut. 
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Tabel 54: Status Akreditasi Lembaga Kursus 

Jenis Kursus Status Akreditasi 

Terakreditasi Belum 
Terakreditasi 

Otomotif/Perbengkelan   

Pertukangan   

Tata rias   

Akuntansi/bisnis   

Elektronik/Komputer   

Bimbingan Belajar   

Lainnya ...... sebutkan   

Jumlah   

 

2.4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Bagian ini berkaitan dengan kecukupan, kualifikasi dan kompetensi guru. Pertanyaan 
kunci adalah:  

 Berapa banyak guru yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1 (UU 
No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)? 

 Berapa banyak guru yang sudah bersertifikat pendidik? 
 
 

SPM BIDANG PENDIDIKAN DASAR 

 
 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) 

orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang 
guru setiap satuan pendidikan; 

 Di setiap SMP/MTs tersedia1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk 
daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; 

 Disetiap SD/M tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau 
D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik; 

 Disetiap SMP/MTS tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 
70% dan separuh diantaranya (35%) dari keseluruhan guru telah memiliki kualifikasi 
pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%; 

 Disetiap SMP/MTS tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah 
memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran 
Matematika IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; 

 Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV 
dan telah memiliki sertifikat pendidik; 

 Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTS berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV 
dan telah memiliki sertifikat pendidik; 

 Disetiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah berkualifikasi 
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 
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Berapa banyak guru yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1? 

Penerapan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berdampak 
besar pada pengelolaan SDM di daerah. Untuk mengelola sumber daya manusianya 
secara efektif, daerah membutuhkan data guru yang terperinci. Hal ini menuntut 
adanya sistem informasi berbasis guru. Belakangan ini sistem informasi tersebut 
sedang diperkenalkan di daerah. Sistem ini disebut Nomor Unik Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (NUPTK).  
 
Sebagai implikasi dari UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru SD sampai 
dengan SMA/SMK harus berkualifikasi S1/D4. Oleh karena itu, para perencana 
membutuhkan data tentang tingkat pendidikan guru agar perencanaan peningkatan 
kualifikasi guru lebih jelas.  
 

Tabel 55: Guru Menurut Tingkat Pendidikan 

Pendidikan 
Guru 

Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan 

SD SMP SMA 

Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen 

SLTA        

D1       

D2       

D3/SM       

S1/D4       

Pascasarjana        

Jumlah       

 
Pada contoh di bawah, perbandingan tingkat pendidikan guru SD/MI dengan guru 
SMP/MTs menunjukkan bahwa pada jenjang SD/MI, guru yang berpendidikan S1/D4 
baru mencapai 20,6%; sedangkan pada jenjang SMP/MTs mencapai 67%. Kesenjangan 
pendidikan guru SD/MI dan SMP/MTs dengan persyaratan minimal pendidikan guru 
S1/D4 cukup besar.  
 

Contoh 21: Perbandingan Jenjang Pendidikan Guru SD/MI Dengan Guru SMP/MTs 

Jenjang Pendidikan Guru SD/MI 

Jenjang 
Pendidikan 

Jumlah Guru 
Persen 

 SMA   507 22.9 

D1     29   1.3 

D2 1172 52.5 

D3     50         2.2 

S1   459 20.6 

S2       1     .0 

Total 2218     100.0 
 

Jenjang Pendidikan Guru SMP/MTs 

Tingkat 
Pendidikan 

Jumlah 
Guru Persen 

D1 101 11.5 

D2   79    9.0 

D3   78    8.8 

S1 590 66.9 

S2   10    1.1 

Total 882 100.0 
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Bagaimana distribusi usia guru dan kapan mereka akan memasuki pensiun? Data usia 
guru diperlukan unuk menyusun proyeksi kebutuhan guru baru karena ada yang 
pensiun.  

Tabel 56: Distribusi Usia Guru 

Usia Guru Jumlah guru Persen 

<40   

40 –  45   

46 –  50   

51 – 55   

>55   

Jumlah   

 
Guru yang berusia lebih dari 55 tahun adalah guru yang akan pensiun empat tahun ke 
depan. Adanya data proyeksi jumlah guru yang akan pensiun sangat penting untuk 
mengantisipasi kekosongan guru secara mendadak. Guru yang berada dalam 
kelompok ini perlu didaftar menurut sekolah, masa kerja, golongan, status 
kepegawaian, dan alamat lengkap. 

 
Tabel 57: Daftar Guru dengan Usia > 55 Tahun 

Usia Guru    > 
55 tahun 

Masa Pensiun 
Jumlah 
Guru 

60 tahun Pensiun tahun ini  

59 tahun Pensiun satu tahun ke depan  

58 tahun Pensiun dua tahun ke depan  

57 tahun Pensiun tiga tahun ke depan  

56 tahun Pensiun empat tahun ke depan  

Total   

 
Untuk menetapkan prioritas penggantian guru yang akan memasuki masa pensiun 
isilah tabel 58 dari data SIMP-K. 
 

Tabel 58: Daftar Guru Dengan Pendidikan Yang Akan Diganti 

Nama Guru Pendidikan Usia Tempat Tugas Golongan 
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Sudah berapa lamakah mereka mengajar? 
 
Masa kerja guru perlu diindentifikasi berkaitan dengan program pengembangan staf, 
terutama dengan kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kegiatan 
pengembangan profesi lainnya. 
 

Tabel 59: Distribusi Masa Kerja Guru 

Masa Kerja sebagai Guru Jumlah Guru Persen 

<5   

5 – 9   

10 – 14   

15 – 19   

20 – 24    

>24   

Jumlah   

 
Pada umumnya pangkat/golongan guru SD tertinggi sampai dengan golongan IVa, 
karena untuk naik pangkat dari IVa ke IVb mereka harus membuat karya tulis. Untuk 
itu diperlukan perencanaan yang matang bagaimana mempersiapkan mereka, 
dengan cara mengidentifikasi golongan mereka. 
 

Tabel 60: Distribusi Pangkat/Golongan Guru 

Golongan/Pangkat 
Rata-rata 

masa kerja 
Jumlah 

guru 
Persen 

IIa - IIb    

IIc - IId    

IIIa- IIIb    

IIIc - IIId    

IVa - IVb    

IVc    

Jumlah    

 
Untuk menetapkan prioritas dan kelayakan peningkatan kualifikasi diperlukan 
daftar guru yang belum D4/S1 dilengkapi dengan usia dan tempat tugas. Hal ini 
penting karena berkaitan dengan nilai tambah bagi sekolah. 
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Tabel 61: Daftar Guru dengan Pendidikan < D4/S1 

Nama Guru Pendidikan Usia Tempat Tugas Golongan 

     

     

     

     

     

     

       
 

Pada jenjang SMP/SMA/SMK, selain tingkat pendidikan, perlu diidentifikasi kesesuaian 
antara latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diajarkan sekarang. 
Hal ini penting mengingat masih ada banyak guru yang mengajar mata pelajaran yang 
tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Untuk menjaring situasi tentang 
masalah tersebut data dapat diinput dari SIMP-K.  

 

Tabel 62: Kesesuaian Latar Pendidikan Guru Dengan Bidang Yang Diajarkan 

Guru Mata Pelajaran Jumlah Guru 
Guru yang 

tidak sesuai 
Rasio guru yang 

tidak sesuai 

Agama    

PPKn    

Bahasa Indonesia    

Bahasa Inggris    

Matematika    

Fisika    

Biologi    

Kimia    

Geografi    

Sejarah Budaya    

Ekonomi    

Sosialogi    

Seni    

Penjaskes    

ICT    

Muatan Lokal    

 

Berapa banyak guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik? 
 
Untuk memastikan berapa jumlah guru yang telah memenuhi persyaratan untuk 
mengajar ditunjukkan oleh kepemilikan sertifikat pendidik.  Tabel berikut memberikan 
gambaran tentang jumlah guru yang memenuhi persyaratan kelayakan mengajar.   
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Tabel 63:  Jumlah Guru Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik 

Jenjang 
Pendidikan 

Jumlah Guru menurut Sertifikasi 

Bersertifikat Belum 

Jumlah Persen Jumlah Persen 

SD/MI      

SMP/MTs     

SMA/MA/SMK     

Jumlah     

     

 

2.5 Manajemen Pelayanan Pendidikan 

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, dibutuhkan perubahan besar yang 
mendasar dalam pengelolaan pendidikan baik di tingkat daerah maupun di tingkat 
sekolah. Di tingkat daerah, birokrasi pendidikan harus melakukan reorientasi diri 
sehingga lebih berorientasi pada mereka yang dilayani (klien) dan harus memahami 
bahwa tugas mereka dalam memberikan layanan pendidikan dibiayai oleh uang 
pembayar pajak. Hal ini menuntut perubahan dari praktik-praktik manajemen otoriter 
menjadi manajemen yang berorientasi pada klien dengan kesempatan yang cukup bagi 
partisipasi komunitas, praktik manajemen yang transparan, dan mekanisme 
akuntabilitas yang efektif. Hal yang sama berlaku di tingkat sekolah. Kepala sekolah 
harus lebih terbuka dalam praktik manajemennya, membuka kemungkinan 
keterlibatan komunitas dan menghitung pencapaian sekolah.  
 
Untuk mencapai hal-hal di atas, pemerintah memperkenalkan komite sekolah dan 
dewan pendidikan yang akan menjadi badan perwakilan dimana komunitas dapat 
menyuarakan aspirasi mereka serta berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan 
kebijakan. 
 
Untuk dapat mengelola penyelenggaraan pendidikan secara efektif, sistem-sistem 
berikut ini perlu dilaksanakan: 
1. Sistim informasi pendidikan  
2. Sistem informasi ketenagaan 
3. Sistem perencanaan (Renstra, Renja, dan RKS) 
4. Sistem penganggaran berbasis satuan pendidikan 
5. Akreditasi sekolah 
6. Partisipasi masyarakat (Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah) 
7. Sistem pelaporan (LAKIP) 
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Langkah-2: Identifikasi Program Yang Berhasil Pada 
Periode Perencanaan Sebelumnya 

 

Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi program yang berhasil pada periode 
perencanaan sebelumnya (good practice) dan mampu meningkatkan kinerja 
pendidikan pada indikator tertentu seperti peningkatan angka partisipasi pendidikan 
(APS), menurunkan AMK dan APTS, meningkatkan mutu lulusan, dan lain-lain. 
Program-program tersebut harus dilanjutkan pada periode perencanaan yang akan 
datang agar ada kesinambungan. Analisis akan berfokus pada: 

 Keberhasilan program yang telah dilakukan: program untuk peningkatan akses, 
pemerataan, dan mutu pendidikan untuk semua jenjang pendidikan. 

 Keefektifan biaya dengan membandingkan jumlah biaya dengan peningkatan 
yang telah dicapai. 

 Pengambilan keputusan apakah program akan dilanjutkan secara utuh, 
dilanjutkan dengan modifikasi, atau tidak dilanjutkan. 

Lihat contoh sebagai berikut: 

 
Contoh 22: Program Untuk Meningkatkan APK 

 

 

Langkah-3: Identifikasi Program Berdasarkan RKS  
 
Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan di tingkat sekolah dan tingkat 
kabupaten/kota, identifikasi program-program tingkat sekolah yang perlu dimasukkan 
dalam rencana tingkat kabupaten dengan menggunakan kriteria berikut: 

 Program yang paling banyak muncul; 

 Program yang tidak efisien jika dilakukan pada tingkat satuan pendidikan 
(sekolah), seperti pelatihan guru Mata Pelajaran; 

 Program strategis sekolah, tetapi sekolah tidak mampu membiayai secara 
mandiri, seperti pengadaan laboratorium.  

 Nama program: ……………………………………………………………… 

 Kontribusi pada kenaikan: ……………………………………………… 

 Biaya yang telah dikeluarkan: ………………………………………… 

 Status program: 
a) Perlu diperkuat/dilanjutkan secra utuh 
b) Dilanjutkan dengan modifikasi 
c) Tidak dilanjutkan 
d) Lain-lain 

 Sebutkan alasan utama keputusan tersebut: ………………….. 
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Langkah-4: Merumuskan Isu Strategis 
  

Pada dasarnya terdapat dua jenis isu strategis, internal dan eksternal. Isu internal 
berkaitan dengan kondisi mutakhir penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan profil 
pendidikan kita akan mengidentifikasi aspek-aspek dimana kinerja penyelenggaraan 
pendidikan masih belum memuaskan: misalnya, partisipasi yang rendah, angka 
mengulang kelas yang tinggi, rendahnya transisi dari pendidikan dasar ke pendidikan 
menengah, kondisi sekolah yang buruk, dan kualitas pendidikan yang rendah. 
Kemudian kita akan mengidentifikasi penyebab dari rendahnya kinerja tersebut dan 
langkah terakhir adalah memutuskan apakah kinerja yang rendah tersebut begitu 
serius sehingga perlu dijadikan isu strategis yang akan diangkat dalam proses 
perencanaan. 

 
Bagan 5: Identifikasi Isu Strategis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Isu eksternal berkaitan dengan perubahan pada kerangka kerja perencanaan yang 
berdampak langsung pada sektor pendidikan. Seringkali perubahan ini berbentuk 
undang-undang atau peraturan pemerintah baru, maupun kebijakan di tingkat pusat 
atau daerah yang baru. Perubahan pada kerangka kebijakan akan menyediakan 
kesempatan untuk memperkuat atau memberikan tantangan baru pada 
penyelenggaraan pendidikan. Contoh pertama adalah diperkenalkannya program BOS, 
yang secara signifikan meningkatkan jumlah dana di tingkat sekolah untuk membiayai 
pengeluaran operasional. Sedangkan krisis ekonomi akhir tahun 1990-an lalu adalah 
contoh tantangan bagai penyelenggaraan pendidikan. 

 
 

4.1. Isu Strategis Internal  
 

Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi 
isu-isu strategis internal. 

Kodisi nyata Kodisi Ideal 

Masalah 

Analisis 
Penyebab 
Masalah 
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Akses 

 Apakah partisipasi bersekolah berada di bawah tingkat yang diharapkan? Jika ya, 
apakah hal itu disebabkan oleh anak yang tidak masuk sekolah, putus sekolah, atau 
tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. 

 Kalau anak tidak bersekolah atau tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang 
lebih tinggi, apakah hal ini disebabkan oleh tidak adanya kesempatan bersekolah, 
atau dengan kata lain kurangnya fasilitas sekolah? Hal ini disebut masalah di sisi 
penyediaan pendidikan (supply side). Atau sebaliknya, ada kesempatan bersekolah 
tapi anak-anak tidak bersekolah karena kemiskinan. Ini adalah masalah di sisi 
permintaan pendidikan (demand side). 

 Kalau masalahnya adalah penyediaan pendidikan, apakah hal itu berkaitan dengan 
kurangnya fasilitas bersekolah secara umum, distribusi yang lemah, atau kurangnya 
infrastruktur transportasi? 

 Kalau masalahnya adalah permintaan pendidikan, apakah hal itu berkaitan dengan 
biaya di sekolah lanjutan atau biaya sekolah lainnya, kesulitan orang tua membayar 
biaya sekolah anak-anak mereka (transportasi atau biaya anak sekolah lainnya), 
atau kurangnya kesadaran akan pendidikan.  

Pemerataan 

 Apakah masih ada perbedaan yang lebar berkaitan dengan kondisi belajar antar 
sekolah? Jika ya, apakah hal itu berkaitan dengan bangunan sekolah dan ruang 
kelas, jumlah guru, buku, atau kombinasi antara hal-hal tersebut? 

 Apakah sekolah dengan kondisi belajar yang buruk terletak di wilayah yang spesifik?  
Jika ya, di mana : (i) pedesaan terpencil, (ii) pedesaan biasa, (iii) perkotaan, (iv) 
tersebar merata di semua lokasi? 

 Apakah sekolah dengan kondisi belajar yang buruk itu adalah: (i) sekolah negeri, (ii) 
sekolah swasta, (iii) sekolah swasta dan negeri, (iv) sekolah umum, (v) madrasah, 
(vi) sekolah umum maupun madrasah? 

 Apa penyebab kondisi belajar yang buruk tersebut? Misalnya, karena sedikitnya 
jumlah murid, lokasi, atau bencana alam. 

Peningkatan Mutu 

 Identifikasi apakah kualitas pendidikan termasuk isu strategis atau bukan dengan 
membuat perbandingan dengan kualitas pendidikan di daerah lain dalam satu 
provinsi. Apakah rendahnya kualitas berkaitan dengan rendahnya hasil ujian akhir 
atau tingginya angka mengulang. Apabila kualitas pendidikan tidak memuaskan, 
identifikasi sebab-sebab rendahnya kualitas pendidikan dengan berfokus secara 
berurutan pada hambatan input dan proses.  

Hambatan Input 

 Faktor guru, misalnya: (i) keterbatasan jumlah guru, (ii) kualifikasi guru.  

 Faktor sarana, misalnya: (i) imbangan jumlah buku dengan jumlah murid, (ii) sarana 
belajar (alat peraga) yang kurang baik – kuantitas maupun kualitas  

 Faktor murid, misalnya (i) ketidaksiapan murid; kalau ya, apakah diakibatkan oleh 
situasi ekonomis (kurang gizi, tidak sarapan, sakit, tidak dapat masuk setiap hari), 
(ii) banyak murid dari keluarga miskin. 
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Hambatan PBM 

 Faktor proses pembelajaran, misalnya (i) kurikulum, (ii) materi yang diajarkan dan 
metode mengajar, (iii) daya serap kurikulum, (iv) perbedaan antara materi yang 
diberikan dengan materi ujian, (v) metode mengajar guru, (vi) persiapan guru.  

 KKG/MGMP yang tidak efektif 

 Tidak terpenuhinya waktu tugas karena guru tidak hadir dan sebagainya.  

 Sistim penilaian yang dilakukan selama ini cenderung hanya mengukur aspek 
kognitif saja sehingga mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif 
seperti mata pelajaran agama dan kewarganegaraan (PPKN) pencapaian tujuannya 
tidak terukur secara komprehensif.  

Dukungan Dinas/UPTD 

 Pada tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dukungan yang diberikan dapat 
berupa: implementasi desentralisasi pendidikan melalui penyusunan Renstra SKPD 
secara partisipatif dan pengelolaan SDM (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 
di sekolah maupun non sekolah). 

 Pada tingkat sekolah berupa: implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), 
penyusunan RKS secara partisipatif, kualitas RKS, pengelolaan personil, dan 
pengelolaan fasilitas termasuk lingkungan sekolah.  

 
4.2.  Isu Strategis Eksternal  

Identifikasi perubahan-perubahan pada kerangka kerja kebijakan dan peraturan yang 
akan berdampak besar pada penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah. Analisis 
secara detil kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah, baik yang diperkirakan akan diberlakukan, maupun yang sudah ada 
tetapi belum mulai diimplementasikan. Kebijakan tersebut dapat berbentuk undang-
undang, peraturan pemerintah, keputusan/peraturan presiden, perda atau keputusan-
keputusan menteri maupun bupati/walikota. Misalnya, Undang-Undang Guru dan 
Dosen dapat memberikan dampak-dampak berikut ini bagi Pemda/Dinas Pendidikan: 
(i) pengalokasian dana untuk pembiayaan pengembangan guru; (ii) pengembangan 
kebijakan seleksi guru yang akan berpartisipasi dalam program (siapa yang terlibat, 
bagaimana dengan guru di daerah terpencil, dan lain-lain); (iii) pengembangan 
pendekatan yang paling menguntungkan dari investasi pada guru; (iv) pengembangan 
sistem evaluasi untuk menilai efektifitas program. 

Program BOS adalah contoh yang lain lagi. Dengan program ini, sekolah mendapat 
dana yang signifikan untuk menutup biaya operasional, namun pada saat yang sama 
program ini membatasi mobilisasi sumber-sumber dari komunitas. Program BOS juga 
berdampak pada perencanaan pendidikan di tingkat daerah karena perencanaan 
pendidikan harus disesuaikan dengan rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan di 
tingkat sekolah.  

Di samping analisis terhadap kerangka kerja kebijakan dan peraturan, perhatian juga 
harus diberikan pada perkembangan-perkembangan lain seperti ekonomi, peran sektor 
swasta, termasuk investasi.  
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TAHAP 

II 

MENYIAPKAN VISI, MISI,  
DAN TATA NILAI 

 
Setelah pemilihan bupati/walikota baru, semua dinas harus menyesuaikan visi, misi, dan 
tata nilai dengan visi, misi, dan tata nilai dari bupati/walikota baru terpilih. Bagian ini 
akan menjelaskan bagaimana cara merumuskan atau menyesuaikan visi, misi dan tata 
nilai tersebut. Proses ini akan dilakukan dalam tiga langkah: (1) merumuskan Visi, (2) 
merumuskan Misi dan (3) merumuskan Tata Nilai Dinas Pendidikan. 

Langkah-1: Merumuskan Visi 
 

Untuk menjadi organisasi yang efektif, Dinas Pendidikan harus memiliki haluan yang 
jelas. Visi memberikan haluan dan menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh Dinas 
Pendidikan. Visi sebaiknya menjawab pertanyaan : “Apa yang akan terjadi di dunia kalau 
organisasi ini berhasil?” Dengan kata lain, ”visi adalah rumusan umum mengenai 
keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan satu 
sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu”.1 Para jajaran organisasi 
harus secara langsung dapat menarik kaitan antara pekerjaan mereka dengan visi 
organisasi. Visi tidak dipakai untuk menjelaskan bagaimana organisasi ini menampilkan 
dirinya di depan publik dan juga tidak merupakan jargon maupun moto. 
 
Elemen kunci visi dari organisasi pemerintah yang sukses adalah komitmen organisasi 
dan jajarannya untuk melayani masyarakat. 
 

Contoh 23: Visi Dinas Pendidikan  

 
 

 Langkah-langkah mempersiapkan / memperbaharui visi Dinas Pendidikan : 
1. Pelajari visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Ini penting 

untuk menjaga kesinambungan perspektif jangka panjang. 
2. Pelajari secara seksama visi kepala daerah terpilih dan tentukan : (i) seberapa 

jauh visi itu berbeda dengan visi jangka panjang kabupaten/kota, dan (ii) apa 
dampak perbedaan ini pada Dinas Pendidikan. 

                                                      
1
 Definisi ini adalah kutipan langsung dari SE Mendagri No. 50 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP 

Daerah dan RPJM Daerah (Agustus 2005). Biasanya visi tidak mencakup periode waktu yang harus dipenuhi 
untuk mencapainya, tetapi lebih sebagai panduan organisasi untuk jangka waktu yang lama. Definisi di atas 
secara jelas menunjukkan bahwa  Dalam Negeri ingin memastikan bahwa semua dinas akan mensejajarkan visi 
mereka (dan misi) dengan visi (dan misi) Kepala Daerah yang baru terpilih. 

Terwujudnya pendidikan yang merata, berkualitas, dan kompetitif 
yang dilandasi oleh nilai-nilai keunggulan lokal. 
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3. Pelajari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah). 
4. Pelajari Visi Renstra Departemen Pendidikan Nasional untuk meyakinkan bahwa 

visi kabupaten/kota berada satu jalur dengan visi nasional pendidikan. 
5. Pelajari kemajuan dalam penyediaan layanan pendidikan berkualitas. Dengan 

menimbang perkembangan terakhir ini, visi menjadi lebih realistis, sehingga 
lebih efektif sebagai panduan bagi Dinas Pendidikan. 

6. Konsultasikan sebanyak mungkin dengan jajaran Dinas Pendidikan dan para 
pemangku kepentingan di luar organisasi. Pemangku kepentingan bisa berasal 
dari perwakilan Dewan Pendidikan, masyarakat pada umumnya, kepala sekolah, 
guru, dan komite sekolah.  

7. Apabila diperlukan, sesuaikan visi Dinas Pendidikan berdasarkan langkah 1 
sampai 6, sehingga sejalan dengan visi bupati/ walikota baru.  

Walau demikian, saat merevisi visi Dinas Pendidikan, satu hal yang harus selalu diingat 
sebagai prinsip : lakukan perubahan visi sesedikit mungkin. Organisasi yang terlalu 
sering mengubah tujuan-tujuan strategisnya, sebagaimana diformulasikan dalam visi, 
selain akan kehilangan kredibilitas, juga akan gagal meraih tujuan-tujuannya. 
Singkatnya, sedapat mungkin pertahankan visi yang sudah ada.  

Langkah-2: Merumuskan Misi 
Misi menjawab pertanyaan ini: Mengapa organisasi ini ada? Misi adalah garis besar 
dari apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan 
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

 

Contoh 24: Misi Dinas Pendidikan 

 
 

Berikut ini adalah langkah-langkah mempersiapkan misi Dinas: 
1. Pelajari misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Ini penting 

untuk menjaga kesinambungan perspektif jangka panjang. 
2. Pelajari secara terperinci misi kepala daerah terpilih dan tentukan : (i) sampai di 

mana misi itu berbeda dengan misi jangka panjang kabupaten/kota, (ii) apa 
dampak perubahan ini pada Dinas Pendidikan. 

3. Pelajari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah). 

1. Mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada kelompok sasaran 
(satuan pendidikan / masyarakat) yang memerlukan perhatian 
khusus. 

2. Mewujudkan pendidikan yang merata bagi semua anak usia 
sekolah.  

3. Mewujudkan pendidikan yang efektif untuk mempersiapkan 
peserta didik yang memiliki ketrampilan tinggi dalam menghadapi 
era globalisasi. 

4. Menata sistem manajemen pendidikan yang transparan, efektifitas, 
efisien, dan akuntabel. 
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4. Pelajari pencapaian-pencapaian terakhir dalam penyediaan layanan pendidikan 
berkualitas.  

5. Konsultasikan sebanyak mungkin dengan jajaran Dinas Pendidikan dan para 
pemangku kepentingan di luar organisasi. Pemangku kepentingan bisa berasal 
dari perwakilan Dewan Pendidikan, masyarakat madani, kepala sekolah, guru, 
dan komite sekolah.  

6. Apabila diperlukan, sesuaikan misi Dinas Pendidikan berdasarkan langkah 1 
sampai 5, sehingga sejalan dengan misi bupati/ walikota yang baru terpilih.  

Prinsip panduan pada formulasi visi juga berlaku pada formulasi misi: lakukan 
perubahan sesedikit mungkin. Organisasi yang terlalu sering mengubah tujuan-tujuan 
strategisnya, selain akan kehilangan kredibilitas, juga  akan gagal meraih tujuan-
tujuannya. Singkatnya, sedapat mungkin pertahankan misi yang sudah ada. 

Langkah-3: Merumuskan Tata Nilai 
Selain visi dan misi, organisasi dengan kinerja yang tinggi sering kali juga merumuskan 
tata nilai organisasi, yang akan membentuk karakter organisasi serta memberikan 
acuan untuk organisasi dan jajarannya.  

 
Contoh 25: Tata Nilai Dinas Pendidikan 

 
 
 
Berikut ini adalah langkah-langkah mempersiapkan / memperbaharui tata nilai Dinas 
Pendidikan: 

1. Pelajari visi dan misi Dinas Pendidikan dan periksa apakah visi dan misi tersebut 
telah mencakup tata nilai. Apabila ya, keluarkan tata nilai dari rumusan visi/misi 
dan buatlah tata nilai secara terpisah.  

2. Pelajari Renstra  Pendidikan Nasional karena dokumen ini mencantumkan 
bagian khusus tentang nilai dari  dan juga mengidentifikasi relevansi nilai itu 
untuk tingkat kabupaten/kota.  

3. Konsultasikan dengan jajaran Dinas Pendidikan untuk mencari konsensus tata 
nilai organisasi. Batasi jumlah nilai ini, misalnya sampai 6 buah. Bila sebuah 

Dinas Pendidikan akan menyediakan kesempatan yang setara dalam 
mengakses pendidikan tanpa memandang ras, jenis kelamin, daerah, dan 
agama. Dinas Pendidikan akan melaksanakan misinya berdasarkan prinsip-
prinsip tata pelayanan yang baik, dalam artian seluruh jajaran Dinas 
Pendidikan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, serta kepala 
sekolah dan guru, akan menjalankan kewenangannya secara transparan, 
partisipatif, dan akuntabel. Daya tanggap terhadap kebutuhan sekolah 
akan menjadi panduan dalam perencanaan di tingkat kota/kabupaten. 
Akhirnya, Dinas Pendidikan akan mempromosikan bentuk organisasi yang 
ramping agar sebagian besar sumber daya keuangan berada di tingkat 
sekolah untuk kepentingan murid. 
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organisasi memiliki terlalu banyak nilai-nilai, staf akan menghadapi kesulitan 
dalam membedakan antara mana nilai yang utama dan yang bukan.  

Apabila organisasi telah memiliki tata nilai, jangan diubah atau minimalkan perubahan 
karena organisasi membutuhkan tata nilai yang stabil.  
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TAHAP 

III 
 

MERUMUSKAN TUJUAN, 
SASARAN, STRATEGI DAN 
KEBIJAKAN 

 
Pada tahap sebelumnya kita telah memfokuskan pada bagaimana mempersiapkan Visi, 
Misi, dan Nilai. Fokus tahap ini adalah bagaimana: 

 Merumuskan tujuan dan sasaran. 

 Menyusun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

 Menentukan kebijakan-kebijakan sebagai panduan pengembangan program. 

 Langkah-1: Merumuskan Tujuan Dan Sasaran 
 
Langkah pertama dalam proses perencanaan adalah menerjemahkan visi dan misi ke 
dalam tujuan yang merupakan penjabaran visi SKPD sebagai upaya mewujudkan visi 
dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang 
hendak dicapai.  
 

1. Tujuan  
 
Tujuan dalam Renstra SKPD harus lebih tajam dari pada misi, tetapi masih cukup luas 
untuk dapat mendorong lahirnya kreatifitas dan inovasi bagi semua unit kerja yang ada 
di bawah SKPD termasuk satuan pendidikan (sekolah). Tujuan diartikan sebagai kondisi 
jangka panjang yang diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan 
kualitatif.  
 
Dalam Renstra SKPD, Tujuan mengarahkan berfungsinya unit-unit organisasi yang ada 
di bawah SKPD. Tujuan merupakan instrumen yang paling praktis dalam mengarahkan 
semua usaha menuju perubahan yang dikehendaki. Oleh sebab itu rumusan Tujuan 
harus dapat memberikan arahan pada perumusan sasaran, satu rumusan Tujuan 
(bersifat kualitatif) dapat dicapai oleh beberapa sasaran (bersifat kuantitatif). 
 
Walaupun Tujuan merupakan jabaran langsung dari misi, namun dalam merumuskan 
Tujuan harus memperhatikan isu-isu strategis yang memiliki tingkat prioritas tinggi.  
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Contoh 26: Tujuan Pada Renstra 

 

 
2. Sasaran 

 
Sasaran merupakan ukuran kuantitatif yang terukur pada jangka waktu tertentu. 
Sasaran yang jelas akan memandu Dinas Pendidikan pada jalur pencapaian visinya dan 
akan menunjukkan apakah telah terjadi peningkatan atau tidak.  
 
Selain dari itu, untuk melaksanakan urusan wajib kabupaten/kota berdasarkan PP 38 
tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, pasal 8, ayat (1) menyatakan bahwa ”Penyelenggaraan urusan wajib 
berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan 
dilaksanakan secara bertahap.” 
 
Berikut ini adalah langkah-langkah menyusun sasaran: 

1. Pelajari profil layanan pendidikan. Ini penting karena sasaran yang dapat 
tercapai hanya bisa dirumuskan dengan mempertimbangkan kemajuan layanan 
pendidikan pada saat ini, yang disajikan pada profil layanan pendidikan. 

2. Pelajari Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Pendidikan. Kemdiknas  
telah memiliki SPM bidang Pendidikan, yaitu Kepmen Diknas No 15 Tahun 2010 
Walaupun Kepmen tersebut perlu direvisi, karena ada beberapa indikator yang 
sudah tidak relevan lagi sehubungan dengan terbitnya perundang-undangan 
baru, seperti UU No 14 tahun 2005 tetang Guru dan Dosen. Dalam Kepmen 
Diknas 15 tahun 2010, kualifikasi akademik minimal guru SD/MI adalah S1 atau 
D-IV, sedangkan dalam UU No 14 tahun 2005 ditetapkan kualifikasi akademik 
minimal guru SD/MI adalah D4 atau S1. Indikator lainnya dipandang masih 
relevan. 

3. Pelajari sasaran yang ada di dalam Renstra Kemdiknas dan Renstra Dinas 
Pendidikan Provinsi. Penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab 
bersama berbagai tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi 
kabupaten/kota untuk mensinergikan rencana strategisnya dengan rencana 
strategis nasional dan provinsi.  

4. Pelajari kemajuan yang dihasilkan pada periode perencanaan sebelumnya. 
Informasi ini dapat diperoleh dari analisis kondisi nyata layanan pendidikan. 
Hasil ini akan membantu dalam mengidentifikasi program-program yang efektif.  

5. Pelajari perubahan-perubahan yang sudah terjadi dan mungkin akan terjadi 
dalam kondisi eksternal. Informasi ini dapat diperoleh dari analisis kondisi 
nyata layanan pendidikan. Perubahan-perubahan ini akan membantu dalam 
mengidentifikasi tantangan yang seharusnya dipertimbangkan ketika 
mempersiapkan rencana strategis.  

1. Meningkatkan partisipasi pendididkan jenjang SMP/MTs, khususnya anak 
perempuan  

2. Meningkatkan kemampuan unjuk kerja (relevansi) pada lulusan SMK, 
khususnya pada SMK bidang Agrobisnis sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan.   
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6. Pelajari Visi, Misi, dan Tata Nilai Dinas. Ini adalah langkah penting karena 
sasaran harus terkait erat dengan visi, misi dan tujuan  serta sebaiknya secara 
mendasar mengindikasikan cara bagaimana organisasi akan mencapai visi , misi 
dan tujuannya.  

7. Formulasikan sasaran yang ingin dicapai. Lakukan ini berdasarkan hasil dari 
langkah 1  sampai 5. Rumuskan untuk setiap jenjang pendidikan, dan pada 
setiap jenjang pendidikan rumuskanlah sasaran untuk setiap Pilar Kebijakan. 
Pastikan bahwa sasaran dijabarkan dalam indikator-indikator output/outcome. 
Umpamanya untuk pilar Peningkatan Akses Pendidikan, rumuskan sasaran APK, 
Angka Putus Sekolah, dan Angka Melanjutkan. Saat memformulasikan sasaran, 
pastikan bahwa kriteria di bawah ini telah terpenuhi kriteria SMART: 

 Spesifik: secara jelas mengidentifikasikan apa yang harus dicapai. 

 Terukur: kita dapat melihat apakah sasaran sudah tercapai atau belum. 

 Dapat Tercapai: realistis, dalam arti memungkinkan untuk dicapai. 

 Relevan: berkaitan dengan kepentingan publik dan publik memang 
betul-betul menginginkannya.  

 Berjangka waktu: tercapai dalam jangka waktu tertentu.  
 

Melihat lima kriteria di atas, perlu dipahami bahwa kelimanya tidaklah sama, 
karena empat diantaranya adalah kriteria teknis, yaitu: spesifik, terukur, 
dapat tercapai, dan berjangka waktu. Sedangkan kriteria relevan, berbeda 
dari yang lain karena langsung berkaitan dengan harapan publik. Kriteria ini 
dapat membantu para perencana untuk berfokus pada keinginan publik dalam 
layanan pendidikan.  

 

Bagan 6: Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran 

 

Contoh tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan AKSES: 
 
Visi Bupati menyatakan: “…setiap anak setelah menyelesaikan pendidikan dasar 9 
tahun akan memiliki kemampuan dasar …”  
 

Tujuan & sasaran yang berkaitan dengan visi Bupati dapat disusun seperti di bawah 
ini: 

VISI SASARAN MISI TUJUAN 

PROFIL 
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Contoh 27: Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran Yang Berkaitan Dengan AKSES 

VISI MISI TUJUAN SASARAN 

Terwujudnya 
pendidikan yang 
merata, berkualitas,  
kompetitif dan 
dilandasi oleh nilai-nilai 
kearifan lokal. 

 

Mewujudkan 
pendidikan 
yang merata 
bagi semua 
anak usia 
sekolah  

Meningkatkan akses 
pendidikan pada 
tingkat SMP/MTs 

APS 13-15  tahun akan meningkat dari 
90% pada tahun 2006 menjadi 95% pada 
tahun 2013. 

Pada 2013, angka transisi dari SD ke SMP 
akan meningkat dari 80% menjadi lebih 
dari 99%. 

 

 

 

 

 

 

Contoh tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan Pemerataan: 

Salah satu elemen kunci dari visi dan misi Bupati yang dirumuskan sebagai visi/misi 
Renstra SKPD adalah keadilan dalam pelayanan pendidikan: “setiap anak akan 
mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan bermutu…”  
 
Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengannya dapat disusun seperti di bawah ini:  
 

Contoh 28: Hubungan antara tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan Pemerataan 

 

VISI MISI TUJUAN SASARAN 

Terwujudnya 
pendidikan yang 
merata, berkualitas,  
kompetitif dan 
dilandasi oleh nilai-
nilai kearifan lokal 

Mewujudkan 
pendidikan yang 
berpihak kepada 
kelompok sasaran yang 
memerlukan perhatian 
khusus 

Meningkatkan 
kualitas layanan 
pendidikan 

Pada 2010, jumlah SD yang masuk 
dalam kelompok tidak layak dapat 
ditekan menjadi 25 SD. 

 
Profil Pendidikan  

150 SD masuk dalam kelompok tidak 
layak layanan. Sebagian besar dari 
sekolah tersebut belum memiliki ruang 
kelas dengan kondisi yang layak dan 
jumlah yang mencukupi.  

 

Contoh tujuan & sasaran yang berkaitan dengan MUTU: 

a. Mempromosikan Sekolah Berkeunggulan Lokal 

Selain menyediakan kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas, 
Bupati ingin mempromosikan penyediaan layanan pendidikan berkualitas tinggi di 
beberapa sekolah untuk menciptakan calon-calon pemimpin di masa depan. Hal tersebut 

Profil Pendidikan 

APS  13-15 tahun : 90%  

Angka melanjutkan  dari SD ke SMP : 
80% 
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juga dinyatakan secara eksplisit di dalam RPJMD. Tujuan & sasaran yang berkaitan 
dengannya dapat disusun seperti di bawah ini: 
 

Contoh 29: Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran Yang Berkaitan Dengan Keunggulan 
Lokal 

VISI MISI TUJUAN SASARAN 

Terwujudnya 
pendidikan yang 
merata, 
berkualitas,  
kompetitif dan 
dilandasi oleh nilai-
nilai kearifan lokal 

Penyelenggaraan proses 
pendidikan yang efektif untuk 
mempersiapkan peserta didik 
yang memiliki ketrampilan tinggi 
dalam menghadapi era globalisasi 

Mengembang
kan sekolah 
unggulan 
pada jenjang 
SD dan SMP  

Pada 2010 daerah 
akan memiliki satu SD 
dan dua SMP 
berstatus Rintisan 
Sekolah Bertaraf 
Internasional ( RSBI) 

 

 

 

b. Menurunkan Angka Mengulang Kelas 

Profil pendidikan menunjukkan tingginya angka mengulang pada kelas 1 SD, yang 
merupakan indikasi kurangnya kesiapan anak untuk bersekolah. Terutama anak-anak 
dari keluarga berpenghasilan rendah mengalami kesulitan dalam transisi dari keluarga 
ke sekolah. Karena eratnya hubungan antara mengulang di kelas awal dengan putus 
sekolah pada tahun-tahun selanjutnya, Bupati memberikan perhatian khusus untuk 
membantu anak menjalani transisi dari keluarga ke sekolah.   
 
Tujuan dan sasaran yang berkaitan dengannya dapat disusun seperti di bawah ini: 

 
Contoh 30: Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran Yang Berkaitan Dengan Pengurangan 

Angka Mengulang Kelas 

VISI MISI TUJUAN SASARAN 

Terwujudnya pendidikan 
yang merata, berkualitas,  
kompetitif dan dilandasi 
oleh nilai-nilai kearifan lokal 

Meningkatkan proses pendidikan 
yang efektif untuk 
mempersiapkan peserta didik 
yang berkualitas  

Menurunkan angka 
mengulang kelas, 
khususnya pada 
kelas awal 

Pada 2010, angka 
mengulang kelas di kelas 1 
SD akan menjadi kurang 
dari 1%. 

 
 
 
 
 

c. Peningkatan Hasil Belajar di SMP 

Profil pendidikan SMP menunjukkan bahwa kinerja pendidikan rendah, terutama pada 
mata pelajaran bahasa Inggris dan Matematika. Faktanya, kabupaten mempunyai 
kinerja terendah di provinsi. Tujuan dan sasaran dapat disusun sebagai berikut: 

 
 

Profil Pendidikan 
Daerah belum memiliki SD maupun 
SMP  berstatus Rintisan Sekolah 
Bertaraf Internasional ( RSBI) 

Profil Pendidikan 
Di 50 SD angka mengulang kelas di kelas 1 
lebih dari 8%.  
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Contoh 31: Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran Yang Berkaitan Dengan Hasil Belajar 

 

VISI MISI TUJUAN SASARAN 

Terwujudnya pendidikan 
yang merata, berkualitas,  
kompetitif dan dilandasi 
oleh nilai-nilai kearifan lokal 

Meningkatkan 
proses pendidikan 
yang efektif untuk 
mempersiapkan 
peserta didik  

Meningkatkan mutu 
proses pembelajaran 
yang mampu 
meningkatkan mutu 
lulusan  

Pada 2010, hasil belajar untuk 
mata pelajaran bahasa Inggris 
dan Matematika murid seluruh 
kabupaten/kota paling tidak 
sama dengan rata-rata di tingkat 
provinsi. 

 
 
 

 
 
 
 

Langkah-2: Merumuskan Strategi 
 

Perumusan strategi berkaitan dengan cara mencapai tujuan dengan efektif. Atau 
dengan kata lain, dengan menggunakan sumber daya kegiatan akan diimplementasikan 
untuk mencapai tujuan.  
 
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analistis, 
realistik, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan 
program. 
 
Strategi dikembangkan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kondisi nyata 
layanan pendidikan karena kegiatan yang diusulkan harus mengatasi kelemahan dalam 
pelayanan pendidikan atau dibangun di atas kekuatannya. Oleh karena itu, meskipun 
masih harus mendasarkan pada indikator output, strategi juga ditentukan berdasarkan 
indikator-indikator input serta proses. 
 
Strategi yang efektif mencakup hal-hal berikut:  

 Fokus pada elemen-elemen kunci  

 Saling berkaitan satu sama lain  

 Saling mendukung satu sama lain  
 

Renstra Kemdiknas mencakup detil strategi untuk mencapai tujuan nasional. Karena 
sebagian dari rencana strategis daerah akan bersejajar dengan strategi nasional dalam 
pengembangan pendidikan, Renstra Kemdiknas sebaiknya digunakan sebagai acuan di 
daerah.  

Tabel-tabel di Contoh 34 – 36  pada halaman dibawah menunjukkan keterkaitan antara 
profil layanan pendidikan, sasaran, dan strategi untuk program pendidikan dasar 9 
tahun. Saat mempelajari tabel ini, perlu diingat bahwa: 

Profil Pendidikan 
Kabupaten/kota berada di peringkat daerah 
berkinerja lebih rendah dari di provinsi, 
terutama di bidang Matematika dan Bahasa 
Inggris 
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 Tabel ini hanyalah menunjukkan contoh-contoh strategi dan perlu disadari 
bahwa masih banyak strategi lain yang dapat dilakukan untuk mencapai 
sasaran.  

 Tujuan utama tabel ini untuk menunjukkan logika proses perencanaan dari 
profil layanan pendidikan ke sasaran dan lalu ke strategi. Pada dasarnya, setiap  
tahap yang berbeda dalam proses perencanaan seharusnya dihubungkan 
dengan benang merah.  

 Rerumusan dalam dokumen renstra, hendaknya dilakukan secara 
komprehensif, menunjukkan adanya keterkaitan satu sama lain, dan 
mendukung pencapaian tujuan yang hendak dicapai.  

 
Contoh 32: Strategi Untuk Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Dicapai Pada Tahun 2012 

 

 
 

 
Contoh 33: Strategi Untuk Mengembangkan Pendidikan Yang Berkeunggulan Lokal 

(Pengembangan Agrobisnis) 

 

 
 

 Pendirian jurusan (bidang keahlian) Agrobisnis pada SMK yang sudah 
ada sebagai awal pendirian SMK Agrobisnis 

 Kerjasama dengan pelaku bisnis (DUDI) yang bergerak di bidang 
Agrobisnis untuk anlisis kebutuhan bidang keahlian yang ada di daerah 
itu 

 Lakukan MoU untuk meningkatkan peran serta DUDI dalam 
pengembangan pendidikan berkeunggulan lokal sebagai bentuk 
implemtasi dari Corporate Social Responcibility. 

 Kerjasama dengan Direktorat SMK untuk memberikan bimbingan teknis 
pelaksanaan program pendidikan berkeunggulan lokal. 

 

 Prioritas pada lulusan SD/MI yang memiliki potensi tidak melanjutkan 
dengan cara memberikan beasiswa transisi dan biaya personal 
pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.  

 Membangun SD-SMP satu atap bagi daerah jumlah lulusan SD/MI tidak 
lebih dari 50 siswa. 

 Mendirikan SMP Terbuka bagi daerah yang lulusan SD/MI tidak lebih 
dari 30 orang dan mereka bekerja membantu orang tua 

 Mendirikan Paket B bagi daerah yang jumlah lulusan SD/MI tidak lebih 
dari 20 orang dan mereka membantu kerja orang tua. 
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Contoh 34: Kemungkinan Strategi Program Wajar 9 tahun Pada Aspek AKSES 

Profil Pendidikan Tujuan  Sasaran Kemungkinan Strategi 

APS 7-12 tahun sebesar 90% 
20 desa dengan APS ≤80%, 15 desa di 
antaranya dengan rata-rata 
kemiskinan di atas 50%.  

Meningkatkan angka 
partisipasi 
pendidikan pada 
jenjang SD/MI 

Meningkatkan APS  7-12 tahun 
dari 90% pada tahun 2006 
menjadi 95% pada 2010 

 Fokuskanlah program dan kegiatan pada 20 desa dengan APM 
sangat rendah (≤ 80%), terutama di desa-desa dengan tingkat 
kemiskinan tinggi. 

 Mengurangi hambatan biaya untuk bersekolah pada daerah 
dengan indeks kemiskinan tinggi.  

 Meningkatkan fasilitas sekolah di daerah terpencil dan miskin. 
 

Angka putus sekolah pada jenjang 
SD/MI sebesar 5%. 
30 sekolah memiliki angka putus 
sekolah lebih dari 9% dan  24 
diantaranya berada di desa dengan 
rata-rata kemiskinan di atas 50% 
(demand side). 

Menurunkan angka 
putus sekolah pada 
jenjang SD/MI 

Menurunkan angka putus 
sekolah dari 5% pada tahun 
2006 menjadi kurang dari 1%. 
pada tahun 2010 

 Fokuskanlah program dan kegiatan pada 30 sekolah dengan 
angka putus sekolah yang sangat tinggi (≥ 5%). 

 Menurunkan hambatan biaya untuk bersekolah.  

Angka melanjutkan dari SD ke SMP 
sebesar 80%. 
Angka melanjutkan untuk 100 sekolah 
sangat rendah, hanya 60% yang 
melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 
65 dari 100 sekolah tersebut berada di 
desa dengan rata-rata kemiskinan di 
atas 50% (demand side) dan 25 
diantaranya terletak di desa terpencil 
(demand side). Sedangkan 35 SD 
rendahnya angka transisi disebabkan 
oleh kurangnya kesempatan 
bersekolah (supply side) 

Meningkatkan angka 
melanjutkan dari 
SD/MI ke SMP/MTs 

Pada 2010, angka transisi dari 
SD ke SMP akan meningkat dari 
80% menjadi lebih dari 90%. 

 Fokuskanlah program dan kegiatan pada 100 sekolah dengan 
angka transisi sangat rendah.  

 Menangani secara terintegrasi perbaikan SD/MI dan SMP/MTs 
di wilayah yang sama. 

 Menurunkan hambatan biaya untuk bersekolah.  

 Memperkuat SMP swasta dan/atau MTs di daerah-daerah 
terpencil.  

 Fokuskanlah pada penambahan daya tampung murid untuk 
SMP dan yang sederajat. 

 Mengembangkan program SMP Terbuka. 

 Mengembangkan pendidikan non-formal untuk memperluas 
daya tampung bagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah 
karena harus membantu orang tua. 

Angka putus sekolah pada jenjang 
SMP/MTs sebesar 3%. 

Menurunkan angka 
putus sekolah pada 
jenjang SMP/MTs 

Pada 2010, angka putus sekolah 
di SMP akan ditekan dari  3% 
menjadi kurang dari 1%. 

 Fokuskanlah pada anak-anak yang rawan putus sekolah pada 
kelas-kelas tertentu, terutama putus sekolah yang disebabkan 
oleh alasan ekonomi. 
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Contoh 35: Kemungkinan Strategi Pada Aspek Pemerataan 

Profil Pendidikan Tujuan  Sasaran Kemungkinan Strategi 

150 SD masuk dalam 
kelompok tidak layak 
layanan. Sebagian besar 
dari sekolah tersebut belum 
memenuhi jumlah dan 
kondisi ruang kelas. 

Meningkatkan pemerataan 
kualitas layanan pendidikan 
pada jenjang SD/MI 

Pada 2010, jumlah SD yang 
masuk dalam kelompok tidak 
layak dapat ditekan menjadi 25 
SD. 

 Fokus pada daerah terpencil dan daerah dengan tingkat kemiskinan 
tinggi. 

 Menggunakan pendekatan komprehensif dalam melakukan 
peningkatan kondisi sekolah (dukungan multi input). 

 Fokus pada sekolah-sekolah di mana masyarakat bersedia bersama-
sama menanggung segala konsekuensi untuk peningkatan kondisi 
sekolah. 
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Contoh 36: Kemungkinan Strategi Pada Aspek Mutu 

Profil Pendidikan Tujuan  Sasaran Kemungkinan Strategi 

Daerah memiliki 120 SD 
dengan kinerja sangat 
rendah.  
50 SD masih menggunakan 
metode pengajaran yang 
“ketinggalan jaman”. 
 

Peningkatan kualitas 
layanan bagi proses 
pembelajaran 

Pada 2010, jumlah SD dengan 
kinerja sangat rendah akan 
dikurangi dari 120 menjadi 20 
SD.  

 Fokus pada upaya untuk peningkatan proses pembelajaran melalui 
pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

 Fokus pada kinerja rendah melalui pendekatan multi-input, yaitu 
pendekatan sekolah secara keseluruhan  

 Fokus pada sekolah dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. 
 

Daerah belum memiliki SD 
maupun SMP berkeunggulan 
lokal. 

Meningkatkan daya saing 
lulusan pada jenjang 
pendidikan dasar 

Pada 2010 daerah akan memiliki 
satu SD dan dua SMP 
berkeunggulan lokal. 

 Pemberian prioritas pada sekolah terakreditasi A dan kelompok 
“sangat baik”.  

 Pemberian prioritas pada sekolah dengan komitmen  masyarakat 
yang tinggi untuk mendukung sekolah berkeunggulan lokal. 

Di 50 SD angka mengulang 
kelas di kelas 1 begitu tinggi, 
lebih dari 8%. 

Menurunkan angka 
mengulang kelas pada 
jenjang SD/MI, khususnya 
pada kelas awal 

Pada 2010, angka mengulang 
kelas di kelas 1 SD akan menjadi 
kurang dari 1%. 

 Untuk mengurangi sebagian besar angka mengulang kelas di awal 
SD, dukungan akan difokuskan pada sekolah-sekolah dengan angka 
mengulang kelas yang tinggi. 

 Mendukung pengembangan PAUD untuk meningkatkan kesiapan 
sekolah di dekatnya yang angka mengulangnya tinggi 

 Menyelenggarakan pengajaran tambahan bagi murid yang beresiko 
mengulang kelas.  

 Sinerjikan dengan instansi lain (seperti dinas kesehatan) untuk 
membantu sekolah meningkatkan status gizi anak. 

Mutu lulusan pada jenjang 
SMP/MTs berada bawah 
rata-rata provinsi. Terutama 
di bidang Matematika dan 
Bahasa Inggris . 

Meningkatkan mutu lulusan 
pada jenjang SMP/MTs 

Pada 2010, hasil belajar untuk 
mata pelajaran bahasa Inggris 
dan Matematika di seluruh 
kabupaten/kota paling tidak 
sama dengan rata-rata di tingkat 
provinsi.  

 Fokus pada sekolah dengan hasil belajar Matematika dan bahasa 
Inggris yang rendah di semua kelas. 

 Perbaikan secara bertahap dan awali dengan mempergunakan SDM 
eksternal sekolah untuk meningkatkan kompetensi murid dan guru. 
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Berikut ini adalah elemen kunci dari strategi-strategi sebagaimana diusulkan di atas: 

 Fokus yang kuat dalam penentuan target pada: (i) desa dengan banyak AUS 
tidak bersekolah untuk meningkatkan partisipasi dan (ii) sekolah berkinerja 
rendah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  

 Siapkan strategi khusus untuk menghadapi demand-side problems dan strategi 
yang lain untuk supply-side problems. 

 Promosikan penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun dengan mempermudah 
transisi dari SD ke SMP. 

 Tingkatkan pengintegrasian antar jenjang pendidikan yang setara untuk lokasi-
lokasi tertentu. 

 
Dari contoh-contoh di atas, dapat dilihat bahwa strategi-strategi tersebut memiliki 
fokus yang kuat pada arah penggunaan sumber daya.  Strategi menyebutkan 
bagaimana menerjemahkan sumber menjadi kegiatan yang kemudian akan 
membantu pencapaian tujuan.  

Langkah-3: Menetapkan Kebijakan 
 
Kebijakan menetapkan arah dan batasan semua perencanaan dan kegiatan yang akan 
dilakukan di masa depan. S.E. Mendagri No. 50 mendefinisikan  kebijakan sebagai 
berikut : “Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai 
tujuan atau arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi 
program dan kegiatan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas : (i) kebijakan 
internal, yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program 
pembangunan, dan (ii) kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh 
SKPD dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.” 

1. Kebijakan Internal  
Kebijakan internal untuk Dinas Pendidikan berkaitan dengan bagaimana Dinas 
Pendidikan menjalankan fungsi-fungsinya atau kewenangannya. Kebijakan internal 
juga memandu jajaran Dinas dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Berikut ini 
adalah contoh dari kebijakan internal: 
          

Contoh 37: Jenis Kebijakan Internal Dan Implementasi 

No. Jenis Kebijakan Implementasi 
1. Kebijakan tentang 

akuntabilitas sekolah. 
Sekolah-sekolah yang belum menerapkan prinsip-prinsip 
akuntabilitas akan diberi prioritas rendah dalam 
pengalokasian dana. 

2.  Kebijakan tentang 
manajemen berbasis 
sekolah. 

Semua intervensi Dinas Pendidikan pada satuan pendidikan 
jenjang pendidikan dasar akan berpegang pada prinsip 
diterapkannya manajemen berbasis sekolah. 

3. Kebijakan mengenai 
daya tanggap terhadap 
kebutuhan sekolah. 

Intervensi Dinas Pendidikan akan didasarkan pada Rencana 
Pengembangan Sekolah (RPS). 

4. Kebijakan tentang 
pengembangan guru 

Kebijakan ini akan, misalnya, mengklarifikasi hal-hal seperti : 
(i) prioritas penyediaan dukungan (misalnya guru SD, SMP, 
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No. Jenis Kebijakan Implementasi 
(UU 14/2005). atau SMA/K), (ii) bagaimana dengan para guru yang berada 

di daerah terpencil yang tidak bisa mengikuti program 
pendidikan di LPTK tanpa meninggalkan sekolah mereka 
dalam jangka waktu yang cukup lama, dan (iii) batas usia 
guru (relatif terhadap tingkat pendidikan yang sudah dimiliki 
sekarang) yang masih dapat dibiayai pemerintah (khususnya 
Pemda). 

5. Kebijakan tentang 
informasi publik. 

(i) jenis informasi yang dapat diberikan pada publik secara 
proaktif dan (ii) aturan-aturan tentang bagaimana merespon 
permintaan informasi dari publik. 

2. Kebijakan Eksternal  
 
Kebijakan eksternal berkaitan dengan bagaimana Dinas Pendidikan berurusan dengan 
dukungan dari dan/atau untuk komunitas.  
          

Contoh 38: Jenis Kebijakan Eksternal dan Implementasi 

No. Jenis Kebijakan Implementasi 
1.  Kebijakan tentang 

pembiayaan pendidikan. 
Apakah pemerintah memberikan dukungan mengenai 
pendidikan ”gratis” atau subsidi silang? 

2. Kebijakan tentang 
sekolah negeri dan 
sekolah swasta. 

Apakah pemerintah daerah juga memberikan dukungan 
pada sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan 
(madrasah dan sekolah swasta)? Jika ya, dukungan dalam 
bentuk apa dan tingkat yang mana?  Apakah ada 
perbedaan antara tingkat yang berbeda; misalnya 
dukungan diberikan pada TK swasta tapi tidak pada SD dan 
SMP swasta. 

3. Kebijakan tentang 
partisipasi masyarakat 
dan di bidang mana. 

Misalnya rehabilitasi sekolah. 

4. Kebijakan tentang 
partisipasi publik dalam 
persiapan dan 
implementasi kebijakan. 

Di tahap proses persiapan kebijakan yang mana Dinas 
melibatkan publik dalam memformulasikan kebijakan dan 
bagaimana hal ini dilakukan? Apakah Dinas melibatkan 
publik dalam implementasi kebijakan? Dengan cara 
bagaimana? 

 
Kebijakan internal dan eksternal menjadi jembatan antara pencapaian tujuan dan 
perancangan program. Pada dasarnya kebijakan menetapkan batasan-batasan atau 
koridor dimana program dirancang atau dengan lain kata kebijakan ‘mewarnai’ 
program dan kegiatan yang berkaitan dengannya. Perhatikan contoh di bawah ini : 

         Contoh hubungan antara kebijakan internal dan perancangan kegiatan 

Ketika kabupaten/kota mempunyai kebijakan untuk mendorong otonomi sekolah, ini 
berarti dukungan yang diberikan pada sekolah akan berupa dana, bukan barang, sebab 
otonomi sekolah berarti sekolah dan komunitasnya mengatur sendiri urusan mereka. 
Dengan kata lain, pengadaan buku di tingkat kota/kabupaten akan bertentangan 
dengan kebijakan mendorong otonomi. 
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Kebijakan pengembangan guru akan mewarnai kegiatan yang berkaitan dengannya. 
Misalnya, kebijakan untuk memberikan prioritas pada guru yang telah memiliki 
kualifikasi akademis (S1) akan menghasilkan kegiatan yang berbeda, dibandingkan 
apabila pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan guru SD untuk meningkatkan 
kemampuan akademis dan kompetensi mereka. Sekali lagi, kebijakan akan mewarnai 
perancangan program. 

           Contoh hubungan antara kebijakan internal dan eksternal  

Kebijakan tentang  peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang 
berkualitas. Peningkatan akses bukan hanya sekedar bersekolah dengan kualitas 
sekolah yang apa adanya, tetapi bersekolah pada sekolah yang berkualitas. Untuk itu, 
penanganan ini harus dilakukan secara komprehensif, selain meningkatkan kualitas 
sekolah juga bagaimana meningkatkan demand masyarakat terhadap pendidikan. 
Gambaran di bawah ini menunjukkan contoh kebijakan yang komprehensif tentang 
peningkatan akses terhadap pendidikan yang bermutu. 
 

Bagan 7: Strategi Dan Kebijakan Peningkatan Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas 
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TAHAP 

IV 

MERUMUSKAN PROGRAM, 
KEGIATAN, DAN INDIKATOR 
KINERJA 

 

Struktur Program Kegiatan Dan Indikator Kinerja 

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 
dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah 
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah (Permendagri No 
54/2010). 
 
Program dapat diartikan sebagai kumpulan dari kegiatan yang sejenis dalam rangka 
mencapai sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan tidak 
memiliki arti tanpa direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan. 
 
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa 
satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil 
(SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.   
 
Dalam satu kegiatan, bisa terdiri dari beberapa tindakan (sub kegiatan) yang satu sama 
lain saling memperkuat dan biasanya terstruktur dalam satu kesatuan indikator 
pencapaian kegiatan atau disebut indikator kinerja untuk kegiatan. 
 
Hubungan antara program, kegiatan dan indicator kinerja dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
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Bagan 8: Struktur Program Kegiatan Dan Indikator 

 

 

Program pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 

Strategi memberikan arah dan memandu cara bagaimana menggunakan sumber daya 
untuk mencapai tujuan. Karena itu strategi selalu lebih umum dan hanya menyediakan 
“game-plan” tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan. 
Kebijakan memberikan batas-batas mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa 
yang tidak boleh dilakukan dalam mengupayakan pencapaian sasaran. Program dan 
kegiatan adalah hakikat dari perencanaan dan menunjukkan apa yang harus dilakukan 
untuk mencapai tujuan. 

Untuk mencapai sinergi antara upaya-upaya yang dilakukan di berbagai tingkat 
pemerintahan, telah dilakukan penyeragaman program-program pengembangan 
pendidikan. Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan, RPJM Nasional 2010-2014 
menetapkan program pengembangan pendidikan. Kemdiknas juga memiliki program-
program yang sama (lihatlah Renstra Kemdiknas), ditambah dengan beberapa program 
khusus untuk Kemdiknas. Provinsi dan kabupaten/kota pada gilirannya juga harus 
mengimplementasikan program-program yang sama walaupun kegiatan yang 
dilakukan berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh tingkat pemerintahan yang 
lebih tinggi.  

Program-program yang dirumuskan harus sesuai dengan program-program yang 
tercantum dalam Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 
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Pendidikan Daerah dan Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perobahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah agar dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota. Serta 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan. Program-program yang relevan bagi Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota  Pengelolaan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.  
3. Program Pendidikan Menengah. 
4. Program Pendidikan Non Formal. 
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 
7. Program lainnya sesuai dengan Tupoksi masing-masing SKPD/Dinas Pendidikan, 

misal di suatu SKPD ada subdin kebudayaan, maka program kebudayaan harus 
masuk. 

 

Indikator Kinerja 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan indikator kinerja pencapaian program 
berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan. Program pada hakekatnya adalah 
intervensi yang dilakukan untuk mengubah dari satu ‘situasi yang tidak diharapkan’ 
menuju ke ‘situasi yang diharapkan’. Perubahan situasi yang dimonitor dan dievaluasi 
dari waktu ke waktu, diukur melalui indikator-indikator. Perubahan ini memerlukan 
waktu dan sifat perubahan bertahap, mulai perubahan awal pada tingkat ‘input’ dan 
‘proses’ (kegiatan program), perubahan pada tingkat ‘output’ (cakupan program), 
tingkatan ‘outcome’ (biasanya pengetahuan dan perilaku kelompok sasaran), dan 
sampai perubahan lanjut di tingkat ‘dampak’. 

Isu penting pada bagian ini adalah menetakan indikator kinerja yang akan digunakan 
untuk mengukur keberhasilan program. Oleh sebab itu, indikator yang digunakan  
harus disesuaikan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing 
program.  

 

 

 

Keterkaitan antara program, indikator dan unit kerja yang bertanggung jawab dalam 
implementasi program dapat dilihat pada bagan berikut:  

 
 
 
 
 

Lihat Lampiran 8 
104 INDIKATOR PENDIDIKAN PADA RPJMN 2010-2014 YANG 
RELEVAN DENGAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 
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Bagan 9: Hubungan Antara Program, Indikator Kinerja Dan Unit Kerja 

 

Beberapa acuan untuk menetapkan indikator kinerja pencapaian Renstra Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota, meliputi: 
• Indikator kinerja bidang Pendidikan pada RPJMN 2010-2014 
• Indikator kinerja pada RPJMD kabupaten/kota 
• Indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan, Permendiknas 

No 15 Tahun 2010  
• Ukuran kinerja kunci Renstra Kemdiknas 2010-2014 
• Indikator pencapaian kinerja pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi. 

 

 
Contoh Program: Program Pendidikan Dasar 9 Tahun 

 
Tabel pada halaman berikut ini menunjukkan hubungan dan keterkaitan antara profil 
pendidikan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Profil, sasaran dan strategi 
sama seperti pada formulasi strategi, namun dengan tambahan program dan kegiatan. Tabel 
ini akan menunjukkan proses perencanaan yang lengkap. 
 
Sekali lagi perlu selalu diingat bahwa Tabel ini hanyalah contoh dan terdapat berbagai 
alternatif lain. Tujuan utama dari Tabel ini adalah untuk menunjukkan proses perencanaan, 
mulai dari profil pendidikan, sasaran, strategi, kebijakan, sampai program dan kegiatan. Atau 
sebaliknya, menunjukkan bagaimana program dan kegiatan berkontribusi pada pencapaian 
tujuan. 
  

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

KUA PENDANAAN 

RPJMD 

RENSTRA 
SKPD 

I N D I K A T O R   K I N E R J A  SKPD  

SUBDIN UPTD 

SATUAN 
PENDIDIKAN 
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Contoh 39: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun 

Sub Program 1. Meningkatkan Akses  

 
Profil Pendidikan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Kegiatan Indikator 

 SD: APM 90%. 

 20 desa dengan 
APM < 80%, 15 
desa di 
antaranya 
memiliki rata-
rata kemiskinan 
di atas 50%. 

Meningkatkan 
angka partisipasi 
pendidikan pada 
jenjang SD/MI 

Pada 2010, APM SD 
akan meningkat 
dari 90% pada 
tahun 2006 menjadi 
96%. 

1. Fokus pada 20 desa 
dengan anak usia 
sekolah yang tidak 
bersekolah dalam 
jumlah besar. 

2. Menghilangkan 
hambatan beban 
biaya untuk 
bersekolah. 

3. Peningkatan fasilitas 
sekolah di daerah 
terpencil dan miskin. 

Menyediakan 
dukungan finansial 
untuk semua 
sekolah dan bukan 
hanya sekolah 
negeri. 

1. Pemberian beasiswa 
untuk 500 anak SD 
dan 150 anak MI. 

2. Pemberian uang 
transportasi kepada 
250 anak SD.   

3. Bantuan tambahan 
operasional sekolah 
untuk 30 SD dan 25 
MI. 

4. Pembangunan 5 
sekolah kecil. 

5. Rehabilitasi 25 ruang 
kelas untuk 5 SDN 
dan 10 MI. 

APM SD sebesar 
96%. 
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Sub Program 2. Mengurangi Angka Putus Sekolah 

 

Profil Pendidikan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Kegiatan Indikator 

 Angka putus 
sekolah pada 
jenjang SD/MI : 
5% 

 30 sekolah 
memiliki angka 
putus sekolah 
lebih dari 9% dan  
24 diantaranya 
berada di desa 
dengan rata-rata 
kemiskinan di 
atas 50% 
(demand side) 

 

Menurunkan angka 
putus sekolah pada 
jenjang SD/MI 

Pada 2010, angka 
putus sekolah akan 
ditekan dari 5% 
menjadi kurang dari 
1%. 
 

1. Fokus pada 30 
sekolah dengan 
angka putus 
sekolah yang tinggi.  

2. Turunkan 
hambatan biaya 
untuk bersekolah. 

 

Menyediakan 
dukungan finansial 
untuk semua sekolah, 
dan bukan hanya 
sekolah negeri 

1. Bantuan tambahan 
operasional 
sekolah untuk 25 
SD dan 5 MI. 

2. Pemberian 
beasiswa untuk 
250 anak SD dan 
150 anak MI. 

3. Pemberian uang 
transportasi 
kepada 300 anak 
SD. 

Angka putus 
sekolah SD/MI 
mencapai 0,8%  
 

 
. 
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Sub Program 3. Meningkatkan Angka Melanjutkan 

 

Profil Pendidikan Tujuan  Sasaran Strategi Kebijakan Kegiatan Indikator 

Angka melanjutkan dari SD 
ke SMP: 80% 
Angka melanjutkan untuk 
100 sekolah sangat rendah, 
hanya 60% yang 
melanjutkan pendidikan ke 
SMP/MTs.  
65 dari 100 sekolah tersebut 
berada di desa dengan rata-
rata indeks kemiskinan di 
atas 50% (demand side) dan 
25 diantaranya adalah 
sekolah di desa terpencil 
(demand side). Sedangkan 
pada 35 SD lainnya, 
rendahnya angka 
melanjutkan disebabkan 
oleh kurangnya kesempatan 
bersekolah (supply side) 
 

Meningkatkan 
angka melanjutkan 
dari SD/MI ke 
SMP/MTs 

Pada 2010, angka 
transisi dari SD ke 
SMP akan 
meningkat dari 80% 
menjadi lebih dari 
95%.  

1. Fokus pada 100 sekolah 
dengan angka transisi 
rendah. 

2. Perlu penanganan 
terintegrasi antara SD/MI 
dengan SMP/MTs di 
wilayah penanganan yang 
sama. 

3. Perkuat SMP swasta dan/ 
atau MTs di daerah-
daerah terpencil.  

4. Menambah daya 
tampung murid. 

5. Mengembangkan 
program SMP Terbuka. 

6. Membangun SD-SMP 
satu atap bagi daerah 
terpencil. 

7. Mengembangkan 
pendidikan nonformal 
untuk memperluas daya 
tampung bagi anak-anak 
yang tidak bisa 
bersekolah karena harus 
membantu orang tua. 

 

Menyediakan 
dukungan 
finansial untuk 
menurunkan 
hambatan biaya 
untuk 
memasuki 
SPM/MTs (Biaya 
pendaftaran 
siswa baru dan 
kebutuhan 
bersekolah bagi 
masyarakat 
miskin 
ditanggung 
pemerintah).  
 

1. Bantuan 
operasional 
sekolah untuk 
penerimaan siswa 
baru pada 20 
SMP. 

2. Pemberian 
beasiswa 
melanjutkan 
untuk 500 anak. 

3. Pembangunan 30 
ruang kelas baru 
pada SMP. 

4. Pembentukan 10 
SD-SMP Satu 
Atap. 

 

Angka transisi dari 
SD ke SMP sebesar 
95%. 
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Sub Program 4. Pemerataan  

 

Profil Pendidikan Tujuan  Sasaran Strategi Kebijakan Kegiatan Indikator 

150 SD masuk dalam 
kelompok tidak layak 
layanan. Sebagian besar dari 
sekolah tersebut belum 
memenuhi jumlah dan 
kondisi ruang kelas. 

Meningkatkan 
pemerataan 
kualitas layanan 
pendidikan pada 
jenjang SD/MI 

Pada 2010, jumlah SD 
yang masuk dalam 
kelompok tidak layak 
dapat ditekan 
menjadi 25 SD. 
 

1. Fokus pada daerah 
terpencil dan daerah 
yang tingkat 
kemiskinannya tinggi. 

2. Menggunakan 
pendekatan 
komprehensif dalam 
melakukan peningkatan 
kondisi sekolah 
(dukungan multi- input). 

3. Fokuskan pada daerah-
daerah di mana 
masyarakat bersedia 
untuk berpartisipasi 
dalam peningkatan 
kondisi sekolah.  

 

Penerapan sistem 
swakelola oleh dan 
pengerahan potensi 
lokal dalam 
pembangunan 
rehabilitasi ruang 
kelas. 

1. Rehabilitasi berat di 
100 sekolah. 

2. Rehabilitasi sedang 
di 65 sekolah. 

3. Rehabilitasi ringan 
di 35 sekolah. 

4. Pengadaan mobiler 
1300 set (meja & 
kursi siswa). 

5. Pengadaan alat 
peraga 
pembelajaran 40 
set. 

Jumlah SD yang 
masuk dalam 
kelompok tidak 
layak dapat 
mencapai 5 % 
(25 sekolah SD). 
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Sub Program 5. Program Mutu Pendidikan 

 

Profil Pendidikan Tujuan  Sasaran Strategi Kebijakan Kegiatan Indikator 

1. Daerah memiliki 120 SD 
dengan kinerja sangat 
rendah.  

2. 50 SD masih 
menggunakan metode 
pengajaran yang tidak 
tepat. 

Peningkatan 
kualitas layanan 
bagi  proses 
pembelajaran 

Pada 2010, jumlah SD 
dengan kinerja sangat 
rendah akan dikurangi 
dari 120 menjadi 20 SD 

1. Fokus pada 120 SD 
dengan kinerja sangat 
rendah. 

2. Fokus pada 
peningkatan proses 
pembelajaran yang 
berorientasi pada 
siswa. 

3. Fokus pada kelas-
kelas tertentu dengan 
kinerja rendah. 

4. Fokus pada jumlah 
sekolah terbatas yang 
akan menerima 
dukungan multi-input 
(pendekatan sekolah 
secara keseluruhan). 

5. Fokus pada sekolah 
dengan partisipasi 
masyarakat yang 
tinggi.  

 

1. Pengembangan 
kompetensi guru 
secara 
berkelanjutan. 

2. Penilaian kinerjan 
kepala sekolah 
dikaitkan dengan 
kemajuan 
sekolahnya. 

3. Evaluasi siswa 
berbasis penilaian 
sampel. 

1. Pelatihan 300 
guru untuk 
meningkatkan 
kompetensi 
pedagogik. 

2. Dukungan 
untuk 
kegiatan/ 
pengembanga
n 15 KKG dan 
5 KKKS. 

Jumlah SD yang 
berkinerja 
rendah 
mencapai 10% 
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Profil Pendidikan Tujuan  Sasaran Strategi Kebijakan Kegiatan Indkator 

Di 50 SD angka 
mengulang kelas di 
kelas 1 begitu tinggi, 
lebih dari 8%. 

Menurunkan angka 
mengulang kelas pada 
jenjang SD/MI, 
khususnya pada kelas 
awal 

Pada 2010, angka 
mengulang kelas di 
kelas 1 SD akan 
ditekan menjadi 
kurang dari 1%. 
 

1. Untuk mengurangi 
sebagian besar angka 
mengulang kelas di 
awal SD, dukungan akan 
difokuskan pada 
sekolah-sekolah dengan 
angka mengulang kelas 
yang tinggi. 

2. Sediakan pengajaran 
tambahan bagi murid 
yang beresiko 
mengulang kelas.  

3. Fokuskan untuk 
membantu sekolah 
meningkatkan gizi anak. 

 

Menyediakan 
dukungan 
finansial untuk 
semua sekolah, 
dan bukan 
hanya sekolah 
negeri. 

1. Pengajaran 
remedial bagi 
anak yang 
lambat relajar 
pada sekolah 
dengan angka 
mengulang 
kelas > 7% (20 
SD/MI). 

 
2. Pemberian 

layanan 
khusus 
(tambahan 
jam belajar) 
pada anak 
yang kurang 
siap belajar di 
12 sekolah.  

 
3. Pengadaan 

alat bantu 
pengajaran 
pada kelas 
awal untuk 
200 set  

 
 

Angka 
mengulang 
kelas di kelas 
1 SD akan 
mencapai 
0,8% 

 

Untuk jenjang pendidikan lainnya (SMP/MTS dan SMA/MA/SMK) disesuaikan dengan karakteristik pada masing-masing jenjang.  
Contoh program lainnya adalah pada program Pendidikan Non-formal dan program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
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Contoh 40: Program Pendidikan Non-Formal 

Sub Program: Penuntasan Buta Aksara 
 

Profil Pendidikan Tujuan  Sasaran Strategi Kebijakan Kegiatan Indikator 

Angka buta aksara 
penduduk 14-45 tahun 
mencapai 7,8%, dengan 
proporsi > 70% kaum 
perempuan dan 
diperdesaan 

Penuntasan dan 
pemeliharaan 
keaksaraan secara 
paripurna  

Pada tahun 2010 
penyandang buta 
aksara menurun 
hingga < 3 % 

 Bersinerji dengan 
pembinaan penggerak 
PKK pada semua 
tingkat, mulai tingkat 
kabupaten/kota, 
kecamatan, hingga 
kelurahan/desa 

 Fokus pada kaum 
perempuan produktif 
di perdesaan 

 Integrasikan 
keaksaraan fungsional 
(KF) dengan kelompok 
belajar usaha (KBU) 

 Perkuat kelembagaan 
PKBM dan TBM  

 Intensifikasi dan 
pemeliharaan program 
keaksaraan 

 
Pencanangan dan 
implementasi 
gerakan 
penuntasan buta 
aksara secara 
menyeluruh  

 Pendataan 
penyandang buta 
aksara berbasis 
masyarakat 

 Penyelenggaraan 
pemberantasan 
buta aksara secara 
tuntas mulai 
tingkat dasar 
(Sukma 1)  dan 
tingkat lanjut 
(Sukma 2) 

 Pemeliharaan 
melek aksara 
melalui gerakan 
gemar membaca 
di TBM 

Angka buta aksara 
mencapai 2,5% 
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Contoh 41: Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Sub Program: Peningkatan Kualifikasi Pendidik 
 

Profil Pendidikan Tujuan  Sasaran Strategi Kebijakan Kegiatan Indikator 

Guru yang belum 
memiliki kualifikasi 
akademik setara S1/D4 
secara keseluruhan 
sebesar 45%, 
khususnya pada jenjang 
SD sebesar 75% 

Meningkatkan 
kualifikasi akademik 
guru sesuai dengan 
tuntutan UU No 14 
tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen 

Pada tahun 
2010, guru yang 
memiliki 
kualifikasi 
pendidikan 
S1/D4 menjadi 
75% 

 Bekerjasama dengan 
LPMP dan LPTK 
setempat untuk 
melaksanakan 
program kesetaraan 
berbasis in service 

 Fokus pada guru SD 
yang ada di daerah 
perdesaan dan 
terpencil 

 Fokus pada guru yang 
berusia < 50 tahun 

 Penggunaan waktu 
libur untuk penetaran 
bersertifikasi 

 Peningkatan 
anggaran 
pendidikan untuk 
biaya personal 
guru yang 
mengikuti 
pendidikan 
kesetaraan S1/D4  

 Mendorong/ 
memfasilitasi guru 
yang berinisiatif 
melanjutkan 
pendidikan 
dengan pola 
swadana 

 Pendidikan 
kesetaraan S1/D4 
melalui sistem 
belajar jarak jauh 

 Penyelenggaraan 
pendidikan kelas 
jauh dari bagi 
kabupaten/kota 
yang tidak 
berdekatan 
dengan LPTK 

 Penyelenggaraan 
penataran 
bersertifikasi 
secara 
berkesinambung-
an 

 Pemberian 
bantuan biaya 
pendidikan bagi 
guru yang 
melanjutkan 
studi  

Guru yang 
memiliki 
kualifikasi 
pendidikan 
S1/D4 =75% 
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TAHAP 

V 
 

PENYUSUNAN RENCANA 
BIAYA DAN RENCANA 
PENDANAAN 

 
Tahap ini akan difokuskan pada penghitungan biaya untuk masing-masing kegiatan 
dari setiap program Renstra yang sudah diformulasikan pada tahap sebelumnya dan 
pada rencana pendanaan untuk setiap biaya tersebut.  Langkah-langkah pada Tahap V 
pembuatan Renstra -- Penyusunan Rencana Biaya dan Rencana Pendanaan -- adalah 
sebagai berikut:  

1. Membuat estimasi biaya masing-masing kegiatan dari setiap program. 

2. Membuat proyeksi ketersediaan dana yang bersifat multi tahun dan multi 
sumber. 

3. Mengalokasikan proyeksi dana tersedia pada setiap kegiatan. 
 
Untuk memudahkan penyusunan rencana biaya dan rencana pendanaan, sebelumnya 
perlu dilakukan analisis keuangan pendidikan kabupaten/kota (AKPK)2.  AKPK 
dilakukan antara lain untuk menganalisis pola belanja dan pendanaan sektor 
pendidikan di kabupaten/kota dari berbagai sumber, yaitu Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN), terutama Dana Dekonsentrasi dari anggaran  Pendidikan 
Nasional (Kemdiknas).   
 
Didalam AKPK, dana sektor pendidikan yang dihitung dan dianalisis mencakup dana 
yang disalurkan dalam bentuk tunai maupun natura (misalnya, pelatihan guru 
kab/kota yang diselenggarakan atau buku teks pelajaran yang didistribusikan oleh 
Dinas Pendidikan Provinsi).  Dana sektor pendidikan dimaksud tidak hanya mencakup 
dana yang disalurkan oleh atau melalui Pemerintah Daerah Kab/Kota tetapi juga yang 
disalurkan langsung ke sekolah-sekolah dari APBD Provinsi maupun APBN. 

Langkah-1: Membuat Estimasi Biaya 
Program/Kegiatan 

Masing-masing kegiatan pada setiap program Renstra harus diestimasi biaya 
pelaksanaannya, untuk setiap tahun periode Renstra. 
Langkah-langkah membuat Estimasi Biaya Program/Kegiatan adalah sebagai berikut: 

1. Buat daftar Sasaran, Program, dan Kegiatan yang sudah diformulasikan pada 
tahap sebelumnya dengan menggunakan format Estimasi Biaya Program/ 

                                                      
2
 Cara melakukan analisis keuangan pendidikan kabupaten/kota (AKPK) ditulis dalam buku panduan terpisah. 
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Kegiatan sebagaimana contoh pada Lampiran 1. Cara mengisi format Estimasi 
Biaya Program/Kegiatan dijelaskan pada bagian bawah lampiran tersebut. 
Jika program/kegiatan Dana Pendamping BOS (APBN) telah direncanakan 
sebelumnya pada tahap formulasi Program/Kegiatan Renstra, maka dianjurkan 
agar program/kegiatan tersebut dicantum sebagai yang pertama pada format 
Estimasi Biaya Program/Kegiatan.  Alasannya adalah untuk memastikan bahwa 
program/kegiatan tersebut mendapat perhatian utama dalam hal penghitungan 
biaya maupun pengalokasian dana.  Kedua, untuk memudahkan  perubahan 
terhadap jumlah dana pendamping BOS, jika nantinya setelah surplus atau 
defisit dana diketahui, jumlah dana pendamping BOS tersebut akan disesuaikan 
dengan dana yang tersedia (dinaikkan atau diturunkan) 

2. Untuk setiap kegiatan, ditetapkan jenis satuan yang akan digunakan.  Jenis 
satuan digunakan untuk menetapkan volume dari setiap kegiatan untuk setiap 
tahunnya.  Biaya setiap kegiatan akan dihitung berdasarkan harga dari jenis 
satuan yang digunakan. 
Contoh jenis satuan: 

 “Ruang Kelas” digunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas. 

 “Siswa/tahun” digunakan untuk kegiatan pemberian bea siswa bagi siswa 
kurang mampu. 

3. Setelah jenis satuan untuk masing-masing kegiatan ditetapkan, maka volume 
dari setiap kegiatan dicantumkan untuk setiap tahun.  Informasi tentang 
volume dari setiap kegiatan untuk setiap tahun seharusnya sudah ditetapkan 
sebelumnya pada tahap formulasi Program/Kegiatan Renstra. 

4. Untuk setiap tahun, perlu ditetapkan atau dihitung harga satuan dari setiap 
jenis satuan untuk setiap kegiatan. 
Harga satuan dari setiap kegiatan untuk setiap tahun dihitung dengan 
mengasumsikan adanya kenaikan untuk setiap tahun dari tahun sebelumnya, 
karena harga biasanya tidak pernah turun.  Untuk setiap harga satuan, asumsi 
yang digunakan untuk memperkirakan kenaikan setiap tahun dicantumkan pada 
bagian bawah format.   
 
Misalnya: 
Kenaikan harga satuan untuk setiap program/kegiatan, kecuali kenaikan gaji, 
untuk setiap tahun dihitung mengikuti asumsi kenaikan inflasi.  Sedangkan 
kenaikan gaji diperkirakan lebih tinggi dari perkiraan kenaikan inflasi. 

5. Setelah volume dan harga satuan dari setiap kegiatan ditetapkan untuk setiap 
tahunnya, biaya dari setiap kegiatan untuk setiap tahun dihitung dengan 
mengalikan volume dengan harga satuan. 

6. Untuk kepentingan advokasi ataupun negosiasi, perlu dihitung jumlah volume 
dan biaya dari masing-masing kegiatan untuk 5 tahun periode perencanaan. 

Harga satuan 
Karena rencana strategis merupakan dokumen perencanaan dan bukan dokumen 
operasional anggaran, maka harga satuan untuk setiap kegiatan dihitung pada tingkat 
agregat.  Misalnya,  
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(a) Harga satuan per guru digunakan untuk penyelenggaraan program pelatihan 
PAKEM.  Harga satuan ini sudah termasuk biaya honor pelatih, biaya sewa ruang 
pelatihan, biaya bahan pelatihan, biaya transpor peserta, biaya makan dan minum 
peserta, dan lain-lain,  

(b) Harga satuan per ruang digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru. Harga 
satuan ini sudah termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pembelian 
bahan bangunan, biaya perjalanan dinas untuk monitoring, dan seterusnya. 

 
Jika harga satuan agregat untuk suatu kegiatan sudah ada, maka tidak perlu dihitung 
lagi.  Tetapi, jika suatu kegiatan belum mempunyai harga satuan karena mungkin 
sebelumnya belum pernah dilaksanakan atau karena sebelumnya biayanya tidak 
dihitung secara lengkap, maka harga satuan agregatnya perlu dihitung dengan 
menggunakan format Excel: Perhitungan Harga Satuan, sebagaimana contoh pada 
Lampiran 2.  Cara menggunakan format Perhitungan Harga Satuan dijelaskan pada 
bagian bawah lampiran tersebut. 

Langkah-2: Membuat Proyeksi Ketersediaan Dana 

Langkah-2 ini pertama menjelaskan mengenai sumber-sumber yang biasanya 
mengalokasikan dana untuk pembiayaan sektor pendidikan di kabupaten/kota.  
Berikutnya, menjelaskan cara membuat proyeksi ketersediaan dana untuk masing-
masing sumber dana tersebut. 

1. Sumber Pendanaan Sektor Pendidikan di Kabupaten/Kota 
Berikut ini adalah sumber-sumber yang biasanya mengalokasikan dana untuk 
pembiayaan sektor pendidikan di kabupaten/kota: 
 

 APBD Kabupaten/Kota (termasuk Dana Alokasi Khusus dari APBN) 

 APBD Provinsi 

 APBN (Dana Dekonsentrasi dari Kemdiknas) 
 
Anggaran dari APBN untuk sektor pendidikan di kabupaten/kota yang tidak dianalisis 
disini adalah anggaran  Agama.  Anggaran  Agama tidak disertakan karena 
diperuntukkan bagi pembiayaan madrasah-madrasah negeri, yang 
penyelenggaraannya bukan merupakan tanggung jawab pemerintah kab/kota. 

APBD Kabupaten/Kota 

Pada kenyataannya, dana-dana yang tersedia bagi sektor pendidikan didalam APBD 
kab/kota mencakup dana yang tercantum pada dokumen anggaran dari: (1) satuan-
satuan kerja dibawah urusan pendidikan; dan (2) beberapa satuan kerja lainnya yang 
tidak dibawah urusan pendidikan. Dana-dana sektor pendidikan pada anggaran 
satuan-satuan kerja di luar urusan pendidikan ini disertakan dalam menghitung 
anggaran sektor pendidikan dari APBD Kab/Kota.  Misalnya, dana untuk pendamping 
BOS Pusat, karena bersifat penyaluran dana tunai ke sekolah-sekolah, sesuai 
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Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan nomor 59 tahun 20073 ada pada dokumen 
anggaran Bagian Keuangan Sekretariat Daerah atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah. 

APBD Provinsi 

Sesuai PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah 
provinsi juga mempunyai tanggung jawab dan kewenangan di bidang pendidikan, yang 
antara lain sebagai berikut: 

 Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program 
studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

 Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf international 
sesuai kewenangannya. 

 Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada 
pendidikan menengah. 

 Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
dan pendidikan nonformal. 

 Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota 
 
UU 20 Tahun 2003, Pasal 49, Ayat (1), yang sudah mendapat keputusan dari 
Mahkamah Konstitusi (alokasi 20% dari APBD dihitung termasuk gaji pendidik), 
mengamanatkan alokasi dana pendidikan sebesar 20% termasuk dari APBD Provinsi.  
Selama ini, alokasi anggaran dari APBD Provinsi untuk sektor pendidikan masih sangat 
kecil dibandingkan dengan 20% yang diamanatkan oleh UU20/2003.  Dengan 
demikian, di tahun-tahun mendatang, kontribusi pembiayaan terhadap sektor 
pendidikan di kabupaten/kota oleh APBD Provinsi diperkirakan akan meningkat cukup 
tinggi. 
 
Sama dengan analisis terhadap APBD Kab/Kota, analisis terhadap APBD Provinsi 
mencakup dana-dana yang tercantum pada dokumen anggaran dari: (1) satuan-satuan 
kerja dibawah urusan pendidikan; dan (2) beberapa satuan kerja lainnya yang tidak 
dibawah urusan pendidikan.  Dana-dana dimaksud adalah yang manfaatnya 
diperuntukkan bagi sektor pendidikan di kabupaten/kota, baik yang disalurkan dalam 
bentuk dana tunai ke pemerintah kab/kota dan sekolah-sekolah di kab/kota, maupun 
dalam bentuk natura.  Contoh dana untuk sektor pendidikan di kab/kota dalam bentuk 
natura adalah penyelenggaraan pelatihan bagi guru-guru kab/kota oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi. 

 

 

                                                      
3
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Nomor 59 

Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
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APBN 
Anggaran untuk sektor pendidikan di kabupaten/kota dari APBN yang dianalisis disini 
mencakup: 

a. Dana Dekonsentrasi 
Berdasarkan peraturan, dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kewenangan 
Pemerintah Pusat di daerah provinsi yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat.  Namun, pada praktiknya, Pemerintah Pusat (melalui 
Kemdiknas) melaksanakan dan mendanai program/kegiatan untuk urusan 
pendidikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kab/Kota melalui 
mekanisme dekonsentrasi. 
Di tingkat Pemerintah Pusat, dana dekonsentrasi, yang manfaatnya untuk sektor 
pendidikan di kab/kota, tercakup di dalam anggaran  Pendidikan Nasional 
(Kemdiknas).  Program/kegiatan dekonsentrasi untuk bidang pendidikan biasanya 
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.  Pencatatan dan pengelolaan 
keuangan dari penyelenggaraan dana dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari 
program/kegiatan APBD Provinsi. Untuk informasi, dana BOS untuk semua jenis 
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta (SDN, SDS, 
SMPN, SMPS) terdapat pada dokumen anggaran Kemdiknas dan disalurkan melalui 
mekanisme dekonsentrasi Kemdiknas. 

b. Dana Kemdiknas Yang Dikelola Sendiri 
Kemdiknas juga mempunyai program/kegiatan yang dilaksanakan dan dikelola 
sendiri yang manfaatnya untuk sektor pendidikan di kabupaten/kota, misalnya 
kegiatan-kegiatan pelatihan guru yang dilaksanakan dan dikelola oleh LPMP 
(Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) sebagai Unit Pelaksana Teknis Kemdiknas. 

2. Pembuatan Proyeksi Ketersediaan Dana 
Untuk menyusun rencana strategis sektor pendidikan kabupaten/kota yang bersifat 
multi tahun dan multi sumber, proyeksi ketersediaan dana perlu dibuat untuk semua 
sumber dana (APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, dan APBN) dan untuk setiap tahun 
periode rencana. Proyeksi tersebut disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 Melakukan analisis belanja sektor pendidikan 

 Melakukan analisis kebijakan sektor pendidikan  

 Membuat proyeksi ketersediaan dana sektor pendidikan 

Analisis Belanja Sektor Pendidikan 

Langkah-langkah pembuatan analisis belanja sektor pendidikan dari semua sumber 
dana secara detil dijelaskan didalam suatu buku panduan terpisah tentang analisis 
keuangan pendidikan Kabupaten/Kota (AKPK).  Berikut ini dijelaskan secara singkat 
tentang langkah-langkah pembuatan analisis belanja sektor pendidikan dari semua 
sumber dana, yang relevan dalam pembuatan Rencana Biaya dan Rencana Pendanaan 
Renstra:  

a) membuat analisis belanja sektor pendidikan dari APBD Kab/Kota untuk dua tahun 
terakhir 



104 
 

Secara garis besar, langkah-langkah analisis belanja sektor pendidikan dari APBD 
Kab/Kota adalah sebagai berikut: 

 menghitung total anggaran belanja sektor pendidikan dalam dua tahun 
terakhir (tahun berjalan dan tahun sebelumnya) dan kenaikan/penurunan di 
tahun berjalan dari tahun sebelumnya, serta persentase total anggaran belanja 
sektor pendidikan untuk kedua tahun tersebut terhadap total belanja APBD 
Kab/Kota. 

 menghitung total belanja gaji dan total belanja operasional non-gaji non-
sekolah (yang rutin) yang merupakan bagian dari total anggaran belanja sektor 
pendidikan untuk dua tahun berakhir tersebut, serta persentase-
persentasenya untuk kedua tahun tersebut terhadap total belanja sektor 
pendidikan. 

 
Tujuan dari kedua langkah diatas adalah untuk menghitung besarnya dana diskresi 
yang tersedia untuk membiayai program/kegiatan pembangunan sektor 
pendidikan yang diformulasikan didalam Renstra.  Dana diskresi merupakan dana 
yang tersisa untuk membiayai program/kegiatan pembangunan pendidikan setelah 
total anggaran sektor pendidikan yang tersedia dikurangi dengan dana-dana yang 
penggunaannya tidak dapat dirubah/sudah tetap (committed funds), misalnya 
untuk pembayaran gaji dan pembayaran biaya operasional non-gaji non-sekolah 
yang rutin (misalnya biaya operasional kantor dinas pendidikan dan kantor cabang 
dinas pendidikan). 
 
Hasil dari analisis belanja sektor pendidikan dari APBD Kab/Kota dimasukkan 
kedalam format Excel sebagaimana contoh pada Lampiran 3. 

 membuat analisis belanja sektor pendidikan dari APBN (Dana Dekonsentrasi) dan 
APBD Provinsi untuk dua tahun terakhir guna mengetahui prioritas dan pola 
belanja, antara lain dengan: 

 Membuat daftar program/kegiatan yang didanai oleh APBN (Dana 
Dekonsentrasi) dan APBD Provinsi dengan menggunakan contoh format-
format Excel yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Daftar program/kegiatan 
APBN tidak mencantumkan dana BOS karena kegiatan pemberian dana BOS 
dari APBN kepada sekolah-sekolah di kabupaten/kota juga tidak dimasukkan 
dalam Renstra Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Yang dimasukkan dalam 
Renstra Dinas Pendidikan kabupaten/kota adalah kegiatan dana 
pendamping BOS dari APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi. 

 Mempelajari prioritas-prioritas dalam pengalokasian anggaran belanja.  
Langkah ini mempelajari jenjang-jenjang atau program/kegiatan apa saja 
yang mendapat prioritas dalam pengalokasian anggaran dari APBN maupun 
APBD Provinsi.   

 Mengidentifikasi apakah ada kriteria-kriteria tertentu yang digunakan dalam 
memilih daerah yang didukung/dibantu dengan dana; misalnya,  yang 
kinerjanya rendah, angka kemiskinannya tinggi, daerah terpencilnya  
banyak, atau kriteria lain. 
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Informasi yang didapat dari kedua langkah terakhir di atas akan digunakan 
ketika melakukan pengalokasian proyeksi dana tersedia pada kebutuhan dana 
(Langkah 3 dari Penyusunan Rencana Biaya dan Rencana Pendanaan). 

Analisis Kebijakan Sektor Pendidikan 

Analisis kebijakan sektor pendidikan mencakup analisis terhadap kebijakan 
pembiayaan pendidikan yang saat ini berlaku dan mengidentifikasi kebijakan-
kebijakan baru yang dapat berdampak pada jenis program/kegiatan yang dapat 
didanai dan besarnya nilai pendanaan di tahun-tahun periode perencanaan. Di 
berbagai tingkat pemerintahan, hal ini berarti menganalisis dokumen-dokumen 
berikut:  
 
 Pemerintah Pusat 

Strategi Pembiayaan Program Prioritas (Rencana Strategis/Renstra  Pendidikan 
Nasional/Kemdiknas) dan dokumen-dokumen renstra lain yang sejenis (jika ada). 
 

 Pemerintah Provinsi 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Renstra 
Dinas Pendidikan Provinsi. 
 

 Pemerintah Kabupaten/Kota 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota. 

Membuat Proyeksi Ketersediaan Dana 

Setelah analisis belanja dan analisis kebijakan sektor pendidikan dilakukan, maka 
dibuat proyeksi ketersediaan dana bagi sektor pendidikan untuk setiap tahun selama 
periode rencana.  Proyeksi ketersediaan dana dibuat untuk setiap sumber pendanaan 
(APBD Kab/Kota, APBN, dan APBD Provinsi) dan didasarkan pada asumsi-asumsi yang 
realistis serta informasi yang didapat dari kedua langkah sebelumnya, yaitu analisis 
belanja dan analisis kebijakan sektor pendidikan. 
 
Contoh format-format Excel yang digunakan untuk membuat proyeksi ketersediaan 
dana dapat dilihat pada Lampiran 4 (APBD Kab/Kota), Lampiran 5 (APBD Provinsi), dan 
Lampiran 6 (APBN).  Asumsi-asumsi yang digunakan dalam proyeksi ketersediaan 
dana dicantumkan pada bagian bawah masing-masing format Excel. 
 

Langkah-3: Mengalokasikan Proyeksi Dana Tersedia 
Pada Kebutuhan Dana dan Menyeimbangkan 
(Matching) 
Tahap ini adalah tahap yang sangat penting dan berikut ini adalah prinsip-prinsip panduan 
yang dapat diterapkan: 

a. Program-program dengan prioritas tinggi direncanakan untuk didanai dari APBD 
Kabupaten/Kota karena pemerintah kab/kota memiliki kewenangan penuh atas 
dana ini; 
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b. Program dengan prioritas lebih rendah direncanakan untuk didanai dari sumber 
yang kurang “pasti”, yaitu dari sumber di bawah kewenangan administrasi  
pemerintahan yang lebih tinggi (APBD Provinsi dan APBN) atau jika ada, sumber 
lain (misalnya: dunia usaha/dunia industri); 

c. Sumber dana dicocokkan dengan program dengan mempertimbangkan pola dan 
prioritas pengeluaran setiap sumber dana (jenjang pendidikan dan jenis dukungan). 
Misalnya, jika APBD Provinsi selama beberapa tahun terakhir mendukung 
pembangunan ruang kelas baru pada jenjang SMP dan fokus pada Renstra Dinas 
Pendidikan Provinsi juga demikian, maka usulan pendanaan untuk rencana 
pembangunan kelas baru SMP dapat diajukan kepada Pemerintah Provinsi (Dinas 
Pendidikan). 

 
Bila kebutuhan dana lebih besar dibandingkan dengan dana yang diproyeksikan tersedia, 
atau dengan kata lain jika diproyeksikan akan terjadi defisit dana, maka untuk 
menyeimbangkannya, ada tiga langkah yang dapat dilakukan: (a) proyeksi ketersediaan dana 
diperbesar dengan merubah asumsi-asumsi, atau (b) besaran ataupun lingkup satu atau 
beberapa program dapat dikurangi, atau (c) kedua langkah (a) dan langkah (b). 
Besaran ataupun lingkup satu atau beberapa program dapat dikurangi dengan cara berikut: 

a. Perkecil sasaran program; dengan misalnya, mengurangi jumlah sekolah yang 
akan direhabilitasi atau ruang kelas baru yang akan dibangun, atau mengurangi 
jumlah guru yang akan ditingkatkan kemampuannya.  

b. Perpanjang periode pencapaian sasaran; misalnya, sebuah program yang 
direncanakan selesai dalam jangka waktu 3 tahun, diperpanjang menjadi 5 
tahun.  

c. Tinjau ulang rancangan program untuk menerapkan solusi-solusi yang lebih 
murah; misalnya, pembangunan unit sekolah baru (USB) diganti dengan 
penambahan ruang kelas baru (RKB), SD/SMP satu atap, atau rehabilitasi ruang 
kelas sekolah-sekolah swasta. 

 
Proses penyeimbangan di atas dapat dilakukan berulang-ulang hingga kebutuhan dana 
seimbang dengan proyeksi dana.  Namun, untuk keperluan advokasi, misalnya untuk 
mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar bagi sektor pendidikan dapat juga 
ditunjukkan defisit dana.  Contoh format Excel untuk membuat Rencana Pendanaan dan 
Pembiayaan dapat dilihat di Lampiran 7. Didalam laporan Renstra, ringkasan dari Rencana 
Biaya dan Pendanaan perlu dicantumkan, sebagaimana contoh format Excel pada Lampiran 
7. 
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TAHAP 

VI 

PENYUSUNAN RENCANA 
MONITORING DAN EVALUASI 

 

Langkah-1: Menyiapkan Rancangan Monitoring Dan 
Evaluasi 

 
Tujuan tahap ini adalah untuk menetapkan rancangan model monitoring dan evaluasi 
(monev) yang akan digunakan. Monitoring dan evaluasi merupakan serangkaian 
kegiatan yang sistematis dan teratur untuk mendapatkan dan menggunakan data dan 
informasi sebagai dasar perbaikan implementasi program.  
 
Tujuan monev adalah untuk menilai sejauh mana rencana program/kegiatan telah 
dilaksanakan dan sejauh mana dampak kegiatan tersebut terhadap perubahan 
kelompok sasaran. 
 
Manfaat dari monev adalah untuk mengenali masalah pelaksanaan program, 
melakukan koreksi/perbaikan pelaksanaan program, mengukur pencapaian sasaran 
program, dan menilai tren perubahan yang diharapkan.  Monitoring lebih 
menekankan pada pelaksanaan program sedangkan evaluasi lebih menekankan pada 
perubahan yang terkait dengan hasil dan dampak program.  Pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi diharapkan dapat menjamin apakah program tetap berorientasi 
terhadap manfaat bagi kelompok sasaran dan dapat menilai apakah program yang 
dijalankan tersebut efisien, produktif, dan efektif.  
 

Bagan 10: Model Monitoring Dan Evaluasi 

 
PRODUKTIVITAS 

EFISIENSI 

EFEKTIVITAS 

TUJUAN 

INDIKATOR 

PROSES INPUT OUTPUT/ 
OUTCOME 
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Model monev yang dipakai hendaknya mencakup semua komponen sistem, seperti 
input (berbkaitan dengan sumberdaya yang digunakan), proses (bagaimana 
program diimplementasikan), dan hasil (baik berupa output maupun outcome), 
serta menilai apakan hasil tersebut dapat mencapai tujuan berdasarkan indikator 
yang dikembangkan. 

 

Langkah-2: Menyiapkan Indikator Pencapaian Kinerja 
Renstra 

Keberhasilan suatu Program dapat diukur melalui pencapaian indikator yang telah 
ditetapkan pada perumusan program dan kegiatan, seperti tercatum pada Tahap IV. 
Beberapa contoh indikator pendidikan meliputi: 

1) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan 
Suatu petunjuk atau keterangan yang dapat digunakan untuk mengukur 
keberhasilan pembangunan pendidikan dilihat dari segi peningkatan dan 
pemerataan partisipasi/akses pendidikan. Indikator kunci yang dapat digunakan 
antara lain: 

 Angka Melanjutkan (AM) 
 Angka Partisipasi Kasar (APK) 
 Angka Partisipasi Murni (APM) 
 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 
 

2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing 
Suatu petunjuk atau keterangan yang dapat digunakan untuk mengukur 
keberhasilan pembangunan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan 
masyarakat yang bermutu, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan 
masyarakat. Indikator kunci yang dapat digunakan  antara lain: 

 Persentase Kepala Sekolah dan Guru menurut Ijazah Tertinggi (% GI) 
 Persentase Kelayakan Mengajar Kepala Sekolah dan Guru (% GL) 
 Persentase Ruang Kelas Menurut Kondisi (% RK) 
 Persentase Fasilitas Terhadap Jumlah Sekolah (%FS) 
 Angka Lulusan (AL) 
 Angka Mengulang Kelas (AMK) 
 Angka Putus Sekolah (APTS) 
 

Contoh Indikator yang lengkap dapat dilihat pada Lampiran 8 yaitu indikator bidang 
pendidikan pada RPJMN 2010-2014. 
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Langkah-3: Mengidentifikasi Unit Kerja Yang Dapat 
Melakukan Monitoring Dan Evaluasi 

 
Tujuan pada tahap ini adalah untuk mengidentifikasi unit kerja mana yang dapat 
melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Renstra. Unsur-unsur yang dapat 
melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Renstra meliputi: 

1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang Pendidikan 
3. Satuan Pendidikan 
4. Dewan Pendidikan, dan 
5. Komite Sekolah 

 
1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 
Secara fungsional, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki unit kerja yang 
bertanggungjawab terhadap monitoring dan evaluasi, yang berada di bawah bagian 
perencanaan. Eselonisasi Bagian Perencanaan bervariasi antar kabupaten/kota; di 
beberapa kabupaten, Bagian Perencanaan berbentuk Subdin atau setingkat dengan 
eselon 3, tetapi di kabupaten lainnya bagian ini berbentuk Subbag, di bawah Bagian 
Tata Usaha atau setingkat eselon 4. Tupoksi pada unit ini mencakup monitoring dan 
evalusi. 
 
2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meliputi Kantor Cabang Dinas (KCD) 
Pendidikan dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Kedua jenis UPTD tersebut memiliki 
fungsi monitoring dan evaluasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan 
yang tertuang dalam tupoksi masing-masing. 
  
3) Satuan Pendidikan (Sekolah) 
Pencapaian indikator kinerja pendidikan sesungguhnya berada pada satuan 
pendidikan/sekolah yang dapat diagregat ke tingkat KCD pendidikan dan Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota. Selain menggunakan indikator yang dapat diagregat ke 
tingkat kabupaten/kota, seperti indikator dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), 
pada tingkat sekolah dapat juga digunakan indikator yang dipakai pada ”School 
Report Card” 
 
4) Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah 
Dewan Pendidikan, telah dilibatkan secara aktif pada proses penyusunan Renstra; 
dengan demikian, diharapkan terlibat dalam melakukan monitoring dan evaluasi 
Renstra. Hal ini sesuai dengan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang 
antara lain adalah melakukan monitoring terhadap program-program Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota bagi Dewan Pendidikan dan program-program sekolah 
bagi Komite Sekolah. 
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5) Unit lain yang relevan  
Pada beberapa program, seperti BOS, DAK bidang Pendidikan, dan lainnya telah 
mendesain kegiatan monev sebagai suatu tahapan kegiatan yang harus dilakukan 
baik dilakukan secara internal oleh pelaksana program maupun oleh pihak eksternal. 

 

Langkah-4: Melakukan Analisis Hasil Monitoring Dan 
Evaluasi 

 
Tujuan tahap ini adalah untuk memeberikan gambaran bagaimana data dan informasi 
yang diperoleh melalui monev dinalisis. Analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan 
dari monev yaitu untuk: 1) mengukur tingkat ketercapaian sasaran berdasarkan 
periode waktu tertentu (tahunan), 2) memprediksi keberhasilan di akhir program, jika 
evaluasi dilakukan pada tengah masa, dan 3) mengukur tingkat keberhasilan 
program, pada akhir masa Renstra. 
 
1) Mengukur Tingkat Ketercapaian Sasaran Program 
Untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran diperlukan seperangkat data pada 
setiap indikator keberhasilan. Pertama adalah data baseline yang menggambarkan 
kondisi awal sebelum program/kegiatan dilaksanakan. Berikutnya adalah data hasil 
monitoring ke i (i = 1,2,3,… ke n) yang dapat memberikan gambaran perkembangan 
pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, seperti tampak pada Tabel 64 di 
bawah. 
 
2) Memprediksi keberhasilan program 
Salah satu lingkup evaluasi adalah evaluasi tengah masa (mid-term evaluation) atau 
dikenal juga dengan on-going evaluation. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan bahan 
untuk melakukan prediksi, apakah sasaran program akan tercapai sesuai dengan 
rencana, lebih rendah atau lebih tinggi.  
 
Jika hasil proyeksi menunjukkan adanya kecenderungan tingkat pencapaian indikator 
kinerja lebih rendah dari rencana, maka perlu dicari kendala-kendala yang 
menyebabkan rendahnya tingkat pencapaian tersebut. Selain itu, alternatif-alternatif 
kebijakan yang perlu diformulasikan agar sasaran program dapat tercapai sesuai 
rencana. Alternatif-alternatif kebijakan yang disarankan dapat mencakup perubahan 
sumberdaya yang dibutuhkan, strategi yang digunakan, serta kebijakan yang 
diterapkan. 
 
3) Mengukur Tingkat Keberhasilan Program 
Indikator keberhasilan program berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan  perlu 
diukur tingkat pencapaiannya melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Data 
baseline diisi sesuai dengan data yang ada pada profil pendidikan, data monitoring ke 
i disesuaikan dengan hasil monitoring yang dilakukan pada tahun ke berapa ( i = 1, 2, 
3, … dst.) seperti tampak pada Tabel berikut: 
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Tabe 64: Perkembangan Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan Hasil Monitoring Dan 
Evaluasi ke i (1, 2, 3, …) 

 

Contoh Indikator 
Kinerja 

Baseline Monitoring 
ke 1 

Monitoring 
ke 2 

Monitoring 
ke n 

Angka Partisipasi 
Sekolah 7-12 tahun 

    

Angka melanjutkan 
SD ke SMP 

    

Angka Putus 
Sekolah SD 

    

Angka Mengulang 
Kelas SD 

    

….     

Dst     

 
Data dan informasi hasil monitoring yang berupa capaian kinerja selanjutnya dapat 
dianalisis untuk bahan evaluasi, yaitu untuk melihat apakah program/kegiatan yang 
dijalankan tersebut efisien dan efektif. 
 
Laporan evaluasi, selain melaporkan kendala-kendala yang dihadapi dalam 
pencapaikan sasaran secara kuantitatif, juga mendokumentasikan keberhasilan-
keberhasilan program yang melampaui sasaran. Dokumentasi keberhasilan ini 
dijadikan sebagai good practice agar dapat dipelajari dan dilanjutkan pada periode 
perencanaan berikutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

DAFTAR SINGKATAN 
 

ABA 

AM 

AMK  

APK 

APM 

APS 

APTS 

BOS 

DAK 

FTE 

KCD 

KKG 

KUA                 

MGMP 

MONEV 

NUPTK 

PAKEM 

PAUD 

PKBM 

RKB 

RPJPD 

RPJMD 

RPS 

RKS 

RPK 

SKB 

SKPD 

UASBN 

UN 

UPTD 

USB 

TBM 

Angka Buta Aksara 

Angka Melanjutkan 

Angka Mengulang Kelas 

Angka Partisipasi Kasar 

Angka Partisipasi Murni 

Angka Partisipasi Pendidikan 

Angka Putus Sekolah 

Bantuan Operasional Sekolah 

Dana Alokasi Khusus 

Full Time Equivalent 

Kantor Cabang Dinas 

Kelompok Kerja Guru 

Kebijakan Umum APBD 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

Monitoring dan Evaluasi 

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Pengajaran Aktif Kreatif Efektif Menyenangkan 

Pendidikan Anak Usia Dini 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

Ruang Kelas Baru 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Rencana Pengembangan Sekolah 

Rencana Kerja Sekolah 

Rencana Pengembangan Kapasitas 

Sanggar Kegiatan Belajar 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional 

Ujian Nasional 

Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Unit Sekolah Baru 

Taman Bacaan Masyarakat 



 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
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 ESTIMASI BIAYA PROGRAM/KEGIATAN 

 KABUPATEN/ KOTA ……………………. 

 PERIODE 2009 – 2013 

(dalam ribuan rupiah)                     Halaman 1 dari 4 

Sasaran Program dan Kegiatan Ref. Jenis 

2009 2010 2011 

Satuan 
Biaya 

Satuan 
Biaya 

Satuan 
Biaya 

Vol. Harga Vol. Harga Vol. Harga 

1 2  3 4 5 6 7=5x6 8 9 10=8x9 11 12 13=11x12 

I Akses 

Pendamping Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) 
Dari APBD Kab/Kota dan 
APBD Provinsi 

        28,190,000      44,763,000      78,145,000  

    1. Untuk SD   Siswa/thn 228,000  100  22,800,000  234,120  150  35,118,000  240,240  250  60,060,000  

    2. Untuk SMP   Siswa/thn 48,900 100 4,890,000 56,300 150 8,445,000 63,700 250 15,925,000 

    3. Untuk SMA/SMK     10,000  50 500,000 12,000  100 1,200,000 14,400  150 2,160,000 

II Program Pendidikan Anak Usia Dini           2,000,000     2,040,000     2,080,800 

III 
Program wajib belajar pendidikan 
dasar 9 tahun.  

          145,000,000      167,500,000      193,850,000  

III.1 SD/MI           80,000,000     96,000,000     115,200,000 

  SubProgram 1: Akses                        
  Meningkatkan angka partisipasi menjadi 

100 % pada 2013 dengan 
memperhatikan pertambahan anak usia 
sekolah, khususnya di 36 kecamatan 
yang nilai  APS-nya masih < 95% pada 
tahun 2008 

                        

  

  

1.1 pembangunan ruang kelas 
baru; (untuk menampung 97 
rombel per tahun selama 6 
tahun) 

  RKB 204  50,000  10,200,000  204  52,500  10,710,000  204  55,125  11,245,500  

  
  

1.2 pengadaan mebeuler dan 
sarana kelas baru 

  Ruang 204  7,000  1,428,000  204  7,350  1,499,400  204  7,718  1,574,370  

    1.3 pengadaan guru baru   Guru/thn 150  18,000  2,700,000  150  19,350  2,902,500  150  20,801  3,120,188  

    
1.4 pemberian bea siswa bagi 
siswa rawan putus sekolah 

  Siswa/thn 10,000  240  2,400,000  10,000  252  2,520,000  10,000  265  2,646,000  

    
1.5 pemberian bea siswa bagi 
siswa rawan tidak melanjutkan 

  Siswa/thn 8,500  240  2,040,000  8,500  252  2,142,000  8,500  265  2,249,100  

    
1.6 pembentukan sekolah SD-
SMP satu atap 

  Unit 2  400,000  800,000  2  420,000  840,000  1  441,000  441,000  

    Total Biaya Sasaran         19,568,000      20,613,900      21,276,158  
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 ESTIMASI BIAYA PROGRAM/KEGIATAN 

 KABUPATEN/ KOTA ……………………. 

 PERIODE 2009 - 2013 

(dalam ribuan rupiah)                Halaman 2 dari 4 

Sasaran Program dan Kegiatan Ref. Jenis 

2012 2013 Total 5 Tahun 

Satuan 
Biaya 

Satuan 
Biaya Vol. Jumlah Biaya 

Vol. Harga Vol. Harga 

1 2  3 4 14 15 16=14x15 17 18 19=17x18 
20=5+8+11

+14+17 
21=6+9+12+1

5+18 

I Akses 

Pendamping Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) 
Dari APBD Kab/Kota dan 
APBD Provinsi 

        114,567,000      137,576,000    403,241,000  

    1. Untuk SD   Siswa/thn 246,360  350  86,226,000  252,480  400  100,992,000  1,201,200  305,196,000  

    2. Untuk SMP   Siswa/thn 71,100 350 24,885,000 78,500 400 31,400,000 318,500  85,545,000  

    3. Untuk SMA/SMK     17,280  200 3,456,000 20,736  250 5,184,000 74,416  12,500,000  

II Program Pendidikan Anak Usia Dini           2,122,416     2,164,864   10,408,080  

III 
Program wajib belajar pendidikan 
dasar 9 tahun.  

          232,620,000      244,251,000    983,221,000  

III.1 SD/MI           138,240,000     145,152,000   574,592,000  

  SubProgram 1: Akses                     

  Meningkatkan angka partisipasi menjadi 
100 % pada 2013 dengan 
memperhatikan pertambahan anak usia 
sekolah, khususnya di 36 kecamatan 
yang nilai  APS-nya masih < 95% pada 
tahun 2008 

                      

  

  

1.1 pembangunan ruang kelas 
baru; (untuk menampung 97 
rombel per tahun selama 6 
tahun) 

  RKB 204  57,881  11,807,775  204  60,775  12,398,164  1,020  56,361,439  

  
  

1.2 pengadaan mebeuler dan 
sarana kelas baru 

  Ruang 204  8,103  1,653,089  204  8,509  1,735,743  1,020  7,890,601  

    1.3 pengadaan guru baru   Guru/thn 150  22,361  3,354,202  150  24,038  3,605,767  750  15,682,656  

    
1.4 pemberian bea siswa bagi 
siswa rawan putus sekolah 

  Siswa/thn 10,000  278  2,778,300  10,000  292  2,917,215  50,000  13,261,515  

    
1.5 pemberian bea siswa bagi 
siswa rawan tidak melanjutkan 

  Siswa/thn 8,500  278  2,361,555  8,500  292  2,479,633  42,500  11,272,288  

    
1.6 pembentukan sekolah SD-
SMP satu atap 

  Unit     0    0  0  5  2,081,000  

    Total Biaya Sasaran         21,954,920      23,136,521    106,549,499  
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(dalam ribuan rupiah)                     Halaman 3 dari 4 

Sasaran Program dan Kegiatan Ref. Jenis 

2009 2010 2011 

Satuan 
Biaya 

Satuan 
Biaya 

Satuan 
Biaya 

Vol. Harga Vol. Harga Vol. Harga 

1 2  3 4 5 6 7=5x6 8 9 10=8x9 11 12 13=11x12 

  SubProgram 2: Pemerataan                         

  

Pada 2012, jumlah Ruang Kelas kondisi 
baik dan rusak ringan meningkat dari 61 
% menjadi 100% dan menurunkan 
tingkat kerusakan ruang kelas rusak 
berat  dari 33,45% menjadi 0%. Total 
ruang kelas sebesar 2.900 ruang kelas.   

2.1 Sampai dengan 2012, 
terdapat perbaikan ruang kelas 
rusak ringan di sekolah yang 
membutuhkan (tersedia rombel 
yang memanfaatkan kelas tsb.) 
untuk  2.400 ruang kelas SD 

  Ruang 500  40,000  20,000,000  600  42,000  25,200,000  700  44,100  30,870,000  

    

2.2 Sampai dengan 2010, 
terdapat perbaikan ruang kelas 
rusak berat di MI sebanyak 500 
ruang kelas rusak berat. 

  Ruang 250  40,000  10,000,000  250  42,000  10,500,000        

    Total Biaya Sasaran         30,000,000      35,700,000      30,870,000  

  SubProgram 3: Mutu Pendidikan                         

1  …………………………….. dst.nya    …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

2  …………………………….. dst.nya    …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 

    Total Biaya Sasaran         ….     ….     …. 

  SubProgram 4: …………… dstnya                         

              

III.2 Sasaran Pembangunan SMP/MTs             

IV Program ……………….. dst.nya                         

V Program ……………….. dst.nya                         

  
TOTAL ESTIMASI BIAYA 
SEMUA PROGRAM 

    225,000,000   275,000,000   325,000,000 

              

  Asumsi Yang Dipakai       2010 2011 

  Kenaikan Inflasi         5.0%    5.0%   

  Kenaikan Gaji         7.5%    7.5%   
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 (dalam ribuan rupiah)                Halaman 4 dari 4 

Sasaran Program dan Kegiatan Ref. Jenis 

2012 2013 Total 5 Tahun 

Satuan 
Biaya 

Satuan 
Biaya Vol. Jumlah Biaya 

Vol. Harga Vol. Harga 

1 2  3 4 14 15 16=14x15 17 18 19=17x18 
20=5+8+11

+14+17 
21=6+9+12+1

5+18 

  SubProgram 2: Pemerataan                      

  
Pada 2012, jumlah Ruang Kelas kondisi 
baik dan rusak ringan meningkat dari 61 
% menjadi 100% dan menurunkan 
tingkat kerusakan ruang kelas rusak 
berat  dari 33,45% menjadi 0%. Total 
ruang kelas sebesar 2.900 ruang kelas.   

2.1 Sampai dengan 2012, 
terdapat perbaikan ruang kelas 
rusak ringan di sekolah yang 
membutuhkan (tersedia rombel 
yang memanfaatkan kelas tsb.) 
untuk  2.400 ruang kelas SD 

  

Ruang 600  46,305  27,783,000      0  2,400  103,853,000  

    

2.2 Sampai dengan 2010, 
terdapat perbaikan ruang kelas 
rusak berat di MI sebanyak 500 
ruang kelas rusak berat. 

  Ruang             500  20,500,000  

    Total Biaya Sasaran        27,783,000      0    124,353,000  

  SubProgram 3: Mutu Pendidikan                      

1  …………………………….. dst.nya    …. …. …. …. …. …. …. …. 

2  …………………………….. dst.nya    …. …. …. …. …. …. …. …. 

    Total Biaya Sasaran       ….     ….   …. 

  SubProgram 4: …………… dstnya                      

             

III.2 Sasaran Pembangunan SMP/MTs                

IV Program ……….……….. dst.nya                

V Program …… ……………dst.nya                

  
TOTAL ESTIMASI BIAYA 
SEMUA PROGRAM 
 

    400,000,000   425,000,000  1,650,000,000 

             

  Asumsi Yang Dipakai     2012 2013   

  Kenaikan Inflasi     5.0%     5.0%     

  Kenaikan Gaji     7.5%     7.5%     
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Cara pengisian format Estimasi Biaya Program/Kegiatan adalah sebagai berikut: 

1. Isi kolom Sasaran dan kolom Program/Kegiatan dengan setiap sasaran beserta 
program/kegiatannya yang sudah diformulasikan pada tahap IV sebelumnya. 
Jika ada program/kegiatan dana pendamping BOS (APBN), maka dianjurkan 
agar program/kegiatan tersebut dicantum sebagai yang pertama.  Hal ini akan 
mempermudah perubahan terhadap dana pendamping BOS per siswa jika 
nantinya akan dinaikkan atau diturunkan setelah surplus atau defisit dana 
diketahui. 

2. Isi kolom Referensi jika diperlukan. 
Misalnya, isi dengan nama sheet Excel Harga Satuan dari kegiatan ybs., jika 
harga satuannya didapat dari perhitungan. 

3. Isi kolom Jenis. 
Kolom ini diisi dengan jenis satuan yang akan dipakai, misalnya “ruang” untuk 
rehabilitasi ruang kelas atau “siswa/tahun” untuk pemberian bea siswa bagi 
siswa rawan putus sekolah. 

4. Isi kolom-kolom Volume untuk setiap tahun dalam periode perencanaan 
dengan volume dari setiap program/kegiatan yang sudah diformulasikan pada 
tahap IV sebelumnya. 

5. Isi kolom Volume untuk 5 tahun dengan menjumlah semua volume dari setiap 
program/kegiatan untuk setiap tahun dalam periode perencanaan. 

6. Isi kolom-kolom Harga Satuan dari setiap program/kegiatan untuk setiap tahun 
dalam periode perencanaan dengan kenaikan untuk setiap tahun (dari tahun 
sebelumnya) berdasarkan asumsi yang dicantumkan pada bagian bawah 
format. 

7. Cantumkan asumsi-asumsi yang digunakan untuk memperkirakan kenaikan 
harga satuan pada bagian bawah format. 
Misalnya: 
Kenaikan harga satuan untuk setiap program/kegiatan, kecuali kenaikan gaji, 
untuk setiap tahun dihitung mengikuti asumsi kenaikan inflasi.  Sedangkan 
kenaikan gaji diperkirakan lebih tinggi dari perkiraan kenaikan inflasi. 

8. Isi kolom-kolom Biaya dari setiap program/kegiatan untuk setiap tahun dengan 
cara mengalikan volume kegiatan dengan harga satuan kegiatan. 

9. Isi kolom Jumlah Biaya untuk 5 tahun dengan menjumlah semua biaya dari 
setiap program/kegiatan untuk setiap tahun dalam periode perencanaan. 
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PERHITUNGAN HARGA SATUAN : PHS1 

          

THN DSR PERHITUNGAN:  2008 

          

PROGRAM :  Pendidikan Anak Usia Dini 

          

KEGIATAN :   Rehabilitasi ringan gedung TK/RA (dilaksanakan swakelola)  

          

(dalam ribuan rupiah)        

Kegiatan 
Satuan 

Biaya 
Jenis Volume Harga 

1  2  3  4  5= 2 x 3 X 4 

 BELANJA PEGAWAI            1,200 

 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan              1,200  

 •   Ketua Tim      1  org  5  kali  60  300  

 •   Wakil      1  org  5  kali  50  250  

 •   Sekretaris      1  org  5  kali  40  200  

 •   Anggota      3  org  5  kali  30  450  

                    

 BELANJA BARANG DAN JASA              508,800  

 Belanja Bahan Pakai Habis                1,376  

 •   Alat tulis kantor      1  keg  1  keg  1,076  1,076  

 •   Dokumen/ administrasi tender    1  keg  2 paket 150  300  

 Belanja bahan baku bangunan untuk rehabilitasi 
ringan gedung TK/RA (dilaksanakan swakelola)  

50  TK/RA  1  unit  10,000  500,000  

 Belanja Cetak dan Penggandaan    1  keg  8,860  lbr  0.1  886  

 Belanja makanan dan minuman rapat              2,138  

 •   Rapat panitia      20  org  5  kali  4.5  450  

 •   Rapat sosialisasi dan evaluasi    125  org  3  kali  4.5  1,688  

 Belanja perjalanan dinas dalam daerah              4,400  

 •   Gol. IV      3  orang  10  kali  70  2,100  

 •   Gol. III      3  orang  10  kali  60  1,800  

 •   Gol. II      1  orang  10  kali  50  500  

     Total Biaya Kegiatan Untuk: 50 Gedung TK/RK 510,000  

   Jenis satuan: Gedung TK/RK Biaya Kegiatan Per Satuan: 10,200  

 

Langkah-langkah penghitungan harga satuan agregat adalah sebagai berikut: 

1. Beri nama pada setiap Perhitungan Harga Satuan sesuai nama sheet 
Excelnya. 
Misalnya, PHS1, PHS2, ...., ...., dst.nya. 

2. Isi tahun dasar perhitungan. 
Tahun dasar perhitungan disesuaikan dengan tahun dari harga harga 
komponen biaya yang digunakan.  Dengan demikian, dapat merupakan 
tahun anggaran sebelum tahun pertama periode perencanaan ataupun 
tahun pertama. 

3. Cantumkan nama program dan nama kegiatan yang harga satuannya akan 
dihitung. 

4. Tentukan komponen-komponen biaya dari kegiatan dan cantumkan pada 
baris-baris di kolom Kegiatan. 
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5. Tentukan jenis satuan masing-masing komponen biaya dan cantumkan 
pada kolom Jenis satuan. 

6. Tentukan volume masing-masing komponen biaya dan cantumkan pada 
kolom Volume. 

7. Tentukan harga satuan masing-masing komponen biaya dan cantumkan 
pada kolom Harga Satuan. 

8. Hitung biaya dari masing-masing komponen dengan mengalikan: jenis 
satuan x volume x harga satuan. 

9. Jumlah biaya semua komponen untuk mendapatkan total biaya kegiatan. 

10. Hitung harga satuan kegiatan dengan membagi total biaya kegiatan 
dengan total target kegiatan. 

 
Harga satuan untuk setiap sub-kegiatan dapat menggunakan (a) harga satuan yang riil 
terjadi, atau (b) harga satuan yang tercantum pada dokumen anggaran, atau (c) harga 
satuan yang tercantum pada  daftar harga satuan untuk berbagai jenis barang dan jasa yang 
biasanya setiap tahun dikeluarkan oleh pemerintah kab/kota. 
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Halaman 1 dari 2 
 
 

Kabupaten/Kota : 
……………………………………. 

 
       

         

Dana Sektor Pendidikan Dari APBD Kabupaten/Kota - Tahun 2007 & 2008 

(dalam ribuan rupiah)        

Uraian 
Tahun :  2007   Tahun :  2008   Naik (Turun) 

Rp % % Rp % % Rp % 

Total Belanja APBD Kab/Kota 1,111,151,130 100.0%   1,203,525,268 100.0%   92,374,138  8.3% 

Total Belanja Sektor Pendidikan 431,909,066 38.9% 100.0% 474,852,429 39.5% 100.0% 42,943,363  9.9% 

Belanja Gaji 304,609,658   70.5% 342,980,958   72.2% 38,371,300  12.6% 

Belanja Operasional - Non Sekolah 
(yang rutin) 

15,833,755   3.7% 24,469,324   5.2% 8,635,569  54.5% 

Dana Diskresi Untuk Sektor Pendidikan 111,465,653    25.8% 107,402,147    22.6% (4,063,506) -3.6% 

 
 
 

 
Kabupaten/Kota : …………………………………….  

   

Dana Sektor Pendidikan dari APBD Provinsi - Tahun 2007 & 2008 

   

(dalam ribuan rupiah)   

Uraian 
Tahun : 2007 Tahun : 2008 

Rp Rp 

1.  Perbaikan ruang kelas rusak ringan SD/MI 4,000,000  4,500,000  

2.  Perbaikan ruang kelas rusak berat SD/MI 1,500,000  2,000,000  

3.  Berbagai kegiatan untuk pembangunan SMP/MTs 
9,250,000  10,750,000  

   

   

      

Total Dana 14,750,000  17,250,000  

 



LAMPIRAN 3 

 122 

Halaman 2 dari 2 

 
Kabupaten/Kota : …………………………………….  

   

Dana Sektor Pendidikan dari APBN (Diluar BOS) - Tahun 2007 & 2008 

(dalam ribuan rupiah)   

Uraian 
Tahun : 2007 Tahun : 2008 

Rp Rp 

1.  Perbaikan ruang kelas rusak ringan SD/MI 4,000,000  4,500,000  

2.  Perbaikan ruang kelas rusak berat SD/MI 1,500,000  2,000,000  

3.  Berbagai kegiatan untuk pembangunan SMP/MTs 9,250,000  10,500,000  

4.  ………………………………… dst.nya   1,800,000  

     

      

Total Dana 14,750,000  18,800,000  
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Kabupaten/Kota : ……………………………………. 
            

                

 Proyeksi Ketersediaan Dana Sektor Pendidikan Dari APBD Kabupaten/Kota - Tahun 2009 s/d 2013 

(dalam ribuan rupiah)               (dalam ribuan rupiah) 

Uraian 
Tahun :  2009   Tahun :  2010   Tahun :  2011   Tahun :  2012   Tahun :    2013 

Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % 

Total Belanja APBD Kab/Kota 1,287,772,037  100.0%   1,377,916,079  100.0%   1,474,370,205  100.0%   1,577,576,119  100.0%   1,688,006,448  100.0%   

Total Belanja Sektor Pendidikan 547,303,116  42.5% 100.0% 620,062,236  45.0% 100.0% 700,325,847  47.5% 100.0% 788,788,060  50.0% 100.0% 844,003,224  50.0% 100.0% 

Belanja Gaji 360,130,006    65.8% 378,136,506    61.0% 397,043,332    56.7% 416,895,498    52.9% 437,740,273    51.9% 

Belanja Operasional - Non Sekolah (yang rutin) 27,365,156   5.0% 31,003,112   5.0% 35,016,292   5.0% 39,439,403   5.0% 42,200,161   5.0% 

Dana Diskresi Untuk Sektor Pendidikan 159,807,954    29.2% 210,922,618    34.0% 268,266,223    38.3% 332,453,159    42.1% 364,062,790    43.1% 

                

                

Asumsi Yang Dipakai:   2009     2010     2011     2012     2013  

1.  Naik (Turun) Total Belanja APBD Kab/Kota 
dari Tahun Sebelumnya (Lihat catatan) 

  7.0%     7.0%     7.0%     7.0%     7.0%  

2. Total Belanja Sektor Pendidikan (termasuk 
gaji) thd Total Belanja APBD Kab/Kota 

  42.5%     45.0%     47.5%     50.0%     50.0%  

3. Kenaikan Belanja Gaji Dari Tahun 
Sebelumnya 

  5.0%     5.0%     5.0%     5.0%     5.0%  

4. Persentase Belanja Operasional Non Gaji - 
Non Sekolah (yg rutin) Terhadap Total Belanja 
Sektor Pendidikan 

  5.0% 

  

  5.0%   

  

5.0%   

  

5.0%   

  

5.0% 

 

                

Catatan :                

1.  Sumber dari RPJMD                
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Kabupaten/Kota : ……………………………………. 
     

    

Proyeksi Ketersediaan Dana dari APBD Provinsi 

Tahun 2009-2013 

(dalam ribuan rupiah) 
 

      
  

Uraian 

Tahun :  2009 Tahun :  2010 Tahun :  2011 Tahun :  2012 Tahun :  2013 

Rp 
% Naik 
(Turun) 

* 
Rp 

% Naik 
(Turun) 

* 
Rp 

% Naik 
(Turun) 

* 
Rp 

% Naik 
(Turun) 

* 
Rp 

% Naik 
(Turun) 

* 

1. Dana pendamping BOS 14,095,000  22,381,500 59% 39,072,500 75% 57,283,500 47% 68,788,000 20% 

2.  Perbaikan ruang kelas rusak ringan SD/MI 5,000,000  11% 5,500,000  10% 6,050,000  10% 6,655,000  10% 7,320,500  10% 

3.  Perbaikan ruang kelas rusak berat SD/MI 2,500,000  25% 3,125,000  25% 3,437,500  10% 3,781,250  10% 4,159,375  10% 

4.  Berbagai kegiatan untuk pembangunan SMP/MTs 11,750,000  9% 12,925,000  10% 14,217,500  10% 15,639,250  10% 17,203,175  10% 

                     

                     

                      

Total Dana 33,345,000    43,931,500   62,777,500   83,359,000   97,471,050   

           

           

* Asumsi persentase naik (turun) dari tahun sebelumnya          
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Kabupaten/Kota : ……………………………………. 
     

    

       
    

Proyeksi Ketersediaan Dana dari APBN (Diluar BOS) 

Tahun 2009-2013 

(dalam ribuan rupiah) 
 

      
  

Uraian 

Tahun :  2009 Tahun :  2010 Tahun :  2011 Tahun :  2012 Tahun :  2013 

Rp 
% Naik 
(Turun) 

* 
Rp 

% Naik 
(Turun) 

* 
Rp 

% Naik 
(Turun) 

* 
Rp 

% Naik 
(Turun) 

* 
Rp 

% Naik 
(Turun) 

* 

1.  Perbaikan ruang kelas rusak ringan SD/MI 5,000,000  11% 5,500,000  10% 6,050,000  10% 6,655,000  10% 7,320,500  10% 

2.  Perbaikan ruang kelas rusak berat SD/MI 2,500,000  25% 3,125,000  25% 3,437,500  10% 3,781,250  10% 4,159,375  10% 

3.  Berbagai kegiatan untuk pembangunan SMP/MTs 11,250,000  7% 12,375,000  10% 13,612,500  10% 14,973,750  10% 16,471,125  10% 

4.  …………………………………….. dst.nya 2,000,000  11% 2,200,000  10% 2,420,000  10% 2,662,000  10% 2,928,200  10% 

                     

                      

Total Dana 20,750,000    23,200,000    25,520,000    28,072,000    30,879,200    

           

* Asumsi persentase naik (turun) dari tahun sebelumnya          
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 TABEL :  

 RENCANA BIAYA DAN PENDANAAN   

 KABUPATEN/ KOTA …………………  

 TAHUN : 2009  

(dalam ribuan rupiah)     Halaman 1 dari 2 

  SASARAN PROGRAM & KEGIATAN 
RENCANA 

BIAYA 

SUMBER PENDANAAN  

TOTAL 
APBD 

KAB/KOT 
APBD PROV APBN LAIN-LAIN 

I Akses 
 Pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
Dari APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi 

28,190,000  28,190,000  14,095,000  14,095,000      

    1. Untuk SD 22,800,000  22,800,000  11,400,000 11,400,000     

    2. Untuk SMP 4,890,000  4,890,000  2,445,000 2,445,000     

    3. Untuk SMA/SMK 500,000  500,000  250,000 250,000     

II Program Pendidikan Anak Usia Dini   2,000,000  2,000,000  2,000,000        

III Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.    145,000,000            

III.1 SD/MI   80,000,000            

  SubProgram 1: Akses               

  

Meningkatkan angka partisipasi menjadi 100 % pada 
2013 dengan memperhatikan pertambahan anak usia 
sekolah, khususnya di 36 kecamatan yang nilai  APS-
nya masih < 95% pada tahun 2008 

             

    
1.1 pembangunan ruang kelas baru; (untuk menampung 
97 rombel per tahun selama 6 tahun) 

10,200,000  10,200,000  10,200,000      

    1.2 pengadaan mebeuler dan sarana kelas baru 1,428,000  1,428,000  1,428,000        

    1.3 pengadaan guru baru 2,700,000  2,700,000  2,700,000        

    1.4 pemberian bea siswa bagi siswa rawan putus sekolah 2,400,000  2,400,000  2,400,000        

    
1.5 pemberian bea siswa bagi siswa rawan tidak 
melanjutkan 

2,040,000  2,040,000  2,040,000        

    1.6 pembentukan sekolah SD-SMP satu atap 800,000  800,000  800,000        

    Total Sasaran 19,568,000  19,568,000  19,568,000        

  SubProgram 2: Pemerataan               

  
Pada 2012, jumlah Ruang Kelas kondisi baik dan 
rusak ringan meningkat dari 61 % menjadi 100% dan 
menurunkan tingkat kerusakan ruang kelas rusak 
berat  dari 33,45% menjadi 0%. Total ruang kelas 
sebesar 2.900 ruang kelas.   
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 TABEL :  

 RENCANA BIAYA DAN PENDANAAN   

 KABUPATEN/ KOTA …………………  

 TAHUN : 2009  

(dalam ribuan rupiah)     Halaman 2 dari 2 

  SASARAN PROGRAM & KEGIATAN 
RENCANA 
BIAYA 

SUMBER PENDANAAN  

TOTAL 
APBD 

KAB/KOT 
APBD PROV APBN LAIN-LAIN 

    

2.1 Sampai dengan 2012, terdapat perbaikan ruang kelas 
rusak ringan di sekolah yang membutuhkan (tersedia 
rombel yang memanfaatkan kelas tsb.) untuk  2.400 
ruang kelas SD 

20,000,000  20,000,000  10,000,000  5,000,000  5,000,000    

    
2.2 Sampai dengan 2010, terdapat perbaikan ruang kelas 
rusak berat di MI sebanyak 500 ruang kelas rusak berat. 

10,000,000  10,000,000  5,000,000  2,500,000  2,500,000    

  Total Sasaran 30,000,000  30,000,000  15,000,000 7,500,000 7,500,000  

  SubProgram 3: Mutu Pendidikan               

1  …………………………….. dst.nya           

2  …………………………….. dst.nya           

                  

  SubProgram 4: …………… dstnya               

          

III.2 Sasaran Pembangunan SMP/MTs         

IV Program ……….……….. dst.nya         

V Program …… ……………dst.nya               

1  …………………………….. dst.nya               

2  …………………………….. dst.nya               

                  

  Total Biaya Program dan Kegiatan   225,000,000  225,000,000  165,494,487  36,005,513  23,500,000    

  Total Dana Tersedia     213,902,954  159,807,954  33,345,000  20,750,000    

  Surplus (Defisit) Dana     (11,097,046) (5,686,533) (2,660,513) (2,750,000) 0  
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TABEL : 

RINGKASAN RENCANA BIAYA DAN PENDANAAN  

TAHUN : 2009 s/d 2013 

 

(dalam ribuan rupiah) 

TAHUN 

  
Refe-
rensi 

TOTAL 
BIAYA 

RENCANA PENDANAAN  

  TOTAL 
APBD 

KAB/KOT 
APBD 
PROV 

APBN LAIN-LAIN 

2009 

Total Biaya Program dan Kegiatan 

RP-2009 

225,000,000  225,000,000  165,494,487  36,005,513  23,500,000  0  

Total Dana Tersedia   213,902,954  159,807,954  33,345,000  20,750,000  0  

Surplus (Defisit Dana)   (11,097,046) (5,686,533) (2,660,513) (2,750,000) 0  

2010 

Total Biaya Program dan Kegiatan 

RP-2010 

            

Total Dana Tersedia             

Surplus (Defisit Dana)             

2011 

Total Biaya Program dan Kegiatan 

RP-2011 

  
          

Total Dana Tersedia   
          

Surplus (Defisit Dana)   
          

2012 

Total Biaya Program dan Kegiatan 

RP-2012 

  
          

Total Dana Tersedia   
          

Surplus (Defisit Dana)   
          

2013 

Total Biaya Program dan Kegiatan 

RP-2013 

  
          

Total Dana Tersedia   
          

Surplus (Defisit Dana)   
          

Total 5 
Tahun 

Total Biaya Program dan Kegiatan 

  

            

Total Dana Tersedia 
            

Surplus (Defisit Dana) 
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INDIKATOR PENDIDIKAN PADA RPJMN 2010-2014 YANG RELEVAN DENGAN 
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 
 
A.PROGRAM TK DAN PENDIDIKAN DASAR 

1. APM SD/SDLB  
2. APM SMP/SMPLB  
3. APK TK/TKLB  
4. APK SD/SDLB  
5. APK SMP/SMPLB  
6. APS usia 7-12 tahun  
7. APS usia 13-15 tahun  
8. Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS  
9. Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS  
10. Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin  
11. Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin  
12. Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran  
13. Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CTL 

berbasis TIK 
14. Persentase TK berakreditasi  
15. Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B  
16. Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B  
17. Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah  
18. Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah  
19. Rasio APK peserta didik TK/TKLB perempuan: laki-laki  
20. Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada SD/SDLB  
21. Rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada SMP/SMPLB  
22. Persentase SD memiliki perpustakaan  
23. Persentase SMP yang memiliki lab. MIPA  
24. Persentase SMP yang memiliki perpustakaan 

 
B. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 

25. APK SMA/SMLB/SMK  
26. Jumlah siswa SMK penerima BOMM  
27. Jumlah siswa SMA penerima BOMM  
28. Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin  
29. Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin  
30. Persentase SMK menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang 

kontekstual berbasis TIK 
31. Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik 

yang kontekstual berbasis TIK 
32. Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008  
33. Jumlah SMA/SMLB bersertifikat ISO 9001:2008 
34. Persentase SMK berakreditasi minimal B 
35. Persentase SMA berakreditasi minimal B  
36. Persentase lulusan SMK yang bekerja pada tahun ke-2 kelulusan  
37. Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada SMA/SMK/SMLB 
38. Persentase SMA/SMLB yang memiliki e-Perpustakaan  
39. Persentase SMA/SMLB yang memiliki laboratorium fisika, kimia, dan biologi. 
40. Persentase SMA/SMLB yang memiliki laboratorium multimedia  
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41. Persentase kab/kota memiliki SMA berbasis keunggulan lokal  
42. Persentase SMK memiliki perpustakaan yang berbasis multimedia. 
43. Persentase SMK memiliki bengkel kerja sesuai dengan standar sarana 

prasarana SMK 
44. Persentase SMK memiliki laboratorium sains yang relevan sesuai standard 

sarana prasarana SMK 
45. Persentase SMK memiliki laboratorium bahasa sesuai standard sarana 

prasarana SMK 
46. Persentase SMK memiliki laboratorium multimedia sesuai standard sarana 

prasarana SMK 
 
C. PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL 

47. Persentase buta aksara usia ≥ 15 tahun  
48. APK PAUD non formal  
49. APK Paket A  
50. APK Paket B  
51. APK Paket C  
52. Persentase satuan PAUD nonformal berakreditasi  
53. Disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia ≥ 15 tahun  
54. Persentase kab/kota yang memiliki SKB  
55. Persentase kecamatan yang telah memiliki PKBM  
56. Persentase kecamatan yang telah memiliki TBM  
57. Persentase kab/ kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender 

bidang pendidikan 
58. Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parentingeducation 

 
D. PROGRAM PMPTK 

59. Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4  
60. Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4 
61. Persentase guru SMA/SMLB berkualifikasi akademik S1/D4  
62. Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4  
63. Persentase guru SD/SDLB bersertifikat pendidik  
64. Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat pendidik  
65. Persentase guru SMA/SMLB bersertifikat pendidik  
66. Persentase guru SMK bersertifikat pendidik  
67. Persentase guru SMK bersertifikat kompetensi  
68. Persentase guru SD/SDLB mengikuti PPB  
69. Persentase tutor Paket A mengikuti PPB  
70. Persentase kepala SD/SDLB mengikuti PPB menurut kab/kota  
71. Persentase pengawas SD/SDLB mengikuti PPB menurut kab/kota  
72. Persentase guru SMP/SMPLB mengikuti PPB  
73. Persentase tutor Paket B mengikuti PPB  
74. Persentase kepala SMP/SMPLB mengikuti PPB menurut kab/kota 
75. Persentase pengawas SMP/SMPLB mengikuti PPB menurut kab/kota 
76. Persentase guru SMA /SMLB yang mengikuti PPB  
77. Persentase tutor Paket C yang mengikuti PPB  
78. Persentase kepala SMA/SMLB mengikuti PPB menurut kab/kota 
79. Persentase pengawas SMA/SMLB mengikuti PPB menurut kab/kota 
80. Persentase guru SMK yang mengikuti PPB 
81. Persentase kepala SMK mengikuti PPB menurut kab/kota  
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82. Persentase pengawas SMK mengikuti PPB menurut kab/kota  
83. Persentase tutor Paket C kejuruan yang mengikuti PPB  
84. Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan 

profesionalisme di berbagai bidang 
85. Persentase tutor pendidikan keaksaraan mengikuti PPB  
86. Persentase pendidik kursus mengikuti diklat kompetensi  
87. Persentase pamong belajar mengikuti PPB  
88. Persentase penilik yang mengikuti PPB  
89. Persentase tenaga kependidikan satuan pendidikan non formal yang 

mengikuti diklat kompetensi 
 
 
E. PROGRAM BALITBANG 

90. Rata-rata lama sekolah (tahun)  
91. Persentase satuan PAUD formal diakreditasi  
92. Persentase satuan PAUD nonformal diakreditasi  
93. Persentase SD/SDLB diakreditasi  
94. Persentase program Paket A diakreditasi  
95. Persentase SMP/SMPLB diakreditasi  
96. Persentase program Paket B diakreditasi  
97. Persentase SMA/SMLB/SMK diakreditasi  
98. Persentase program Paket C diakreditasi  
99. Persentase program Paket C kejuruan diakreditasi  

100. Persentase program keahlian LKP diakreditasi  
101. Persentase PKBM diakreditasi  
102. Persentase PAUD yang mengembangkan pembelajaran secara mandiri 
103. Persentase satuan dikdas yang mengembangkan kurikulum secara mandiri 
104. Persentase satuan pendidikan menengah yang mengembangkan kurikulum 

secara mandiri 

 

 

 


